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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) di Kabupaten Sambas merupakan salah satu 
wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak). Sebagai wilayah yang 
strategis, kaya akan sumber daya alam, memiliki panorama alam laut, pantai dan hutan yang 
indah dan eksotis, namun keberadaannya selama ini kurang mendapat perhatian pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam pembangunan wilayah. Akibatnya antara lain adalah munculnya 
banyak permasalahan di kawasan ini, seperti kesenjangan ekonomi, ketertinggalan 
pembangunan, dan keterisolasian kawasan. Ketiadaan konsep yang jelas, menyebabkan 
pembangunan kawasan perbatasan terkesan tidak terencana dengan baik dengan implikasi 
degradasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta tidak tercapainya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, terjadinya proses dehumanisasi (peminggiran masyarakat), dan 
dekulturisasi, serta secara makro mengarah pada disintegrasi wilayah  (terutama secara 
ekonomi).  
 
Dalam studi ini dibahas keterkaitan yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap 
perkembangan kawasan perbatasan PALSA-Sarawak. Dipilihnya kawasan perbatasan 
PALSA-Sarawak sebagai kasus studi dilatarbelakangi oleh adanya fenomena atau gejala, 
dimana wilayah perbatasan PALSA juga  menjadi daerah belakang dari sistem pusat-pusat 
permukiman yang ada di Sarawak selain wilayah yang ada di Kalbar secara umum. Hal ini 
dikaitkan dengan keterbatasan infrastruktur sosial dan ekonomi yang telah menyebabkan 
masyarakat cenderung berorientasi secara ekonomi ke Sarawak.  
 
Hasil kajian terhadap berbagai lesson learned model pengembangan kawasan perbatasan di 
berbagai negara ditemukan empat tipologi model berdasarkan kecenderungan orientasi 
pengembangan ekonomi wilayahnya, yaitu: pertama, wilayah terbelakang suatu negara 
berorientasi ke negara tetangga yang lebih maju; kedua,  wilayah negara yang lebih maju 
berorientasi ke wilayah negara tetangganya yang relatif tertinggal; ketiga, masing-masing 
negara tidak saling berorientasi satu sama lain; dan keempat, kedua wilayah antarnegara 
saling bekerjasama dan mengarah kepada integrasi secara ekonomi. Berdasarkan tipologi ini, 
kawasan perbatasan PALSA yang secara empiris masuk dalam tipologi pertama diarahkan 
menuju kepada tipologi model keempat.  
 
Hasil analisis mengungkapkan bahwa model pengembangan agropolitan merupakan salah 
satu model yang sesuai untuk dikembangkan di kawasan PALSA sesuai tipologi model 
keempat diatas. Pemilihan model ini didasarkan pada potensi dan kondisi empiris yang ada 
bahwa kawasan PALSA yang mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) 
namun belum memiliki daya saing (competitive advantage), sehingga masyarakat di 
perbatasan tidak memiliki posisi tawar dan cenderung berada pada posisi yang lemah dalam 
interaksi perdagangan lintas batas dengan Sarawak meskipun secara sosial budaya hubungan 
mereka sangat erat.  
 
Kata kunci: kawasan perbatasan, agropolitan, daya saing 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Both of Paloh and Sajingan Besar sub-district in Sambas Regency are number of region that 
was located contiguous to the neighbor country Malaysia (Sarawak). Due to a strategic 
position, natural resources endowment, natural exotic beach along west coast, and natural 
tropical forest, but this sub-region do not become a priority by development actors. Hence, 
several problems have been appears in this region, such as poverty, economic disparity and 
isolated area. Since there is no a comprehensive concept related to cross-border 
development, it caused emerged un-planning concept in term of regional development 
commonly in cross-border region. It will be implied to degradation of natural resource 
endowment, environmental quality, worsen prosperity, process of de-humanity, de-
culturalization and growth towards to disintegration process particular in term 
economically.   
      
 This study discussed the clossed linkages between PALSA border area of Sambas District 
and State of Sarawak of Malaysia, which are predicted to have a strong influence on the 
regional development of the common border area. The choice of the area as the case of study 
is supported by the fact that the northern border of the Sambas District and West 
Kalimantan Province commonly  tends to become the hinterland of several cities and towns 
in Sarawak-Malaysia. That matters related to lack of both social and economic insfstructure 
that have been caused inhabitants tend to be oriented economically to Sarawak.       
 
Analytical result to several models of cross-border development’s lesson learned in many 
countries shows that there are four models in terms of cross-border development: first, 
remote area in one country tend toward in economically with its neighbor country; second, 
country which better in economic tend toward its neighbor which un-develop; third, each 
there is no inter-action economically each other, border-line function as strictly area; and 
fourth, both side region in adjacent country has been emerging cooperation and tend toward 
to integrated economic region. Therefore, based on the type of models, current condition in 
PALSA cross-border region is  still  known into first type empirically that will be brought 
toward to better condition as suggested  by the type model of  fourth.   
 
However, this study elaborated that such regard to objective condition has obtained that 
suitable model development conducted in PALSA border area is model of agropolitan. This 
model was suggested based on analytical result regarding empirical condition.  More over, 
even thought that region was owned  many comparative advantage, but all of them has not 
competitive yet. Furthermore, inhabitants tend to lack of role in term of cross-border trading 
with their neighbors because of its worsen bargaining position. Despite in social interaction 
emerged high cultural affinity.  
 
Key words : cross-border region, agropolitan, competitive advantage    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
 Perbatasan sebuah negara dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara 
dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. 
Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan 
wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya 
pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Sebagai bagian dari sejarah 
dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari 
sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara. Dalam kaitan ini menarik untuk 
mencermati kelahiran negara-bangsa (nation-state) sebagai bentuk negara modern 
yang berkembang sejalan dengan merebaknya ethnic nationalism dan national 
identity. Smith (1986) menggambarkan identitas nasional sebagai a collective 
cultural phenomenon yang mengandung berbagai elemen dasar, seperti adanya 
kekhasan bahasa, sentimen-sentimen, dan simbolisme yang merekatkan sebuah 
komuniti yang mendiami suatu teritori tertentu. 
 Pada awal sejarah kelahirannya, negara-bangsa, menurut Smith, identik 
dengan ‘negara etnis’. Pada awalnya, batas-batas teritorial dari negara-bangsa 
merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu. Perkembangan 
selanjutnya dari negara-bangsa memperlihatkan bahwa kesamaan cita-cita, yang 
tidak jarang bersifat lintas-etnis, lebih mengemuka sebagai dasar dari eksistensi 
sebuah negara-bangsa. Perbatasan sebuah negara dalam konteks semacam itu 
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menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara 
tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, 
karena dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama. 
 Kawasan perbatasan antar negara memiliki potensi strategis bagi 
berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. 
Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama 
dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini akan 
memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan 
menimbulkan berbagai efek pengganda (multiplier effects) (Mukti, 2001).  
Di Indonesia terdapat empat provinsi yang wilayah daratnya berbatasan 
langsung dengan negara lain, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Dari keempat daerah tersebut hanya Provinsi 
Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) yang telah 
menetapkan pos lintas batas resmi, yaitu Entikong–Tebedu (Kabupaten Sanggau) dan 
akan menyusul Nanga Badau–Lubuk Antu (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Aruk–
Biawak atau Temajok–Telok Melano (Kabupaten Sambas). Selain itu terdapat pula 
pos lintas batas yang tidak resmi. Sebagaimana telah diidentifikasi oleh kedua 
pemerintah (Kalbar dan Sarawak) bahwa dari sekitar 800 km panjang perbatasan 
Kalbar-Sarawak, terdapat lebih kurang  50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 
55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak yang sekaligus merupakan pintu 
atau tempat keluar masuk orang dan barang dari dan ke Sarawak/Kalbar. Sementara 
itu yang disepakati kedua negara sebagai pos keluar masuk sesuai persetujuan lintas 
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batas tahun 1984 adalah 10 buah desa di Kalbar dan 7 buah kampung di Sarawak. 
(Bappeda Provinsi Kalbar, 2001). 
Pada saat ini kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan belum 
adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif. Kegiatan 
pembangunan yang ada masih berupa rencana pembangunan parsial dengan 
pendekatan yang sangat sektoral. Sebagai contoh adanya eksploitasi kawasan hutan 
(legal dan ilegal) dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan 
kebutuhan masyarakat lokal. Indikasi ini semakin menguat manakala dihadapkan 
pada kenyataan perbedaan kesejahteraan yang mencolok antara masyarakat 
Kabupaten Sambas dengan Sarawak. 
 
No Kabupaten Kecamatan Jumlah Luas Ibukota
Desa (Ha)
1. Sambas Paloh 6 114.884,00 Liku
Sajingan Besar 5 139.120,00 Sajingan
2. Bengkayang Jagoi Babang 5 121.830,00 Jagoi Babang
Seluas 6 50.650,00 Seluas
3. Sanggau Sekayam 10 84.101,00 Balai Karangan
Entikong 5 50.689,00 Entekong
4. Sintang Ketungau Hulu 9 213.820,00 Senaning
Ketungau Tengah 13 218.240,00 Nanga Merakai
5. Kapuas Hulu Empanang 5 35.725,00 Nanga Kantuk
Putussibau 8 412.200,00 Putussibau
Badau 6 70.000,00 Nanga Badau
Batang Lupar 7 133.290,00 Lanjak
Embaloh Hulu 8 345.760,00 Benua Martinus
Puring Kencana 5 44.855,00 Putussibau
98 2.035.164,00
Sumber : Bappeda Propinsi Kalbar, 2002
TABEL I.1
WILAYAH ADMINISTRASI KAWASAN PERBATASAN
KALBAR – SARAWAK, TAHUN 2000
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 Kawasan perbatasan Kabupaten Sambas yang terletak di sebelah utara 
Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia), 
sebagaimana kawasan perbatasan lainnya di Kalimantan memiliki potensi yang 
cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain memang adanya 
keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi di daerah ini, juga dikarenakan 
kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya antara 
lain adalah munculnya banyak permasalahan di kawasan ini, seperti kesenjangan 
ekonomi, ketertinggalan pembangunan, dan keterisolasian kawasan. 
Kenyataan ini telah mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas untuk 
memprioritaskan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dengan 
menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sambas Tahun 
2001– 2005. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah terhadap 
faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan 
wilayah serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan 
kelembagaan masyarakat. Selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah dan 
memantapkan ketertiban dan keamanan wilayah.  
 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas 2001-2010 
juga dijelaskan bahwa pengembangan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan 
karakteristik kawasan yang nantinya diharapkan akan mempunyai nilai strategis, 
yang dapat mendorong kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya. Diantara beberapa 
zona kawasan di Kabupaten Sambas yang dinilai strategis untuk dikembangkan yaitu 
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kawasan perbatasan di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar; untuk selanjutnya 
disebut kawasan perbatasan PALSA. 
 Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas yang meliputi 2 (dua) Kecamatan 
yaitu Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan, baik dilihat dari posisi geografis yang sangat strategis, kaya akan 
sumber daya alam, memiliki panorama alam laut, pantai dan hutan yang indah dan 
eksotis, serta letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga  (Sarawak – 
Malaysia). 
 Melihat potensi besar yang dimilikinya, pengembangan PALSA diarahkan 
untuk dijadikan sebagai daerah industri, pariwisata dan perdagangan yang 
berorientasi pasar international, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi 
nyata bagi kemajuan Kabupaten Sambas khususnya serta Kalimantan Barat pada 
umumnya. Program pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan Paloh – 
Sajingan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan pada kawasan 
perbatasan yang selama ini dikenal sebagai kawasan tertinggal.  
 Dalam konteks internasional, kawasan perbatasan Kabupaten Sambas terletak 
diujung Pulau Kalimantan, menghadap Laut Natuna secara strategis berada tepat 
pada jalur Laut Natuna dan Udara Internasional diantara Samudra Hindia dan 
Samudra Pasifik (Gambar 1.2). Disamping itu Kecamatan Paloh hanya berjarak 
kurang lebih 250 Km dari Batam dan Pulau Natuna yang menjadikannya daratan 
paling dekat dengan Pulau Natuna dibanding daerah lain yang ada di Indonesia.  
Kawasan pengembangan yang membentuk segitiga  dengan Batam dan Pulau Natuna 
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akan sangat menguntungkan mengingat pertumbuhan yang pesat dari dua pulau 
tersebut. 
 Jika dipandang dalam konteks Asean, PALSA memiliki letak yang sangat 
strategis karena kawasan tersebut terletak pada poros negara – negara Asean, 
membuatnya memiliki akses yang mudah ke negara seperti Negara Malaysia, 
Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan 
Myanmar. 
 Dalam konteks lokal, PALSA yang terletak didalam wilayah Kabupaten 
Sambas, Kalimantan Barat terletak ditengah-tengah kepulauan Indonesia. Tentunya 
faktor ini membuat kawasan PALSA lebih mudah diakses dari daerah maupun di 
Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan Timur dan Sulawesi.(Gambar 1.3). 
Sedangkan struktur pengembangan kawasan perbatasan PALSA sebagai outlet lintas 
batas sebagaimana kesepakatan pengembangan kawasan perbatasan sebagai sistem 
pusat pertumbuhan KASABA (Kalimantan-Sarawak-Sabah), dapat dilihat pada 
Tabel I.2.  
 Untuk mengembangkan dan membangun kawasan perbatasan PALSA ini, 
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah 
Propinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri. Bahkan 
pemerintah Malaysia (Negara Bagian Sarawak) memberikan respon positif atas 
rencana pemerintah mengembangkan kawasan PALSA ini. Hal ini dibuktikan lewat 
komitmen mereka dalam pertemuan Forum Sosek Malindo di Pontianak tanggal 22 
Maret 2005 yang lalu. 
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Kota di
Kabupaten PKN PKW PKL Sarawak/
Sabah
Singkawang Sajingan, Saparan, 
Sambas                
Temajok
Liku, Sekura, Galing, 
Pemangkat, Sentebang, 
Sejangkung, Kaliau
Serikin, Pedawan
Sitas, Gobang
Sanggau Bantan, Balai Karangan, Tebedu,
Ngabang Serimbu, Beduai, Bunan Gega
Kembayan, Noyan, Bonti,
Sekadau
Nanga Bayan, Merakai Kranggas
Panjang, Semareh, Sungai 
Buaya, Sei Kelik,
Gayau,
Nanga Merakai, Senaning, 
Nanga Ketungau
Balai Ringin
Lubuk Antu,
Batu Lintang
Sendawar, Tiongohang, Long Boh,
Lasan,                 
Tuyan
Ujoh Bilang, Long Hubung, 
Long Iram
Long Busang, Sungai 
Peningang, Apau Ping, 
Tapak Mega,
Loreh, Long Ayu, Long 
Alango, Long Pujungan, Pulau 
Sapi, Data Dian
Long Pasia,     
Long Bangah
Nunukan, Simanggaris, Sei Pancang, Labang, Ba’ Kelalan,
Sebatik, Long Bawan Tau Lumbis, Lembubud, Salilir, Sibua,
Long Midang Pa’ Betung, Atap,   
Mensalong
Serudong,          
Tawau
Keterangan  : PKN (Pusat Kegiatan Nasional); PKW (Pusat Kegiatan Wilayah),
PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
KASABA
Fungsi Kota
TABEL I.2
SISTEM PUSAT PERTUMBUHAN PADA KAWASAN PERBATASAN
Malinau Malinau Long Nawang
Kapit
Sintang
Sanggau Entikong
Nunukan
Langau, Lanjak, Semitau, 
Nanga Kantuk, Nanga Silat, 
Puring Kencana, Banua 
Martinus
Kutai Barat Long Pahangai
Kapuas Hulu Nanga Badau Putussibau
Sintang Jasa
Sambas Aruk Sematan, Biawak, 
Telok Melano
Bengkayang Jagoi Babang Bengkayang Jagoi, Sentabeng, Seluas, 
Siding, Sangau Ledo, Ledo
 
Sesuai janji Pemerintah Diraja Malaysia, paling lambat awal Mei 2005 sudah 
disepakati tentang penetapan titik nol dan mundurnya berapa kilometer untuk 
pembangunan border masing-masing antara Sambas-Sarawak (Pontianak Post, 25 
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Maret 2005). Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sambas bersama-sama dengan 
Pihak Malaysia – Sarawak, telah membuat Master Plan  dan Detail Plan 
pengembangan kawasan perbatasan PALSA. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Pada saat ini kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan belum 
adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif. Kegiatan 
pembangunan yang ada masih berupa rencana pembangunan parsial dengan 
pendekatan sangat sektotal. Sebagai contoh adalah eksploitasi kawasan hutan (legal 
dan ilegal) dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan 
masyarakat lokal. Indikasi ini semakin menguatkan manakala dihadapkan pada 
kenyataan perbedaan kesejahteraan yang mencolok antara masyarakat di perbatasan 
dengan masyarakat negara tetangga.  
 Secara umum permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Kurangnya efektifitas ekonomi di kawasan perbatasan yang terutama disebabkan 
rendahnya produktivitas masyarakat di kawasan ini. Disamping itu belum 
terkelolanya sumberdaya alam secara efektif dan efisien selain menyebabkan 
terjadinya kerusakan lingkungan juga berakibat pada rendahnya kesejahteraan 
masyarakat dan terkurasnya devisa negara. 
2. Rendahnya produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan 
perbatasan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 
sosial dan ketahanan budaya. 
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3. Kurangnya infrastruktur pendukung bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Sementara itu sarana dan prasarana 
sosial budaya untuk peningkatan intelektual, moral, etika dan ketahanan budaya 
dirasakan masih belum baik. 
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia penduduk perbatasan Indonesia jika 
dibandingkan dengan negara tetangga. Jika dilihat dari komposisi angkatan kerja 
penduduk Indonesia di daerah perbatasan sebagian besar (84,55%) berpendidikan 
SD atau bahkan tidak pernah tamat SD. (Bappeda Kab. Sambas). 
5. Terbatasnya ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana perhubungan 
baik fasilitas Border Pos Lintas Batas, transportasi jalan darat, listrik, telepon, air 
bersih dan lain-lain. 
 Dari pembahasan masalah diatas, dapat dirumuskan problem statement dalam 
studi ini yaitu : “Pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu kerangka 
penanganan yang spesifik meliputi berbagai sektor pembangunan serta koordinasi 
yang efektif mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten agar efektif 
dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagai pendorong pertumbuhan 
ekonomi”. 
 Untuk menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi, dilakukan 
pendekatan melalui pertanyaan penelitian (research question) yaitu: 
“Apa yang terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dengan 
Sarawak (Malaysia) dihubungkan dengan fenomena pengembangan 
wilayah?”. 
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 Dari research question tersebut kemudian dijawab dalam bentuk pernyataan 
hipotesis yaitu: telah terjadi hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan 
negara berkembang di wilayah perbatasan antarnegara, berdasarkan orientasi pola 
aliran orang dan barang. Aliran barang cenderung bergerak dari negara berkembang 
ke negara maju. Sedangkan sebaliknya, aliran orang cenderung bergerak dari negara 
maju ke negara berkembang. Hal ini umumnya disebabkan oleh harga barang dan 
jasa yang lebih murah di negara berkembang.   
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi 
1.3.1. Tujuan Studi 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka studi 
ini dilakukan dengan tujuan mengkaji potensi wilayah dalam rangka menuju model 
pengembangan kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas.  
1.3.2. Sasaran Studi 
 Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran yang ingin dicapai 
dalam studi  ini adalah : 
a. Menemukenali model-model teoritis pengembangan kawasan perbatasan 
dari beberapa kajian pustaka. 
b. Menganalisis kondisi eksisting di kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas dan kawasan perbatasan Sarawak (Malaysia), yang 
meliputi tata ruang, sistem infrastruktur, sistem aktifitas dan sistem 
kelembagaan.  
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c. Menganalisis fungsi kawasan yang dominan dan keterkaitan antar ruang 
di kawasan perbatasan. 
d. Menganalisis sistem prasarana dan sarana transportasi yang 
menghubungkan sentra produksi, koleksi dan distribusi dengan pasar di 
kawasan perbatasan. 
e. Menganalisis pola pergerakan orang, barang dan jasa di kawasan 
perbatasan. 
f. Menganalisis kesesuaian model teoritis dengan kondisi eksisting yang 
ada untuk menghasilkan model yang bersifat lokal. 
1.4. Ruang Lingkup Studi 
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 
 Ruang lingkup substansial dari studi ini dijabarkan dalam upaya menemukan 
suatu model pengembangan kawasan perbatasan Paloh-Sajingan (PALSA) sebagai 
kawasan pertumbuhan ekonomi. Dalam ruang lingkup substansial ini permasalahan 
yang dikaji menyangkut sistem tata ruang, sistem aktifitas, sistem infrastruktur serta 
sistem kelembagaan wilayah perbatasan. Pemilihan ruang lingkup substansial ini 
didasarkan atas pertimbangan bahwa keempat hal tersebut merupakan katalisator 
yang akan menggeneralisir aspek lainnya serta memberikan efek pengganda 
(multiplier effect) bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Secara lebih 
rinci lingkup materi studi ini adalah: 
a. Yang dimaksud dengan “model” dalam tujuan penelitian ini adalah 
sebuah konsep pembangunan wilayah melalui suatu pendekatan yang 
dinilai strategis berdasarkan potensi dan kondisi empiris wilayah, 
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sedangkan “pengembangan” mengandung dimensi perencanaan yang 
berorientasi kedepan yang antisipatif terhadap kegiatan ekonomi yang 
semakin mengglobal tanpa batas (Siswanto dan Suhandojo, 2003).      
b. Model pengembangan kawasan perbatasan merupakan konsep 
pengembangan terpadu suatu kawasan perbatasan berdasarkan potensi 
wilayah untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi, ketertinggalan 
pembangunan dan keterisolasian pada skala internasional, nasional dan 
regional, melalui pendekatan pengembangan wilayah. 
c. Model yang dikembangkan merupakan kerangka model pengembangan 
kawasan yang digali dari pengalaman empirik lokal yang diperkaya oleh 
beberapa pengalaman empirik di negara lain berdasarkan potensi 
wilayahnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di 
kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas. Kerangka model ini 
merupakan masukan bagi  model pengembangan kawasan perbatasan 
yang sesungguhnya.  
d. Model pengembangan kawasan perbatasan yang dimaksud disini adalah 
model pengembangan ekonomi wilayah yang spesifik dengan melihat 
potensi wilayah yang ada.    
e. Tata ruang dalam analisis studi ini merupakan keterkaitan ruang sebagai 
fungsi kawasan yang dominan dalam pola interaksi ruang di kawasan 
perbatasan. 
f. Sistem infrastruktur dalam analisis studi ini merupakan sistem jaringan 
prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan pusat-pusat 
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pertumbuhan yang ada di Kabupaten Sambas  dengan pusat-pusat 
pertumbuhan yang ada Sarawak Malaysia. 
g. Sistem aktifitas merupakan kegiatan sektor-sektor produksi yang meliputi 
aktifitas produksi, koleksi dan distribusi pada sektor pertanian, 
perdagangan, industri, dan pariwisata yang ada di kawasan perbatasan 
PALSA kabupaten Sambas. 
h. Sistem kelembagaan yang ada hanya dilihat sebagai implikasi dan 
prasyarat  pengembangan model.     
1.4.2.  Ruang Lingkup Spasial 
 Berdasarkan aspek administratifnya, pengembangan kawasan perbatasan di 
Kabupaten Sambas meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Paloh dan 
Sajingan Besar (PALSA) yang terdiri dari 12 (dua belas) desa masing-masing 7 
(satu) desa di Kecamatan Paloh dan 5 (lima) desa di Kecamatan Sajingan Besar. 
Namun dalam penelitian ini, secara fungsional wilayah yang masuk dalam kawasan 
pengembangan perbatasan juga mencakup wilayah Malaysia (Divisi Kuching) 
sebagai satu satuan wilayah fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 
keterkaitan spasial antar wilayah administrasi yang berbeda. Sedangkan lokasi 
simpul yang berhadapan langsung dengan kota-kota terdekat di perbatasan Malaysia 
adalah Temajok (Paloh) dengan Telok Melano (Malaysia) dan Aruk (Sajingan Besar) 
dengan Biawak (Malaysia). 
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1.5. Keterbatasan Studi 
 Dari sekian banyak aspek permasalahan pada lokasi studi, penelitian terhadap 
kawasan perbatasan ini hanya terbatas pada 4 (empat) aspek seperti yang disebutkan 
diatas, diantaranya sistem tata ruang, sistem aktifitas, sistem infrasruktur dan sistem 
kelembagaan  Keterbatasan penelitian ini menimbulkan konsekuensi bahwa hasil 
akhir dari studi ini yang berupa “model” hanya cocok dan tepat apabila diterapkan di 
ruang lingkup wilayah studi. Model ini bisa jadi akan menjadi tidak tepat apabila 
diterapkan di kawasan perbatasan lain diluar wilayah studi.        
1.6. Manfaat Studi 
 Studi ini akan menghasilkan suatu kerangka model pengembangan kawasan 
perbatasan Kabupaten Sambas yang terintegrasi secara spasial, karena memandang 
wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung sebagai satu kesatuan ruang 
secara fungsional, meskipun berbeda secara administrasi. Oleh karena itu hasil studi 
ini hanya sesuai untuk diterapkan di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas, 
sebagai salah satu kajian tentang fenomena pengembangan wilayah di Indonesia dan 
agar kawasan ini memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan dalam kerangka 
pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Namun tidak menutup 
kemungkinan untuk dapat diterapkan dan direplikasi oleh kawasan perbatasan 
lainnya berdasarkan kondisi empiris di wilayah tersebut. 
1.7. Kerangka Pemikiran Studi 
 Wilayah perbatasan seringkali digambarkan sebagai kawasan tertutup yang 
hanya berfungsi sebagai entry point bagi kepentingan keluar masuk arus barang dan 
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manusia. Dewasa ini, sejalan dengan derasnya arus integrasi dan globalisasi 
internasional yang menghasilkan borderless economy atau ekonomi “tanpa batas”, 
posisi kawasan perbatasan secara tradisional mengalami transformasi yang 
besar.(Hansen, 1981 dalam Edgington et.al ed., 1997:57). Globalisasi merupakan 
proses yang bersifat multidimensional yang dipengaruhi oleh ekonomi,  politik dan 
sosial budaya. Di bidang ekonomi, hal ini berarti integrasi global dari sektor 
produksi, perdagangan, keuangan, informasi, organisasi dan teknologi, dll. Menurut 
Castell, perbedaan antara konsep “dunia: dan ekonomi global adalah kapasitasnya 
yang bekerja sebagai sebuah unit yang real time terhadap sebuah skala global/dunia. 
 Arus globalisasi terutama di bidang ekonomi dan perdagangan telah membuat 
masyarakat di kawasan perbatasan mempunyai daya saing yang rendah bahkan 
cenderung menjadi obyek pasar bagi negara tetangga tanpa mempunyai posisi tawar. 
Menyikapi hal ini pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai 
dalam meningkatkan pengembangan kawasan perbatasan agar dapat bersaing dalam 
kompetisi global. Selain didukung oleh sumber daya manusia, juga harus ditunjang 
dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik serta sarana dan prasarana yang 
tepat sesuai kebutuhan pelayanan di tingkat nasional dan regional. 
 Sebagai daerah kabupaten yang mempunyai wilayah yang berbatasan 
langsung dengan negara Malaysia (Sarawak), Kabupaten Sambas sejak tahun 2002 
telah menetapkan program pengembangan kawasan perbatasan PALSA sebagai 
prioritas dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sambas (RTRW Sambas 2001-
2010). Namun setelah sekian lama program ini berjalan, banyak ditemukan kendala 
terutama masalah investasi dan infrastruktur wilayah yang sangat terbatas. 
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 Menghadapi kondisi tersebut diperlukan optimalisasi potensi yang ada untuk 
mengantisipasi tantangan-tantangan yang dihadapi yang salah satunya merumuskan 
suatu model pengembangan kawasan perbatasan yang sesuai dengan karakteristik 
wilayah guna lebih mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan PALSA. 
 Sebagai langkah pertama, pada kerangka yang merupakan gambaran umum 
alur berpikir dari studi yang dilakukan ini adalah mendiskripsikan isu, fenomena dan 
permasalahan sebagai latar belakang  pemilihan tema, yaitu mencari suatu model 
pengembangan kawasan perbatasan PALSA, baik dari segi teoritis maupun empiris 
melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 
pengembangan wilayah perbatasan. 
 Tahapan berikutnya adalah menemukenali karakteristik wilayah studi, yaitu 
dari aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Kajian dalam studi ini, aspek-aspek 
tersebut meliputi karakteristik tata ruang, sistem infrastruktur, sistem aktifitas dan 
kelembagaan. 
 Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya dalam mencari suatu model 
yang tepat adalah dengan membandingkan model teoritis dengan kondisi eksisting 
yang ada dengan pendekatan empiris dan teoritis. Selanjutnya hasil analisis terhadap 
aspek empiris dan teoritis  tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 
menentukan model pengembangan kawasan perbatasan PALSA hasil studi. Pada 
bagian akhir adalah merekomendasikan model pengembangan hasil studi sebagai 
masukan bagi perencana dan pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari pendekatan tersebut, secara 
diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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GAMBAR 1.1 
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI 
Makin tipisnya batas antar 
negara bahkan cenderung 
borderless 
Liberalisasi perdagangan 
menuntut wilayah agar bisa 
bersaing di pasar global 
Tantangan : 
- Memanfaatkan posisi 
strategis 
- Pembangunan 
infrastruktur 
- Pengembangan ekonomi 
lokal Optimalisasi potensi yang ada 
untuk mengantisipasi tantangan 
Terjadi hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara 
berkembang di wilayah perbatasan berdasarkan orientasi pola aliran orang 
dan barang. Aliran barang cenderung bergerak dari negara berkembang ke 
negara maju. Sedangkan aliran orang cenderung bergerak dari negara maju ke 
negara berkembang, disebabkan harga barang dan jasa yang lebih murah. 
Globalisasi dan 
integrasi 
internasional 
Apa yang terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas 
dengan Sarawak (Malaysia) dihubungkan dengan fenomena 
pengembangan wilayah? 
Kajian 
Empiris 
Kajian Pustaka 
Pengembangan 
Wilayah  
Kondisi eksisting dan empiris kawasan 
perbatasan PALSA Kabupaten Sambas 
Tata 
 Ruang 
Sistem 
Infrastruktur 
Sistem 
Aktifitas 
Menganalisis sistem 
jaringan transportasi 
pusat-pusat 
produksi, koleksi, 
dan distribusi 
dengan pasar
Menuju model yang sesuai bagi Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Paloh-Sajingan (PALSA) Kabupaten Sambas, KALBAR  
Kesimpulan dan Rekomendasi  
Menganalisis  
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kawasan yang 
dominan dan 
keterkaitan 
antar ruang 
Menganalisis 
pola pergerakan 
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dan jasa di 
kawasan  
perbatasan
Kerangka teoritis
Kerangka analisis 
Kelem 
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Lesson 
Learned 
Model  
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bangan 
perbatasan  
Manajemen 
pengelolaan 
khusus yang 
terdesentrali 
sasi 
Lesson 
Learned 
Model  
Analisis 
kesesuaian 
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Kondisi 
Eksisting kwsn 
perbatasan  
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1.8. Metode Penelitian   
 Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu 
persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Nazir (2003:44) 
mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam 
penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu 
penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat 
ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Berdasarkan hal 
tersebut, maka bab ini akan menguraikan tentang pendekatan studi, kerangka 
analisis, metoda analisis yang akan digunakan, kebutuhan data dan cara 
pengumpulan data yang dibutuhkan sehingga tujuan dan sasaran dalam studi ini akan 
tercapai. 
1.8.1. Pendekatan Studi 
 Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yaitu meliputi 
semua informasi dan data-data yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian. 
Selanjutnya dari kompilasi data yang dihasilkan akan dianalisis untuk dapat 
memperoleh gambaran tentang perkembangan dan fakta tertentu dengan kondisi 
empiris atau variabel yang diselidiki secara komprehensif.  
 Menurut Whitney (1960) dalam Nazir (2003:54-55), metode deskriptif adalah 
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 
masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 
situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, 
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pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja 
membandingkan fenomena-fenomena sehingga merupakan suatu studi komparatif.   
1.8.2. Kerangka Analisis 
 Sesuai dengan tujuan pelaksanaan studi yang akan dicapai melalui sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan, maka dipergunakan beberapa alat analisis yang akan 
dilakukan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Adapun 
analisis yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran-sasaran studi ini 
adalah analisis kesesuaian model teoritis pengembangan kawasan perbatasan yang 
didapat dari studi literatur dengan model empiris berdasarkan kondisi eksisting yang 
ada di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas. Secara diagramatis kerangka 
analisis dapat dilihat pada Gambar 1.4. 
1.8.3. Tahapan analisis 
 Sesuai dengan kerangka analisis yang dipergunakan dalam mencapai tujuan 
pelaksanaan studi melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan dalam 
beberapa tahapan. Tahapan analisis yang akan dilakukan sesuai dengan sasaran-
sasaran studi ini adalah sebagai berikut : 
• Menganalisis model-model teoritis pengembangan kawasan perbatasan dari 
beberapa literatur yang ada untuk menemukan suatu model teoritis melalui 
pendekatan sistem tata ruang, sistem aktifitas, sistem infrastruktur dan sistem 
kelembagaan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif.  
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• Menganalisis karakteristik eksisting dan potensi sosial ekonomi di kawasan 
perbatasan Kabupaten Sambas maupun Sarawak (Malaysia), melalui 
penelusuran data sekunder dan pengamatan langsung di lapangan. Metode 
yang dipakai dalam analisis ini adalah Analisis LQ dan Shift Share. 
• Menganalisis fungsi kawasan yang dominan dan keterkaitan antar ruang di 
wilayah perbatasan untuk mengetahui fungsi kawasan yang dominan serta 
adanya keterkaitan antar ruang di wilayah  perbatasan. Metode analisis yang 
digunakan adalah Analisis deskriptif. 
• Menganalisis sistem prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan 
sentra produksi, koleksi dan distribusi dengan pasar di kawasan perbatasan 
untuk memprediksi sarana dan prasarana yang nantinya akan mendukung 
model pengembangan kawasan perbatasan. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis deskriptif .   
• Menganalisis pola pergerakan orang, barang dan jasa di kawasan perbatasan 
untuk Mengetahui kecenderungan pola pergerakan di kawasan perbatasan 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Metode analisis yang digunakan 
adalah Analisis deskriptif  kualitatif dengan data-data yang diperoleh 
berdasarkan survey data primer (wawancara) serta observasi lapangan. 
• Menganalisis kesesuaian model teoritis dengan kondisi eksisting yang ada 
untuk menghasilkan model yang bersifat lokal yang diharapkan akan 
menghasilkan Kerangka model pengembangan kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas. Metode  analisis yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif. 
TABEL I.3 
TAHAPAN ANALISIS 
 
 
Sasaran 
 
Hasil Yang diharapkan Cara / Proses Metode 
 
 
a. Menemukenali model-model 
teoritis pengembangan kawasan 
perbatasan dari beberapa kajian 
literatur. 
 
 
 
Model Teoritis pengembangan kawasan 
perbatasan 
 
 
Membandingkan  model teoritis  berdasarkan 
asumsi, konsep dan konteks tertentu dari 
Lesson Learned negara yang telah berhasil 
maupun gagal dalam mengembang kan 
kawasan perbatasan 
 
 
Analisis  Deskriptif 
b. Menganalisis kondisi eksisting 
dan potensi di kawasan perbatasan 
PALSA Kabupaten Sambas dan 
kawasan perbatasan Sarawak 
(Malaysia), yang meliputi tata 
ruang, sistem infrastruktur, sistem 
aktifitas dan sistem kelembagaan.  
 
• Mengetahui kondisi empiris dan 
karakteristik kawasan perbatasan 
PALSA Kabupaten Sambas dan 
kawasan perbatasan Sarawak 
(Malaysia) 
• Mengetahui sektor basis dan sektor 
unggulan di kawasan perbatasan 
 
Studi data sekunder : 
• Kondisi fisik wilayah 
• Potensi SDA 
• Kependudukan/SDM 
• Infrastruktur 
• Sosial ekonomi 
 
 
Analisis Deskrptif 
Analisis LQ  
Analisis Shift Share 
 
c. Menganalisis fungsi kawasan 
yang dominan dan keterkaitan 
antar ruang di wilayah perbatasan. 
 
Mengetahui adanya interaksi dan 
keterkaitan antar ruang di wilayah  
perbatasan 
 
Melakukan survey lapangan dengan metode 
wawancara untuk memperoleh data primer 
(melalui instrumen interview guide dan 
schedule )  
 
Analisis Deskriptif 
 
d. Menganalisis sistem prasarana 
dan sarana transportasi yang 
menghubungkan sentra produksi, 
koleksi dan distribusi dengan 
pasar di kawasan perbatasan. 
 
 
Memprediksi ketersediaan sarana dan 
prasarana transportasi yang nantinya 
akan mendukung sistem aktivitas dalam 
model pengembangan kawasan 
perbatasan   
 
 
? Studi data sekunder : 
• Data jaringan jalan 
• Moda angkutan yang tersedia 
? Survey data primer : 
• Intensitas lalu lintas 
• Jalur yang dilalui 
• Moda angkutan yg digunakan 
Analisis Deskriptif  
 
 
 
 
Bersambung ke Halaman 24 
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e. Menganalisis pola pergerakan 
orang, barang dan jasa di kawasan 
perbatasan. 
 
Mengetahui kecenderungan pola 
pergerakan di kawasan perbatasan serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya 
 
Melakukan survey lapangan untuk 
memperoleh data primer (interview guide dan 
schedule )  
• Pergerakan internal dan eksternal (orang, 
barang, jasa) 
• Intensitas pergerakan 
• Motif pergerakan 
• Volume pergerakan 
• Pola aliran orang dan barang 
 
Analisis Arus 
Pergerakan 
Analisis Deskriptif 
 
f. Menganalisis kesesuaian model 
teoritis dengan kondisi eksisting 
yang ada untuk menghasilkan 
model yang bersifat lokal. 
 
Kerangka model pengembangan 
kawasan perbatasan PALSA Kabupaten 
Sambas 
Membandingkan model teoritis 
pengembangan kawasan perbatasan dengan 
kondisi empiris di kawasan perbatasan 
Analisis Deskriptif 
Lanjutan Tabel I.3  
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GAMBAR 1.4 
KERANGKA ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN 
PERBATASAN PALSA KABUPATEN SAMBAS 
 
Analisis  
Deskriptif 
Data  SDM/ 
kependudukan 
Data Potensi SDA 
Analisis LQ 
Shift Share 
Sektor Basis  dan 
Sektor Unggulan 
Pola Pergerakan 
orang dan barang 
Model-Model 
Teoritis 
pengembangan 
kawasan 
perbatasan 
Membandingkan model 
teoritis berdasarkan 
asumsi, konsep dan 
konteks tertentu  sebagai 
pengayaan untuk 
mendapatkan model 
berbasis empiris lokal 
Kondisi 
Infrastruktur 
Data PDRB 
Analisis Deskriptif  
Menuju Model  
pengembangan 
kawasan perbatasan 
yang sesuai 
Karakteristik 
model kawasan 
perbatasan 
berbasis empiris 
di Kabupaten 
Sambas 
Analisis Deskriptif  
Interaksi dan 
kecenderungan 
Pola Pergerakan 
Lesson Learned 
Model yang 
dipilih   
Kondisi Empiris 
Kawasan 
Perbatasan 
PALSA Kab. 
Sambas 
Kondisi Fisik 
Wlayah 
Sistem Aktivitas 
Analisis Arus 
Pergerakan  
Analisis Deskriptif  
Membandingkan Lesson 
Learned Model dengan 
kondisi empiris kawasan  
perbatasan PALSA 
INPUT PROSES OUTPUT 
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1.8.4. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data 
 Dalam studi ini data yang digunakan adalah data primer hasil survey 
lapangan dan data-data sekunder yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait. 
 Data yang diperoleh berdasarkan survey primer melalui interview guide dan 
schedule, diolah dengan menggunakan teknik analisis arus pergerakan dan statistik 
deskriptif. Sedangkan dalam mendapatkan data sekunder menggunakan teknik 
dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, 
mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen mengenai kumpulan data, 
perencanaan, peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah 
yang akan diteliti sebagai bahan analisis. Sumber data dapat diperoleh dari hasil 
penelitian, seminar, artikel, jurnal, penelusuran pustaka serta dokumen resmi instansi 
yang berkaitan dengan tema penelitian. 
 Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, untuk 
memudahkan proses analisis data yang kemudian disajikan kedalam bentuk tabel 
(tabulasi data secara sistematis), grafik maupun peta. 
1.8.5. Teknik Pengambilan Sampel 
 Dalam penelitian ini diperlukan pengambilan data melalui metode survey. 
Survey data primer dilakukan dengan teknik interview menggunakan interview guide 
atau schedule. Pemilihan teknik ini didasari oleh pertimbangan tingkat pendidikan 
dari masyarakat perbatasan yang dijadikan populasi penelitian ini sangat rendah 
(lebih 83,70% dari mereka hanya berpendidikan SD bahkan masih banyak yang buta 
huruf (BPS Kabupaten Sambas, 2003) sehingga tidak memungkinkan untuk 
menyebarkan kuesioner. Daftar pertanyaan dalam interview guide atau schedule 
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tersebut diisi oleh enumerator didepan responden dengan cara tatap muka (Nazir, 
2003:278).  
 Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling, yaitu pemilihan sampel bertujuan atau target tertentu dalam memilih 
sampel secara tidak acak. Jadi elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan 
yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini merupakan salah satu 
pemilihan sampel non-probabilitas (Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Ada dua 
jenis pemilihan sampel dengan metode purposive sampling ini, yaitu: pemilihan 
sampel berdasarkan pertimbangan (Judgment Sampling) dan pemilihan sampel 
berdasarkan kuota (Quota Sampling).  
Metode pemilihan sampel dengan metode purposive sampling ini didasarkan 
pada pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal 
dan harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut (Indriantoro dan Supomo, 
1999:131; Arikunto 2002:117): 
a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-siri, sifat-sifat atau 
karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 
b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 
paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 
subjects). 
c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 
pendahuluan. 
 Oleh karena survey data primer yang akan dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui sistem aktivitas dan pola pergerakan penduduk perbatasan, maka 
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populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah penduduk di kawasan 
perbatasan. Sesuai data dari Bappeda Kabupaten Sambas, sebagian besar masyarakat 
di kawasan perbatasan PALSA (95,78%) berprofesi sebagai petani/buruh tani, 
sedangkan sisanya (4,22%) bekerja disektor lainnya. Aktivitas perdagangan masih 
didominasi oleh pola perdagangan tradisional lintas batas dengan komoditi yang 
diperdagangkan sebagian besar berupa hasil bumi (pertanian, perkebunan, perikanan 
dan kehutanan). Oleh sebab itu, populasi ini dapat kita anggap homogen. Dengan 
demikian teknik pengambilan sampel dengan menggunakan judgment sampling 
dirasa tepat karena telah mencerminkan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-
ciri pokok populasi dan sesuai dengan butir (a) sampai (c) diatas.  Dengan 
pertimbangan ini diharapkan sampel yang terpilih dapat mewakili populasi. 
Kelemahannya adalah bahwa peneliti tidak dapat menggunakan statistik parametrik 
sebagai teknik analisis data, karena tidak memenuhi persyaratan random (Arikunto, 
2002:117). Oleh sebab itulah teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 
statistik deskriptif yang tidak memerlukan persyaratan random.  
1.8.6. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini secara garis besar terbagi 
dalam dua kelompok analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
 
1.8.6.1. Analisis Kuantitatif 
 Data kuantitatif yang diperoleh diolah dengan menggunakan alat analisis 
untuk dapat menghasilkan suatu temuan atau informasi yang diinginkan dari hasil 
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olahan data tersebut. Hasil akhir dari analisis kuantitatif ini masih perlu diperkuat 
dengan interpretasi dan deskripsi secara kualitatif. 
1. Analisis Location Quotient (LQ) 
 Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi 
sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis 
atau leading sector. Hasil dari analisis ini akan memperlihatkan sektor yang berperan 
secara dominan sebagai sektor basis dan sektor yang tidak berperan secara dominan 
disebut sebagai sektor non basis. Pengelompokan sektor basis dan non basis 
berdasarkan besaran LQ yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut: 
• LQ < 1 , berarti sektor tersebut memiliki potensi yang kecil untuk menjadi 
sektor basis wilayah 
• LQ = 1 , berarti sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokalnya 
dan dapat berpotensi sebagai kegiatan basis ekonomi wilayah. 
• LQ > 1 , berarti sektor tersebut merupakan sektor basis ekonomi wilayah. 
Alat ukur yang umum digunakan dalam menghitung LQ adalah kesempatan kerja 
(employment). Namun karena data tenaga kerja di wilayah penelitian sukar diperoleh, 
maka perhitungan nilai LQ dalam penelitian ini menggunakan data PDRB. 
Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat diketahui potensi relatif dari masing-masing 
sektor. Analisis ini membandingkan antara PDRB Kecamatan Paloh dan Sajingan 
Besar dengan PDRB Kabupaten Sambas sebagai wilayah acuan. 
2. Analisis Shift Share 
 Analisis Shift Share digunakan untuk menentukan sektor unggulan yang 
dilakukan dengan memadukan hasil-hasil analisis penentuan sektor dominan. Dengan 
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memanfaatkan matriks tipologi Klaasen (Friedmann dan Weaver, 1979), maka 
dilakukanlah penggabungan kedua hasil analisis tersebut sehingga diperoleh 
klasifikasi terhadap sektor-sektor dengan tipe-tipe sebagai berikut : 
1. Tipe I. Merupakan sektor yang sangat berhasil, ditunjukkan dengan peranan 
yang dominan dalam perekonomian wilayah (LQ ≥ 1), sektor yang termasuk  
dalam tipe ini akan menjadi sektor unggulan dalam pengembangan 
perekonomian wilayah tersebut. 
2. Tipe II. Merupakan sektor dengan peranan tidak dominan dalam 
perekonomian wilayah ( LQ < 1 ), sektor yang termasuk dalam tipe ini 
diharapkan dapat diarahkan untuk menjadi sektor penunjang bagi 
pengembangan sektor unggulan. 
Selanjutnya tipe-tipe diatas dapat dirangkum dengan lebih jelas menjadi tipologi 
sektor-sektor perekonomian yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.6.2. Analisis Kualitatif 
 Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, antara lain dengan 
cara: mendeskripsikan; menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada; 
Tipe I
Unggul -  Sektor yang sangat berhasil
-  Merupakan sektor unggulan
Tipe II
Agak Mundur -  Berpotensi jadi dominan
-  Merupakan sektor penunjang terhadap sektor
Peranan SektorPerkembangan Sektor 
TABEL I.4
TIPOLOGI SEKTOR PEREKONOMIAN
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memperhatikan yang sedang berlangsung serta kecenderungan yang akan terjadi 
kemudian; sehingga dari data yang ada dapat ditafsirkan serta disimpulkan.  
 Dalam studi ini, analisis deskriptif secara umum digunakan pada semua 
tahapan analisis, yaitu: 
a. Untuk menghasilkan Model Teoritis pengembangan kawasan perbatasan 
dilakukan proses dengan membandingkan  model teoritis  dari beberapa kasus 
di negara yang telah berhasil maupun gagal dalam mengembangkan kawasan 
perbatasan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap beberapa model empirik di 
negara lain berdasarkan potensi wilayahnya dengan beberapa asumsi, konsep 
dan konteks tertentu sehingga didapatkan model teoritis. 
b. Untuk mengetahui kondisi empiris dan karakteristik kawasan perbatasan 
PALSA Kabupaten Sambas dan kawasan perbatasan Sarawak (Malaysia) 
dilakukan dengan menggali informasi dari sumber data-data sekunder 
kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan 
gambaran dan interpretasi yang jelas tentang kondisi empiris yang ada. 
Sedangkan untuk mengetahui potensi sektor basis dan sektor unggulan, 
sebelum dianalisis dengan metode deskriptif terlebih dahulu dilakukan 
analisis LQ dan Shift Share. 
c. Untuk menganalisis pola interaksi dan keterkaitan antar ruang baik internal 
maupun eksternal di kawasan perbatasan, dilakukan survey lapangan untuk 
menghasilkan data primer. Hasil jawaban responden melalui wawancara 
(dengan instrumen interview guide dan schedule) kemudian dianalisis 
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menggunakan analisis deskriptif sehingga menghasilkan pola interaksi dan 
keterkaitan antar ruang di kawasan perbatasan. 
d.  Untuk menganalisis kondisi sarana dan prasarana transportasi dalam 
mendukung sistem aktivitas di kawasan perbatasan dilakukan dengan 
menggali data-data sekunder dan survey data primer. Hasilnya kemudian 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif sehingga akan diketahui kondisi 
eksisting serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam 
mendukung sistem aktivitas. 
e. Untuk menganalisis pola pergerakan penduduk di kawasan perbatasan 
dilakukan survey data primer dengan melakukan wawancara, dan hasilnya 
kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif sehingga akan diketahui 
kecenderungan pola pergerakan penduduk di kawasan perbatasan baik secara 
internal dalam wilayah Indonesia maupun ekternal (lintas batas). 
f. Untuk menganalisis kesesuaian model teoritis (model empirik negara lain) 
dengan kondisi empirik yang ada di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten 
Sambas, dilakukan dengan membandingkan model teoritis dengan 
karakteristik empirik lokal melalui analisis deskriptif sehingga akan 
dihasilkan model empirik yang sesuai bagi kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas.            
1.9. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan dalam studi ini terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai 
berikut: 
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Bab. I  Pendahuluan 
 Pada bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan dan perlunya 
merumuskan sustu model pengembangan kawasan perbatasan yang sesuai dengan 
karakteristik sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan PALSA  serta tujuan 
dan sasaran yang akan dicapai dari studi ini. Selanjutnya dikemukakan ruang 
lingkup; kerangka pemikiran; keterbatasan dan manfaaat penelitian, metode 
penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab. II  Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan  
 Bab ini mencakup uraian tentang tinjauan aspek teoritis dari berbagai literatur 
yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pola hubungan fungsional 
antarwilayah yang mengadopsi teori-teori klasik maupun teori-teori kontemporer 
tentang fenomena perencanaan wilayah perbatasan di berbagai Negara. Selanjutnya 
konsep dasar tersebut akan digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan suatu 
model pengembangan kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas. 
Bab. III Permasalahan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas 
 Bab ini menggambarkan permasalahan kawasan perbatasan Kabupaten 
Sambas secara detail serta perbandingannya dengan kawasan perbatasan negara 
tetangga (Sarawak). Juga digambarkan secara umum mengenai karakteristik wilayah 
studi, yang meliputi keadaan fisik dasar; kependudukan; sosial budaya; 
perekonomian; kelembagaan dan kebijaksanaan pengembangan kawasan perbatasan 
PALSA. Bab ini juga merupakan suatu tinjauan terhadap potensi-potensi yang 
dimiliki wilayah studi sebagai suatu pra-analisis  terhadap daerah studi. 
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Bab. IV Analisis Model Pengembangan Kawasan Perbatasan 
 Bab ini akan menguraikan tentang analisis data-data sekunder maupun primer 
yang diperoleh dari survey lapangan. Analisis data ini menggunakan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Dari analisis ini diperoleh suatu hasil yang merupakan 
temuan studi. 
Bab. V Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Bab ini mengemukakan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta 
memberikan rekomendasi berupa masukan dan perlunya penelitian ini ditindaklanjuti 
oleh peneliti yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
35
BAB II 
KONSEP PENGEMBANGAN  
KAWASAN PERBATASAN 
 
 
 
2.1. Esensi Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Pengembangan wilayah secara umum merupakan salah satu upaya dalam 
penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi pada pemecahan masalah 
ketertinggalan dan ketimpangan antar wilayah dalam tingkat kesejahteraan dan 
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak 
terhadap kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan kemandirian 
pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk 
dapat mengelola dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara 
mandiri, maka kawasan perbatasan yang mempunyai potensi sangat besar dapat 
dijadikan aset untuk pembangunan daerah. Disamping itu kawasan ini akan 
memberikan peluang bagi peningkatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan 
berbagai efek pengganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat (Rajasa, 2001).   
 Beberapa tahun belakangan ini kawasan perbatasan menjadi agenda yang 
terus menerus menjadi tema utama dalam pembahasan dan pembicaraan, baik pada 
skala internasional, nasional, maupun lokal/daerah (Hamid, 2003). Pembicaraan itu 
menjadi semakin ”serius” ketika keputusan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan 
menempatkan Indonesia pada posisi yang ”kalah”. Kekalahan ini telah mendorong 
semakin tingginya intensitas perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 
dalam pengembangan, penataan, dan pemberdayaan kawasan perbatasan. Perhatian 
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tersebut antara lain berupa telah terjadinya aktivitas pembangunan di beberapa 
kawasan perbatasan, meskipun dalam skala yang relatif kecil. 
 Menurut Hamid (2003), kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasan 
yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun 
nasional. Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan antarnegara dapat dilakukan 
dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya akan mendorong naiknya 
aktivitas produksi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan berujung pada 
kesejahteraan masyarakat.  
2.1.1. Konsep Wilayah 
 Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian 
pada permukaan bumi adalah menunjuk tempat atau lokasi yang dilihat secara 
horisontal dan vertikal. Jadi, didalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan 
bumi, yang ada dibawah permukaan bumi, dan yang ada diatas permukaan bumi. 
Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, 
perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia 
masih bisa menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia. Menurut Glasson 
(1974:36) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan 
obyektif. Cara pandang subjektif wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu 
lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, 
banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah 
suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. 
Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. 
Pandangan obyektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan 
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dari ciri-ciri/gejala alam disetiap wilayah. Wilayah itu dibedakan berdasarkan 
musim/temperatur yang dimilikinya atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis 
tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri diatas. 
Menggunakan pandangan obyektif membuat analisis ruang menjadi terbatas.  
 Dalam melakukan studi mengenai pengembangan wilayah, khususnya tentang 
wilayah perbatasan antar negara (transborder region), hal yang perlu dijelaskan 
adalah beberapa konsep tentang wilayah (region) itu sendiri. John Glasson (1974:37) 
mengemukakan konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi yang muncul 
melalui dua hal yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari 
perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama 
memperlihatkan ”wilayah formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan 
didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan 
”wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan 
antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional. 
 Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen 
menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk 
mendefinisikan wilayah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim 
dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya 
terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe 
pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk 
klasifikasi wilayah ini sebagian timbul berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor 
fisik adalah lebih stabil daripada faktor ekonomi yang dinamik dan dengan demikian 
lebih mudah untuk dipelajari. Sedangkan  wilayah formal ekonomi pada umumnya 
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didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik 
sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha yang dilakukan pada waktu-waktu 
berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan 
pada kriteria seperti tingkat pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi (Glasson, 
1974:38). 
Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu 
koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila 
didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang 
disebut sebagai wilayah Nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan 
yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berdekatan. 
Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya 
memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah 
perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang cocok untuk 
perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan 
persoalan-persoalan wilayah. 
Jika pengertian wilayah formal (homogen) dan wilayah fungsional 
(polarized) degabungkan dengan perencanaan, dapat dikenal dua macam pendekatan 
dalam perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999:16) yaitu: 
1. Pendekatan Teritorial, untuk perencanaan suatu wilayah formal. Menurut 
Friedmann dan Weaver, perencanaan suatu wilayah formal dengan pendekatan 
teritorial tersebut memperhitungkan mobilisasi terpadu dari semua sumber daya 
manusia dan sumber daya alam dari suatu wilayah tertentu yang dicirikan oleh 
perkembangan sejarahnya (karena sejarah adalah salah satu yang dapat 
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mengikat anggota masyarakat suatu wilayah teritorial sehingga dapat terbentuk 
beberapa kelompok sosial seperti: puak, suku dan bangsa). Perencanaan 
semacam itu dapat disebut perencanaan wilayah teritorial atau perencanaan 
wilayah formal. Menurut Stohr, strategi pengembangan dari bawah ke atas 
(bottom up) berlandaskan pada perencanaan wilayah formal tersebut. 
2. Pendekatan Fungsional, yaitu suatu perencanaan wilayah yang menurut 
Friedmann dan Weaver, memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan ekonomi 
dan pengaturan secara ruang dari sistem perkotaan mengenai berbagai pusat 
dan jaringan. Perencanaan ini dapat disebut sebagai perencanaan wilayah 
fungsional (kelompok sosial yang membentuknya khas fungsional-terikat oleh 
kepentingan, seperti misalnya kelas sosial, perserikatan dagang, dan 
sebagainya). Strategi pengembangan dari atas (top down) menurut Stohr 
berlandaskan pada perencanaan wilayah fungsional tersebut. 
Konsep mengenai wilayah yang telah dikemukakan diatas menunjukkan 
bahwa perencanaan wilayah adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan, bukan 
suatu tujuan itu sendiri. Wilayah dapat berbentuk formal atau fungsional berdasarkan 
kriteria tunggal atau kriteria jamak. Perkembangan dari perekonomian produksi 
primer yang terhubung secara vertikal ke perekonomian modern yang sifatnya 
dipengaruhi oleh tingkat-tingkat globalisasi yang tinggi dan hubungan-hubungan 
horisontal cenderung untuk melanjutkan perkembangan ke arah suatu klasifikasi 
berdasarkan wilayah fungsional, terutama menggunakan kriteria ekonomi.    
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2.1.2. Paradigma Baru Pengembangan Wilayah 
Seiring proses globalisasi saat ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan 
strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana 
satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem keseimbangan dan saling 
ketergantungan (complementarity and interdependency). Globalisasi dan 
regionalisasi tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika sosial, 
spasial, dan ekonomi diantara dua kota metropolitan, tetapi dalam beberapa kasus 
juga berlangsung pada kota-kota kedua (secondary urban cities), terutama di daerah 
yang sedang mengalami percepatan proses industrialisasi (Riyadi, 2002:3). 
Globalisasi ditandai pula oleh terjadinya revolusi teknologi informasi, 
transportasi, dan manajemen produksi. Revolusi tersebut telah menyebabkan batas 
antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak jelas, munculnya polarisasi 
pembangunan, terbentuknya kota-kota dunia (global cities) dan sistem kota-kota 
dalam skala internasional, terbentuknya wilayah-wilayah pembangunan antar negara 
(transborder region), serta terbentuknya koridor-koridor pengembangan wilayah, 
baik skala regional maupun internasional.    
Proses globalisasi memunculkan fenomena geografis tanpa batas (borderless 
geographies), sebagaimana disebutkan oleh Kenichi Ohmae (1996:28), kondisi 
kartografi yang paling penting dalam peta ekonomi lama yaitu: lokasi cadangan 
bahan mentah, sumber energi, sungai, pelabuhan laut, jalur kereta api, jalan raya dan 
daerah perbatasan nasional, secara kontras telah digantikan oleh kenyataan yang 
paling menonjol dalam peta ekonomi baru dengan hadirnya TV Satelit, jangkauan 
signal radio, jangkauan geografis surat kabar dan majalah. Teknologi informasi 
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adalah faktor yang paling memungkinkan merubah hal-hal tersebut dalam 
membentuk aktifitas aliran ekonomi. Bahkan batas-batas sosial sudah mulai 
menerima proses konvergensi teknologi informasi ke dalam peta ekonomi, yang 
membuat perbedaan politik menjadi kurang berarti. 
Dalam ekonomi tanpa batas (borderless economy), pasar mempunyai 
jangkauan dan kekuatan yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh 
Adam Smith. Menurut Teori Klasik-nya Adam Smith, aktifitas ekonomi berlangsung 
pada lokasi yang dibatasi oleh batas-batas politik dan negara. Menurut Bovin dan 
Dauzier (dalam Gonzalez, 2001), dimana fungsi-fungsi baru dari sebuah wilayah 
telah mulai diletakkan melalui sebuah proses “gearing down”. Model ini dicirikan 
oleh perbedaan fungsional dan spasial dari kawasan perbatasan yang ditandai oleh 
perubahan fungsi politis kawasan menuju kawasan pengembangan ekonomi. 
Hubungan antara teritorial dan globalisasi dapat pula dianggap sebagai dua 
sisi mata uang; sisi pertama, mendorong terbentuknya sebuah ruang dunia yang 
tunggal dan saling ketergantungan yang melingkupi ekonomi global baru dan 
budaya; pada sisi lainnya juga memerlukan restrukturisasi dari kondisi eksisting 
teritorial, tenaga kerja (buruh), dan sebuah pengembangan geografi yang baru 
dengan kawasan plus dan minus, menjadi sebuah faktor peluang dan tantangan. 
Dalam pengertian ini, dampak regional yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi 
tergantung dari respon spesifik kawasan; yaitu kemampuan internal dan  eksternal 
dari suatu kawasan tersebut dalam menjalani sebuah proses. 
Peningkatan kawasan transborder (perbatasan antar negara) sebagai bagian 
dari perubahan geografi ekonomi dan wilayah (termasuk tenaga kerja/buruh) dalam 
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skala global, dihasilkan melalui proses globalisasi dan integrasi internasional; 
kawasan ini disebut simply border regions (Gonzalez, 2001).  
Alain Vanneph (dalam Gonzalez, 2001:59) menjelaskan kemunculan 
kawasan perbatasan antar negara (transborder region) sebagai: “ketika kekuatan 
pasar melebihi hambatan konvensional yang dihasilkan oleh manusia dan dinamika 
ekonomi, menginduksi sebuah evolusi, solidaritas dan konvergensi di dua sisi 
perbatasan, dimana sebuah ruang transisi terbentuk diantara mereka atau dengan kata 
lain : sebuah kawasan ketiga dengan semua hal menarik yang melingkupi proses 
“pencangkokan”, hal ini disebut juga sebagai cross fertilization. Pelaku tidak hanya 
merubah tetapi juga membawa pengaruh budaya yang baru atau identitas ruang 
budaya yang baru dari kawasan yang bersebelahan. Gagasan serupa ialah kawasan 
ekonomi transnasional, dimana masyarakat, perusahaan dan pemerintahan saling 
berinteraksi dan mengorganisasikan diri untuk kemudian secara bersama-sama 
mengatur regional action dan peningkatan pengembangan ekonomi, perencanaan 
transportasi, serta inisiatif lainnya. Hubungan transborder tersebut dapat terdiri dari 
bermacam-macam aspek fungsional dengan tingkat kerjasama yang lebih formal dan 
intensif. 
2.1.3. Tipologi Kawasan Perbatasan 
Tipologi yang diadopsi dari pemikiran Wu (2001:21-24) ini pada dasarnya 
adalah sebuah klasifikasi karakteristik dari pengembangan kawasan perbatasan 
sehingga setiap tahapan pengembangan dapat diidentifikasi. Klasifikasi bertujuan 
meningkatkan studi komparatif dengan mengelompokkan karakteristik proses 
timbulnya pengembangan kawasan perbatasan dan menggambarkan proses 
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pengembangan ke tahap selanjutnya. Klasifikasi juga memfokuskan perhatian pada 
faktor kontribusi  bagi pengembangan kawasan perbatasan. Tabel II.1 menunjukkan 
sebuah tipologi pengembangan kawasan perbatasan dengan menyoroti beberapa 
hubungan ekonomi dan institusi, jaringan infrastruktur, biaya tenaga kerja, dan faktor 
migrasi. Selanjutnya menurut Wu (2001:22), rencana pengembangan kawasan 
perbatasan Tumen River Development Zone menggambarkan perbedaan sangat 
mendasar antara Hongkong dan Shenzhen. Pengembangan kawasan perbatasan 
berbasis sektor informal antara Polandia dan Jerman dan antara Thailand dan 
tetangganya berbeda dengan euro region (Uni Eropa). Kawasan China-Hongkong-
Macau, atau Uni Eropa (EU) mempunyai konsep enterprise network (jejaring 
perusahaan). Untuk kebutuhan pembanding, maka tipologi ini dapat menjelaskan 
berbagai macam dinamika pengembangan wilayah kawasan dimaksud. 
Tipologi kawasan perbatasan merepresentasikan sebuah rangkaian 
pengembangan. Menurut Ratti (1993), pengembangan kawasan perbatasan 
merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula dari daerah perbatasan 
(frontier) sebagai sebuah barrier (rintangan), menjadi suatu kawasan perbatasan 
sebagai filter, kemudian membentuk kawasan perbatasan sebagai sebuah zona 
kontak. Sebagai contoh, dalam kasus Hongkong-Shenzhen, hubungan ekonomi  
terjadi secara tertutup dan simbiosis. Beberapa kerangka institusional muncul melalui 
konsultasi. Hubungan perusahaan paling banyak bergerak dalam bentuk joint 
ventures. Perencanaan jaringan infrastruktur kadangkala bertentangan namun 
bergerak menuju pada perencanaan konsultatif. Migrasi dikontrol dengan ketat dan 
perbedaan upah buruh masih cukup besar. Kasus ini menggambarkan bahwa sebuah 
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wilayah yang terletak sepanjang rangkaian kesatuan dengan dua jenis karakteristik 
akan saling overlap. Lokasi pada masing-masing wilayah dalam satu rangkaian 
menyatu terhadap faktor-faktor seperti sosial dan kerangka politik, sejarah industri, 
dan adanya kutub pertumbuhan yang berdekatan. Tipologi memasukkan dinamika 
pengembangan yang dapat diamati diantara berbagai macam tipe pengembangan 
wilayah perbatasan. Ini adalah ciri-ciri tambahan bagi pengembangan kawasan 
perbatasan sebagai syarat eksplorasi. 
Tiga jenis/tipe pengembangan kawasan perbatasan yang dianjurkan oleh 
tipologi ini bertujuan mengelompokkan karakteristik eksisting pada pengembangan 
kawasan perbatasan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan kunci dan isu 
kebijakan yang menuntut perhatian lebih besar jika pengembangan  yang lebih maju 
akan dilakukan pada tahapan berikutnya.   
2.2. Mencari Model Teoritis Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Untuk mengambarkan implikasi kebijakan ini, akan dijelaskan beberapa 
kasus pegembangan kawasan perbatasan. Pendekatan ini dikelompokkan menjadi 3 
(tiga) macam, yaitu pertama, perencanaan dengan mendahulukan membangun 
infrastruktur (infrastructure led) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi 
dimulai. Kedua, mendahulukan investasi sektor swasta (investment led), dan ketiga, 
mendahulukan program-program dan kebijakan (policy led) yang bertujuan untuk 
memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat perbedaan-perbedaan 
yang signifikan dalam kategori ini, yang menunjukkan karakteristik dominan yang 
ada. Sehingga pendekatan ini hanya membatasi dengan 3 (tiga) pendekatan (Wu, 
2001: 28-33), yaitu:     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipe Wilayah Hubungan Kerangka Tipe Jaringan Migrasi Perbedaan Contoh
Perbatasan Ekonomi Instistusi/ Perusahaan Infrastruktur upah Buruh Kasus
Pemerintah Pemerintah
Kecil perorangan/ Bottleneck Kontrol Sangat Rusia-China-
perusahaan akibat ketatnya ketat Besar Korut
Wilayah Kecil dan kecil kontrol dan (frontier) (Tumen)
Border kontrol ketat inefisien
terjadi hanya berkembang (idem) (idem) Besar Thailand-China-
pada satu sisi dengan spontan/ Burma-Laos
alamiah
Perusahaan besar Consultatif Migrasi Besar Polandia-
dan kecil Planning- terkontrol Jerman
Wilayah Hubungan Terjadi disetiap sisi - kontrol perbatasan (pedagang
Cross-border Terikat Mekanisme hubungan masih penting komuter);
Konsultatif kontraktual- mahasiswa Berkurang Hongkong-
Joint Ventures komuter Shenzhen
Jaringan Perencanaan Prosedur
Perusahaan; Jaringan sederhana Kecil Uni Eropa
Wilayah Simbiosis Kerjasama Transfer teknologi; Infrastruktur dan pergerakan bahkan nol
Trans-border Institusi Teknologi; Bersama relatif
Sharing Network bebas
Sumber : CT. Wu.dalam "Cross-border Development in Changing World" New Regional Development Paradigm Vol.2 2001:23
TABEL II.1
TIPOLOGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
  
46
2.2.1. Mendahulukan Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure led) 
Kegiatan ini biasanya melibatkan peran pemerintah atau lembaga multilateral 
dalam perencanaan pengembangan kawasan yang belum atau tidak mempunyai nilai 
ekonomi secara signifikan. Hal ini dikarenakan kawasan yang akan dikembangkan 
tersebut secara geografis adalah kawasan terpencil atau karena alasan politik dan 
keamanan sehingga tidak berkembang. Dua contoh kawasan yang mewakili 
pendekatan ini adalah Tumen River Development Zone dan Hongkong-Shenzhen 
Special Economic Zone (SEZ). 
 
1. Tumen River Development Zone 
Kawasan ini terletak di Timur Laut China. Tumen River Development Zone 
dikembangkan atas prakarsa dan kerjasama antara United Nations Development 
Program (UNDP) dengan Pemerintah China, Korea Utara, Rusia, dan Mongolia, 
dengan dukungan Pemerintah Jepang dan Korea Selatan sebagai partner (UNDP, 
1993). 
Kawasan ini terkenal karena sumberdaya alamnya dan memiliki pelabuhan 
laut dalam. Sejak 1991, UNDP telah mencoba mengembangkan  kawasan ini dengan 
membentuk koalisi bersama beberapa negara yang mempunyai kepentingan terhadap 
kawasan ini dengan maksud untuk menarik investasi internasional. UNDP telah 
melakukan investasi cukup besar dalam penelitian dan perencanaan kawasan (Lee, 
1998). Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan zona tiga negara (China, Korea 
Utara dan Rusia) yang akan menjadi simpul transportasi utama. UNDP menganggap 
kawasan ini sangat strategis sebagai kawasan pengembangan industri, dan 
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merupakan sebuah kawasan dinamis dengan 10 juta populasi yang bermukim di 
kawasan ini. Negara-negara yang berpartisipasi menanggapinya dengan cara yang 
berbeda. Rusia misalnya, yang sedang mengalami proses double transformation 
nampaknya tidak terlalu antusias, dan khawatir kawasan “timur jauh”nya akan 
semakin berkembang. Sedangkan Pemerintah Korea Utara menunjukkan sinyal 
bahwa keikutsertaannya tidak diharapkan oleh rejim pemerintahannya. Namun 
kontras dengan apa yang dilakukan Pemerintah China, khususnya di kawasan 
Yanbian (bagian dari Provinsi Jilin), yang justru menanggapinya dengan  
membangun infrastruktur secara besar-besaran di wilayahnya untuk mengantisipasi 
booming ekonomi yang diprediksi akan terjadi. China juga membangun jalur kereta 
api dari Yanbian ke salah satu pelabuhan di wilayah Timur Jauh Rusia. Investasi 
secara terbatas juga dilakukan di Kota Hunchun dalam wilayah Yanbian, tetapi 
dampaknya juga masih terbatas. Pengembangan Tumen River Development Zone 
menunjukkan salah satu jenis perencanaan top-down yang dilakukan oleh lembaga 
Internasional (Kim dan Wu, 1998). 
 Dari paparan diatas, minimal ada tiga masalah kunci yang muncul, yaitu : 
kecilnya tingkat koherensi keikutsertaan dan comon interest diantara negara-negara 
yang terlibat; ketidakjelasan dari komplementaritas ekonomi secara langsung; dan 
ketidakmampuan dalam membantu pencapaian tujuan umum dan mengatasi kondisi 
kultural, etnis, dan konflik internal dari negara-negara peserta. Selain itu adanya 
faktor-faktor perubahan ekonomi dan iklim ekonomi internasional baik dari negara-
negara peserta maupun negara-negara pen-support, menyebabkan proyek ini 
mencapai kemajuan yang lamban (Wu, 2001:30).      
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2. Hongkong-Shenzhen Special Economic Zone (SEZ) 
Kawasan perbatasan Hongkong-Shenzhen telah menarik perhatian dunia 
dalam beberapa dekade terakhir, dikarenakan kawasan ini berkembang sangat pesat 
terutama di wilayah Shenzhen sendiri dan seluruh kawasan Delta Zhujiang (Liew, 
1998). Shenzhen Special Economic Zone (SEZ) dimulai pada tahun 1979. Kawasan 
ini membutuhkan waktu hampir 10 tahun sebelum berkembang seperti sekarang. 
Perhatian riset terfokus pada pembangunan ekonomi Shenzhen dikarenakan 
transformasi ekonomi Hongkong dan munculnya hubungan simbosis antara sektor 
manufaktur di Hongkong dengan industri baru di Shenzhen. 
Kasus Hongkong-Shenzhen adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan 
pendekatan ini. Didasarkan pada kondisi yang mendukung, perencanaan top-down 
dapat menghasilkan pembangunan yang signifikan dan berlanjut. Pendekatan 
komplementaritas ekonomi  adalah prasyarat utama. Keberadaan pusat pertumbuhan 
(Hongkong) yang membutuhkan transformasi ekonomi serta tersedianya kawasan 
terdekat yang berbatasan langsung dengan tenaga kerja dan nilai lahan yang lebih 
murah, merupakan kondisi utama. Kesamaan budaya dan bahasa merupakan kondisi 
yang menguntungkan. Ditambah lagi ekonomi transisi yang dilakukan China 
mengadopsi sistem ekonomi pasar. Proses ini diawali dengan melibatkan 
pembangunan properti dan mengintensifkan tenaga kerja bidang manufaktur. Sampai 
akhirnya mencapai industri berbasis teknologi seperti pada saat ini. 
Meskipun hasil yang telah dicapai Shenzhen dalam proses ini sangat 
signifikan, termasuk permasalahan kebijakan politiknya, namun masih terdapat 
persoalan lain yaitu lemahnya institusi dalam menangani permasalahan lintas batas. 
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Permasalahan ini diantaranya: regulasi pertanahan, proteksi lingkungan, dan 
perencanaan infrastruktur (Wu, 2001:30). 
2.2.2. Mendahulukan Investasi Sektor Swasta (Investment led) 
Terdapat beberapa contoh pendekatan ini yang muncul di zona perbatasan. 
Sering hal ini menjadi permulaan dari rencana pengembangan tetapi pengembangan 
sektor swasta berskala kecil cenderung mendominasi pada awalnya. Dominasi 
perdagangan di kawasan perbatasan Polandia dan eks Jerman Timur, perbatasan 
Thai-China-Burma dan Laos (TCBL), dan perbatasan China-Vietnam di Dongxing 
dan Mong Chai, merupakan tiga contoh kasus dalam pendekatan ini. 
1. Polandia-Jerman 
Negara-negara di bagian timur tengah Eropa, menunjukkan perubahan politik 
menuju ke arah proses politik yang demokratis dan bergerak ke arah ekonomi yang 
berorientasi pasar. Negara-negara ini juga mengalami pengembangan yang cukup 
pesat di sejumlah kawasan perbatasan mereka. Sebagai contoh perkembangan yang 
ditunjukkan oleh negara-negara pecahan bekas Uni Soviet, antara Polandia dan The 
Commonwealth of Independent State (CIS) Rusia, serta antara Polandia dan eks 
Jerman Timur. Disparitas ekonomi dan regional disoroti pada upaya penyesuaian 
ganda yang menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi kawasan perbatasan.                
Kasus ini menyoroti ciri-ciri yang lain dari pengembangan kawasan 
perbatasan dalam rangka ekonomi transisi. Pada sisi barat perbatasannya, Polandia 
memasok kebutuhan-kebutuhan pada negara berkembang dengan tingkat pendapatan 
yang rendah, sedangkan pada sisi timur perbatasan, Polandia memasok barang 
kebutuhan negara-negara baru yang sedang mengalami proses transformasi ganda. 
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Pada kedua sisi perbatasannya, yaitu barat dan timur, peranan sektor informal 
dalam perdagangan lintas batas tidak dapat disangkal. Beberapa diantaranya 
cenderung berkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu di perbatasan. Sektor informal 
berperan besar dalam menyediakan barang-barang  kebutuhan sehari-hari bagi 
masyarakat eks Jerman Timur, karena barang-barang yang diproduksi negaranya 
sendiri cukup mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Pada sisi timur perbatasan, 
Polandia menjadi pemasok barang kebutuhan yang terjangkau. Kawasan perbatasan 
Polandia memperoleh manfaat dari pengalaman transisi ekonomi yang dilakukannya 
serta kedekatannya kepada pasar, sehingga membuat barang yang diproduksinya 
menjadi terjangkau dan kompetitif. Biaya transaksi dalam banyak kasus ditanggung 
oleh konsumen yang datang dengan sendirinya kepada pemasok (dalam kasus 
Jerman) dan  negosiasi birokrasi yang dilakukan di sisi timur perbatasan. Ini 
merupakan  budaya tersendiri dalam pola konsumsi barang. 
Pada kasus dimana pengembangan industri terjadi, maka keterkaitan dengan 
ekonomi domestik juga terjadi dengan sendirinya. Hal ini berkembang dikarenakan 
investor tidak perlu menggunakan keahlian industri di Polandia atau infrastruktur 
industri yang ekstensif, tetapi tertarik pada pengalaman dan ketrampilan di bidang 
manufaktur serta tenaga kerja industri yang murah dan kompetitif. 
Stryjakiewicz menyimpulkan bahwa sebuah institusi baru sangat dibutuhkan 
untuk lebih mendorong pengembangannya.       
2. Thailand-China-Burma-Laos (TCBL) 
Meskipun investasi Thailand semakin meningkat terhadap negara 
tetangganya dan berkeinginan untuk meningkatkan pengembangan kawasan 
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perbatasannya dengan China, Burma dan Laos, namun Thailand belum memiliki 
program pengembangan kawasan perbatasan yang melibatkan negara tengganya 
secara komprehensif. Malahan, beberapa lembaga pemerintahan telah 
mengimplementasikan beberapa skema, termasuk merencanakan pengembangan 
beberapa kawasan perbatasannya (misalnya di Nogkhai dan Chong Mek di bagian 
Timur Laut). 
Sejumlah inisiatif dan prakarsa telah diambil, seperti: merencanakan Special 
Economic Zone (SEZ), deregulasi kebijakan dan mendirikan zona perdagangan bebas 
(free trade zone), master plans pariwisata, dan rencana fisik bagi kota-kota di 
perbatasan (Pemerintah Thailand dan ADB, 1998).Tetapi yang kemudian terjadi 
adalah para investor mem by-passed kawasan ini. Sebagai contoh utama adalah 
sebuah kota dimana terdapat jembatan yang menghubungkan Nong Khai pada 
perbatasan Thailand-Laos, yang dibangun atas bantuan Pemerintah Australia dan 
dibuka secara diam-diam, rupanya tidak cukup menarik bagi investor sehingga 
jembatan ini diabaikan. Tidak satupun perdagangan cargo secara resmi tercatat pada 
akhir ahun 1998 dan hanya sejumlah kecil perdagangan informal terjadi di Chong 
Mek, sebuah kota yang sengaja didisain untuk mengantisipasi pengembangan. 
Sebaliknya, perkembangan justru terjadi di berbagai tempat di kawasan selatan dan 
barat  perbatasan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kota Sodao, yang terletak di 
sebelah selatan, misalnya, dekat perbatasan Malaysia, mengalami peningkatan 
volume perdagangan sekitar 50% dari total perdagangan lintas batas Thailand. Begitu 
juga Kota Mae Sod, di perbatasan sebelah barat telah menghasilkan 49 proyek senilai 
US $ 94 juta selama periode 1993-1998 (Pemerintah Thailand dan ADB, 1998). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Faktor Biaya Persoalan Ekonomi Komplemen- Sektor Kendala
Kasus Immobilitas Transaksi Institusional Transisional taritas Informal Kultural
Tumen Prasyarat Sangat Kompleks; Berbagai macam Tidak jelas Sebagai kemungkinan
Penting Tinggi banyak pemain pengalaman bagian dari antipati
Infrastructure (karena ekonomi rencana
led lokasi terpencil) transisional;
transformasi 
ganda di Rusia
Hongkong- Dijamin oleh birokrasi yang berkurang tetapi berjalan secara Kedekatan bukan bagian persamaan
Shenzhen China selama incompatible masih terdapat tertutup dengan dari rencana budaya yang
50 tahun masalah kutub awal erat
pertumbuhan
Polandia- diuntungkan - berkurang familiar dengan produk berbiaya signifikan signifikan
Jerman ekonomi permasalahan murah untuk
transisi ekonomi penduduk 
Investment transisi berpendapatan 
led rendah
Thailand- diuntungkan - berkurang familiar dengan produk berbiaya signifikan Besar
China-Burma- ekonomi permasalahan murah untuk
Laos transisi ekonomi penduduk 
transisi berpendapatan 
rendah
Uni Bukan Diminimalkan Institusi berbasis berjalan secara tingakatannya bukan jarak psikis
Policy led Eropa (EU) masalah diantara negara lokal dan kultural tertutup bervariasi masalah masih menjadi
Uni Eropa masih menjadi masalah
masalah
Sumber : C.T.Wu dalam "Cross-border Development in Changing World," New Regional Development  Paradigm Vol.2, 2001:29
TABEL II.2
TIGA PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
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Meskipun beberapa proyek pengembangan telah mendapat sangsi oleh Badan 
Investasi Thailand, namun pengembangannya tetap berlanjut. Sehingga 
permasalahan kerusakan lingkungan dan polusi yang terjadi sekarang tidak dapat 
dihindari. 
3. China dan Vietnam   
Pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Guangxi (China) dan Provinsi 
Quang Ninh (Vietnam) sangat menarik, karena kawasan ini merepresentasikan pola 
pegembangan perbatasan berbasis perdagangan (trade-based border development), 
dengan intensitas pembangunan zona industri yang berhasil menarik investasi asing. 
Intensitas yang sama juga terjadi di wilayah di Kota Dongxing-Provinsi Guangxi. 
Setengah dari total perdagangan lintas batas Provinsi ini melewati zona perbatasan 
Dongxing (China) dan Mong Cai (Vietnam). Booming perdagangan yang terjadi 
sejak tahun 1990 di Kota Dongxing dan kawasan sekitarnya telah meningkatkan 
perekonomian mereka dengan pesat, dan telah berhasil menarik minat investor asing. 
Kota Mong Cai di Vietnam dan Provinsi Quang Ninh juga berhasil 
mengambil manfaat dari pembaharuan perdagangan dengan China dan berkeinginan 
untuk mengembangkan lebih jauh kawasan perbatasannya untuk menarik investor 
dan turis asing dari China. Kota Mong Cai adalah pusat pasar yang sedang 
berkembang dimana berbagai jenis komoditi yang berasal dari China diperdagangkan 
disini. Banyak pengusaha-pengusaha China memasuki Mong Cai setiap harinya 
untuk berdagang. Investor China melihat hal ini sebagai peluang pariwisata, sehingga 
mereka membangun sejumlah hotel di Kota Mong Cai. Pemerintah Otoritas Vietnam 
dan China telah sepakat akan memaksimalkan keuntungan kawasan Dong Xing-
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Mong Cai secara bersama-sama dan membangun kawasan industri bagi investor 
asing. Mereka mempunyai konsep yang sama tentang pentingnya sebuah lokasi. Pada 
kota-kota di kawasan perbatasan dimana pintu masuknya saling berdampingan, 
perencanaan zona bisnis internasional dan komersial mendapatkan keuntungan dari 
booming perdagangan di kawasan perbatasan. Pengembangan berbagai kegiatan 
industri akhirnya membentuk zona  industri yang berorientasi ekspor. Seiring dengan 
itu berbagai fasilitas dan infrastruktur pariwisata juga dibangun. Mong Cai sedang 
merencanakan membangun air port yang berjarak 25 km dari perbatasan. Berbagai 
fasilitas pelabuhan utama juga direncanakan oleh Vietnam di Cai Lan, yang berlokasi 
sejauh 124 km di sebelah barat Mong Cai,  pelabuhan telah juga telah dibangun di 
bagian barat Dong xing yaitu di Fangcheng dan Beihai. Jika semua rencana ini 
terealisasi, pengembangan tersebut akan membentuk sabuk perkotaan (urban belt) 
sepanjang Teluk Tonkin sejauh 40 km melintasi perbatasan China dan Vietnam.       
2.2.3. Mendahulukan Kebijakan Pembangunan (Policy led) 
Uni Eropa (EU) secara kontras merencanakan integrasi dan penggabungan 
negara-negara Eropa ke dalam kesatuan moneter dan membentuk kawasan seolah-
olah tanpa batas (borderless). Kedua ciri-ciri tersebut mendorong secara aktif suatu 
kesepakatan resmi melalui program-program spesifik dan financial assistance. 
Keberadaan zona-zona industri utama sperti The Upper Rhine, Badden Wurttemberg, 
dan Emilia-Romagna telah menjalani proses pembelajaran berdasarkan pengalaman 
yang relevan dari berbagai kawasan di dunia, banyak diantaranya merupakan 
kawasan perbatasan. Dalam konteks ini, hal tersebut akan melahirkan ekspektasi bagi 
persaingan antar unit-unit kawasan industri dan kawasan perbatasan dengan jaringan 
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perusahaan yang mereka miliki akan menjadi pusat kunci. Dalam beberapa kasus, 
pengembangan perbatasan di Uni Eropa akan dihadapkan pada berbagai masalah 
seperti konflik etnis dan budaya serta bottlenecks transportasi. Hal ini menyebabkan 
ekspektasi di Uni Eropa terhadap pengembangan perbatasan akan menjadi semacam 
norma. 
Tujuan dari pengembangan kawasan perbatasan di Uni Eropa  adalah 
memperkuat keunggulan daya saing serta komplementaritas ekonomi. Program-
program bantuan keuangan ditujukan bagi pengembangan institusi yang potensial. 
Studi tentang interaksi serta perilaku pencari kerja mengidentifikasikan bahwa 
diantara negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa terdapat kesamaan level 
kondisi perekonomian secara fisik, kognitif dan budaya. 
Bertram (1998) dalam studinya tentang Eurogion Viadrina, sebuah kawasan 
perbatasan antara Jerman dan Polandia menyimpulkan bahwa terjadi ketidak 
sesuaian perencanaan dalam pengembangan kawasan perbatasan. Bertram juga 
mengungkapkan tujuan kompetisi dalam sub-unit kawasan cenderung menghalangi 
pengembangan kawasan perbatasan. Inisiatif lokal dan pemerintah juga dapat 
menjadi kendala, meningkatkan biaya transaksi yang dapat diukur dari indikasi 
bertambahnya prosedur-prosedur resmi. 
2.3. Konsep Daya Saing Wilayah (Regional Competitiveness) 
Dalam pembangunan ekonomi yang esensinya adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil, maka peningkatan 
daya saing merupakan suatu agenda utama yang tidak mungkin diabaikan. Namun 
mungkin ada ”banyak” cara untuk itu. Keberhasilan banyak pihak (negara-negara 
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yang dinilai berhasil dalam pembangunan ekonominya) menunjukkan bahwa suatu 
pendekatan ”baru” telah membawa kepada keberhasilan tersebut, walaupun ini bukan 
berarti pendekatan yang akan secara seketika membawa kepada keadaan tersebut. Ini 
merupakan (dan memerlukan) rekonseptualisasi dalam pembangunan ekonomi 
daerah. 
2.3.1. Daya Saing Wilayah (Regional Competitiveness) 
Tujuan utama pembangunan ekonomi di sebuah negara adalah menghasilkan 
standar hidup yang tinggi dan selalu meningkat untuk seluruh warga negaranya. 
Kemampuan menghasilkan tersebut bergantung tidak hanya daya saing, tetapi juga 
pada produktifitas sumber daya yang dimiliki. 
 Menurut Porter (1993), sebuah perusahaan harus memahami apa yang 
menjadi penentu (determinan) pokok kemampuan atau memahami ketidak 
mampuannya membangun dan mempertahankan keunggulan bersaing. Porter 
menegaskan bahwa standar hidup sebuah negara dalam jangka panjang ditentukan 
oleh kemampuan negara itu mencapai produktifitas yang tinggi dan mencapai level 
produktifitas dalam industri dimana sebuah industri dapat berkompetisi. Porter 
menganalisis posisi daya saing sebuah negara berdasarkan konsep strategis 
keunggulan kompetitif perusahaan dan industri (Porter, 1998 dalam Budd dan 
Hirmis, 2004). teraan/ 
Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat 
dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah (PEL/D). Sebagaimana diungkapkan 
oleh Bank Dunia bahwa PEL kini mengacu kepada “daya saing baru (new 
competitiveness)” atau keyakinan bahwa suatu wilayah perlu mengembangkan 
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strategi PEL masing-masing untuk mempersiapkan diri bagi manfaat dan potensi 
dampak ekonomi yang negatif dari keterbukaan/akses pasar mereka terhadap pasar-
pasar dunia. Camagni (2002) juga menyampaikan bahwa daya saing daerah kini 
merupakan salah satu isu sentral, bukan saja dalam rangka mengamankan stabilitas 
ketenagakerjaan, tetapi juga memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan 
global), keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah.  
“Daya saing” merupakan istilah yang memiliki pengertian dengan konsep 
multidimensi. Perlu dipahami bahwa dari perspektif mikro, meso dan makro 
ekonomi, istilah daya saing memiliki pengertian yang sebenarnya berbeda, namun 
saling berkaitan (Gambar.2.1). Tinjauan teori/konsep dan kajian empiris dalam 
beragam literatur ekonomi membawa kepada perkembangan pengertian daya saing 
secara umum.  
 European Commission (1996) mendefinisikan daya saing regional sebagai 
kemampuan suatu wilayah memproduksi barang dan jasa yang sesuai kebutuhan 
pasar internasional, dan pada saat bersamaan mampu menjaga tingkat pendapatan 
yang tinggi secara berkelanjutan. Agar menjadi kompetitif, penting bagi wilayah 
untuk menjamin kualitas dan kuantitas tenaga kerjanya.  
 Konsep paling berarti tentang daya saing di tingkat negara adalah 
produktifitas nasional. Peningkatan standar hidup tergantung pada kapasitas 
perusahaan di dalam sebuah negara untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi 
guna meningkatkan produktifitas sepanjang waktu. Perusahaan-perusahaan di dalam 
sebuah negara harus bekerja keras memperbaiki produktifitasnya melalui 
peningkatan kualitas, menambahkan fitur-fitur yang diinginkan konsumen, 
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memperbaiki teknologi produksi, atau melambungkan efisiensi produksinya. 
Perusahaan-perusahaan di dalam negara harus mengembangkan kapabilitas yang 
dibutuhkan untuk berkompetisi dalam segmen-segmen industri yang semakin 
sempurna, dimana produktifitas secara umum lebih tinggi. 
 
 
Sumber : Tatang. A.Taufik ( 2005) 
 
GAMBAR 2.1 
KERANGKA DEFINISI DAYA SAING 
 
Keunggulan daya saing (competitive advantage) dengan pemahaman yang 
kini berkembang disadari bukan saja semakin menentukan dalam peningkatan 
kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat, tetapi juga bahwa upaya/proses tersebut 
semakin ditentukan pada konteks lokalitas.  
“Pembedaan” pada beragam tingkatan: 
– Perusahaan (mikro) : pada dasarnya “jelas.” 
– Industri (meso) : walaupun beragam, umunya dapat dipahami: pergeseran 
perspektif pendekatan “sektoral” ? pendekatan “klaster industri.” 
– Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan 
dan kritik (latar belakang teori). 
Memiliki 
pengertian 
berbeda, 
tetapi saling 
berkaitan 
Kemampuan suatu perusahaan 
mengatasi perubahan dan persaingan 
pasar dalam memperbesar dan 
mempertahankan keuntungannya 
(profitabilitas), pangsa pasar, dan/atau 
ukuran bisnisnya (skala usahanya) 
Kemampuan suatu industri (agregasi 
perusahaan ~ “sektoral”  “klaster 
industri”) menghasilkan produktivitas 
yang lebih tinggi dari industri pesaingnya 
Kemampuan/daya tarik (attractiveness); 
kemampuan membentuk/menawarkan 
lingkungan paling produktif bagi bisnis, 
menarik talented people, investasi, dan 
mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja 
berkelanjutan. 
“Konteks Telaahan” 
(Perbandingan) / 
Dimensi Teritorial / 
Spasial 
“Tingkatan Analisis” / 
Dimensi “Sektoral” 
“Makro” ~ Ekonomi
Messo ~ Industri 
Negara / 
Daerah Mikro ~ 
Perusahaan 
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Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah Kabupaten atau Kota dalam 
mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi, agaknya semakin penting dewasa ini 
(Kuncoro, 2004). Berbagai studi dalam bidang sosial ekonomi dan perubahan sosial 
menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi 
dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998).  
Ohmae dengan lantang berpendapat bahwa dalam dunia tanpa batas 
(borderless world), daerah (region state) akan menggantikan negara bangsa (nation 
states) sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Ohmae, 1995). Porter 
(1990) mempertanyakan peran negara sebagai unit analisis yang relevan dengan 
mengatakan bahwa “para pesaing di banyak industri, dan bahkan seluruh klaster 
industri, yang sukses pada skala internasional, ternyata seringkali berlokasi di suatu 
kota atau beberapa daerah dalam suatu negara”.  
Lebih lanjut Porter menekankan pentingnya peranan teknologi, strategi 
organisasi dan geografi ekonomi dalam proses inovasi dan upaya menjaga 
keunggulan kompetitif (competitive advantage) perusahaan secara berkelanjutan 
(Porter & Solvell, 1998). Porter berpendapat bahwa derajat pengelompokan industri 
secara geografis dalam suatu negara memainkan peranan penting dalam menentukan 
sektor manakah yang memiliki keunggulan konpetitif pada skala internasional 
(Porter, 1990). Dewasa ini ia mengajukan hipotesis menarik bahwa klaster industri, 
yang ditandai dengan konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan dan institusi-
institusi yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu bidang tertentu, agaknya 
jauh lebih produktif dilihat dari sudut organisasi industri (Porter, 1998, dalam 
Kuncoro, 2004:5). 
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2.3.2. Klaster Industri (Industrial Clusters) 
Dalam literatur ekonomi, klaster industri didefinisikan cukup beragam. 
Pengertian klaster industri di sini adalah (Porter, 1997; Taufik, 2005):  
• Kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai 
proses penciptaan/peningkatan nilai tambah; atau 
• Jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri inti/core 
industries – yang menjadi “fokus perhatian,” industri pendukungnya/ 
supporting industries, dan industri terkait/related industries), 
pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/ teknologi (termasuk 
perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan 
rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/bridging 
institutions (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang 
dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai 
(value adding production chain). 
Dalam salah satu tulisannya, Porter (1997) mengungkapkan bahwa ada 
sepuluh prasyarat penting bagi perbaikan daya saing di suatu negara atau wilayah 
geografis tertentu. Salah satu diantaranya adalah pendekatan berbasis klaster 
(clusters) telah menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membuat kemajuan 
secara cepat. Pendekatan berbasis klaster mengakui realita penentu produktivitas, 
utamanya adalah kesaling-tergantungan dan aktivitas bersama (joint activity) antar 
beragam bidang. Pendekatan klaster membawa para pemimpin secara bersama 
misalnya dalam pembelajaran dan memahami bahwa keberhasilannya berkaitan 
dengan bagaimana bagian lain dalam klaster bekerja. 
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”Klaster industri (industrial clusters)” merupakan suatu pendekatan yang 
dipandang sesuai bagi pembangunan ekonomi di tengah dinamika perkembangan 
dewasa ini. Dengan penguatan klaster-klaster industri, suatu daerah/negara semakin 
memiliki peluang mengembangkan potensi terbaiknya dan bersaing di arena global 
(Taufik, 2005). Simplifikasi kerangka pikir ini dapat dilihat  pada Gambar 2.2. 
Teori-teori lokasi yang tradisional berpendapat bahwa klaster 
(pengelompokan) industri muncul terutama akibat minimisasi biaya transpor atau 
biaya produksi (Isard, 1956; Weber, 1909, dalam Kuncoro, 2004). 
 
 
GAMBAR 2.2 
REKONSEPTUALISASI DALAM PEMBANGUNAN  
EKONOMI WILAYAH 
 
Penjelasan ”klasik” konsentrasi aktifitas ekonomi secara spasial biasanya 
merujuk pada dua macam eksternalitas ekonomi, yang dinamakan penghematan 
Kesejahteraan/ 
Kemakmuran 
Daya Saing 
 Perbaikan : 
1.  Internal Entitas Ekonomi : Kapasitas 
     Inovasi, Difusi dan Pembelajaran 
2.  Lingkungan Persaingan 
Ukuran : 
Produktivitas  
Pendekatan Klaster Industri 
Perbaikan pada Faktor 
Internal dan Eksternal 
Sumber : Tatang. A.Taufik ( 2005) 
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lokalisasi (localization economies) dan penghematan urbanisasi (urbanization 
economies) (Henderson, 1988; O’Sullivan, 1996, dalam Kuncoro, 2004). 
Penghematan lokalisasi, yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang 
memiliki aktifitas yang berhubungan satu sama lain, telah memunculkan fenomena 
klaster industri, atau sering disebut Industrial Clusters ata indusrtial districts 
(Kuncoro, 2004:4).  
Klaster industri pada dasarnya merupakan kelompok aktifitas produksi yang 
amat terkonsentrasi secara spasial dan biasanya berspesialisasi pada hanya satu atau 
dua industri utama saja. Dengan strategi klaster, berkembangnya klaster industri 
daerah memungkinkan penyediaan kesempatan kerja dalam industri tersebut, dan 
berkembangnya kolaborasi antaraindustri dan lembaga pendidikan yang membantu 
peningkatan produktivitas tenaga kerja, penghematan bagi perusahaan dan 
peningkatan upah/pendapatan tenaga kerja (Taufik, 2005). Selain itu, klaster juga 
memungkinkan organisasi-organisasi dalam masyarakat untuk dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensinya dengan mengarahkan jasa layanannya kepada 
sekelompok besar perusahaan. Demikian halnya dengan masyarakat perdesaan yang 
dapat memperoleh manfaat karena perkembangan klaster yang memperkuat industri 
kuncinya di wilayah yang bersangkutan. Industri kunci yang sehat akan mendorong 
perkembangan ekonomidan keragaman aktivitas dukungannya di wilayah yang 
bersangkutan. 
Klaster industri juga merupakan suatu cara yang baik untuk membangun 
modal sosial (khususnya hubungan yang mendorong aktivitas-aktivitas produktif) 
dalam suatu komunitas atau daerah. Klaster akan menghimpun perwakilan dari 
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industri, pemerintah, dunia pendidikan dan organisasi lainnya untuk bekerjasama 
bagi perbaikan ekonomi. Tentunya hubungan yang berkembang tersebut akan sangat 
penting bagi keberhasilan ekonomi daerah. Beragam kajian memperkuat pandangan 
bahwa klaster industri merupakan suatu pendekatan yang dinilai sesuai dalam 
pengembangan keunggulan daya saing wilayah (Taufik, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR 2.3 
MODEL KLASTER INDUSTRI 
 
 
  
Industri Terkait 
(Related Industry) 
Industri Inti 
(Core Industry) 
Industri Pendukung 
(Supporting Industry) 
Institusi Pendukung 
(Supporting Institutions) 
Industri Pemasok 
(Supplier Industry) 
Pembeli 
(Buyer) 
Sumber : Tatang A. Taufik (2005) 
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2.3.3. Kebijakan Regionalisasi dan Kerjasama inter-regional  
Integrasi ekonomi regional biasanya ditandai oleh kesepakatan-kesepakatan 
perdagangan (trade agreement) yang meningkat secara progresif menuju pada 
kebijakan ekonomi kolektif dengan cakupan yang lebih luas, termasuk kerjasama 
dalam kawasan non-ekonomi, sampai akhirnya menyusun suatu bentuk kerjasama 
politik (Devlin, et.al, 2003)   
Kebijakan regionalisasi pada dasarnya merupakan wujud dari pengembangan 
konsep pusat-pusat pertumbuhan (growth poles) seperti ASEAN, AFTA, APEC, dan 
sebagainya (Riyadi, 2002:18). Kebijakan regionalisasi tumbuh sebagai dampak dari 
globalisasi ekonomi yang memandang suatu pusat pertumbuhan memiliki peluang 
berkembang sebagai satu kesatuan wilayah. Pada masa mendatang, sebuah wilayah 
dituntut untuk melakukan kerjasama dengan wilayah lainnya yang memiliki satu 
keterkaitan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun keamanan. Kebijakan 
regionalisasi tersebut seringkali melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda 
dalam lingkup negara yang berbeda.  
Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) atau Subregional economic zone, 
seringkali disebut juga sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle), merupakan 
salah satu bentuk kerjasama atau keterkaitan ekonomi antarwilayah. Keistimewaan 
KESR terletak pada unsur keterkaitan antarnegara, terletak di lebih dari satu daerah 
bahkan negara. KESR pada hakekatnya merupakan bagian dari keseluruhan 
kebijakan pengembangan wilayah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan 
melalui pemerataan pembangunan, menggalakkan prakarsa dan peran aktif 
masyarakat di wilayah tersebut, dan meningkatkan pendayagunaan potensi wilayah 
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secara optimal. Menurut Yuan (dalam Riyadi, 2002:18), beberapa faktor yang telah 
melahirkan KESR adalah: 
1. Adanya keberadaan yang saling mengisi dalam bidang ekonomi di daerah 
perkotaan, hinterland yang memberikan sejumlah nilai tambah dalam hal lahan 
dan tenaga kerja. 
2. Adanya komitmen politik dari negara-negara anggota untuk memberikan jaminan 
kepada investor dengan mengurangi resiko politik. Selain itu dijamin adanya 
kerjasama antar perbatasan di dalam perdagangan, mobilitas penduduk, arus 
investasi dan pengembangan infrastruktur (transportasi dan komunikasi). 
3. adanya integrasi yang didorong oleh investasi swasta yang merupakan kekuatan 
paling besar dalam terbentuknya KESR.  
  Kebijakan regionalisasi telah menimbulkan tipologi kawasan prioritas yang 
menuntut perlakuan berbeda dalam pembangunannya. Kawasan tersebut adalah 
kawasan cepat tumbuh dan kawasan produksi. Kawasan cepat tumbuh adalah 
kawasan yang memiliki potensi sumberdaya dan atau potensi lokal yang nyata secara 
nasional, yang jika dikembangkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di 
kawasan tersebut. Contohnya adalah kawasan-kawasan yang dikembangkan dengan 
pola segitiga pertumbuhan seperti SIJORI, IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle), dan BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East 
ASEAN Growth Area).  
Tuntutan dari tren globalisasi ekonomi menyebabkan munculnya berbagai 
bentuk kerjasama subregional, baik dalam bentuk segitiga pertumbuhan, poligon, 
ataupun koridor pengembangan (lihat Tabel. II.3). Segitiga pertumbuhan yang telah 
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berhasil diantaranya adalah Southern China Growth Triangle (Hongkong, Macao, 
Taiwan dan China) serta empat zona ekonomi khusus di China yaitu : Shenzhen, 
Zhuhai, Shantou di Guangdong, dan Xiamen di Fujian. Sementara itu, segitiga 
pertumbuhan Pearl River Delta atau Zhu River Delta dan SIJORI merupakan KESR 
lainnya di Asia yang mempunyai potensi besar untuk berkembang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kerjasama ekonomi subregional 
dengan negara tetangga dalam bentuk program industrialisasi daerah perbatasan 
(border industrialization programme), yaitu kerjasama antara Indonesia dan 
Singapura di Pulau Batam. Bagi Indonesia, kerjasama regional merupakan bagian 
dari strategi globalisasi. ASEAN adalah kerjasama regional yang terpenting bagi 
Indonesia dan dinyatakan sebagai “corner stone” dari kebijakan luar negeri 
Indonesia. Tetapi dalam banyak hal ASEAN sebagai bagian dari strategi globalisasi 
Poligon Penduduk Luas Faktor Kerjasama
(Juta) Kawasan
(Km²)
IMT-GT (1993) 22 200.000 Perdagangan, investasi, 
Indonesia (Sumatera Utara dan Aceh), mobilitas tenaga kerja,
Malaysia (Kedah, Perak, Penang, Perlis), pertanian, perikanan,
Thailand (Satun, Songkhla, Yala, agroindustri, energi,
Narathiwat dan Pattani) promosi pariwisata
SIJORI (1989) 6 20.000 Industri, turisme, 
Singapore, Malaysia (johor), tenaga kerja, 
Indonesia (Riau)  investasi
BIMP-EAGA (1994) 28 695.000 Energi, kelautan, agro-
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Industri, mobilitas 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. manusia, telekomunikasi,
Sabah, Labuan, Sarawak, Brunei SDM, konstruksi dan 
Darussalam, Mindanao, Palawan bahan konstruksi, kapital, 
turisme, manajemen
lingkungan
Southern China Growth Triangle (1980) 119 68.000 Industri, telekomunikasi,
Hongkong, Macao, Taipei, Shenzhen, jasa, investasi, tenaga 
Zhuhai, Shantou, Xiamen kerja
Delta Mekong (Mekong Basin) 150 1.300.000 -
Sumber : The Asian Manager, Juni-Juli 1996, (dalam Riyadi, 2002)
TABEL II.3
POLIGON PERTUMBUHAN DI KAWASAN ASIA
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juga mengalami masalah yang sama. Dalam bidang ekonomi upaya ASEAN 
mengarah pada integrasi kawasan ke dalam ekonomi dunia. Walau pun ASEAN 
membentuk suatu kawasan perdagangan bebas (AFTA), tetapi kesepakatan ini tidak 
dimaksudkan untuk membentuk pasar regional yang tertutup. 
AFTA bukanlah suatu pengaturan untuk melaksanakan substitusi impor 
secara regional. AFTA lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan daya tarik 
kawasan bagi penanaman modal dari luar agar kawasan ini bisa menjadi production 
and export platform bagi dunia. Itulah sebabnya ASEAN menganut regionalisme 
terbuka (open regionalism). Bersamaan dengan penurunan tarif dan hambatan 
perdagangan antar anggota kawasan (preferential liberalization), negara-negara 
ASEAN juga menurunkan tarif dan hambatan perdagangan terhadap semua negara di 
dunia (unilateral liberalization). Suatu kawasan perdagangan bebas (free trade area 
atau FTA) adalah tahapan yang paling awal dari proses integrasi ekonomi di antara 
para pesertanya. Umumnya suatu FTA meliputi negara-negara dalam suatu daerah 
(region). Maka FTA merupakan salah satu cara melaksanakan integrasi ekonomi 
regional (Soesastro, 2004) 
 Integrasi ekonomi regional secara nyata dapat dilihat di Eropa. Sejak tahun 
1970an, Eropa Barat mempercepat integrasi ekonomi kawasannya, menjadi suatu 
economic community atau masyarakat ekonomi (Masyarakat Ekonomi Eropa atau 
MEE) yang membuka berbagai pasar lainnya, termasuk pasar finansialnya. Dengan 
Single European Act tahun 1992, yang menghilangkan segala hambatan fisik di 
perbatasan, terbentuklah European Union (EU) atau Uni Eropa, suatu kesatuan 
ekonomi yang dalam. Langkah berikutnya adalah menerapkan monetary union atau 
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kesatuan moneter yang berujung pada penggunaan satu mata uang dan dibentuknya 
satu bank sentral untuk seluruh kawasan (European Central Bank yang 
berkedudukan di Frankfurt). Namun integrasi yang semakin dalam ini tidak diikuti 
oleh semua anggotanya, sehingga terbentuklah suatu two-tier European Union. 
Artinya dalam kesatuan ekonomi ini terdapat negara-negara yang berintegrasi lebih 
cepat dari yang lainnya. Inggris, misalnya, belum bersedia untuk menggantikan 
pound sterling dengan euro. 
2.4. Sintesa Kajian Teori Model Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Dari uraian teori-teori dan konsep tentang pengembangan kawasan 
perbatasan, yang merupakan fenomena kontemporer yang terjadi di beberapa 
kawasan perbatasan antarnegara (transborder), sehingga untuk menjawab 
permasalahan yang diangkat dalam bagian awal studi ini digunakan teori-teori dan 
konsep pengembangan wilayah berdasarkan lesson learned dari beberapa 
permasalahan kawasan perbatasan di berbagai negara. Teori-teori dan konsep 
tersebut diantaranya adalah: 
• Sesuai dengan paradigma baru pengembangan wilayah, peningkatan kawasan 
transborder (perbatasan antar negara) sebagai bagian dari perubahan geografi 
ekonomi dan wilayah (termasuk tenaga kerja/buruh) dalam skala global, 
dihasilkan melalui proses globalisasi dan integrasi internasional; kawasan ini 
disebut simply border regions (Gonzalez, 2001).    
• Menurut terminologi Ratti (1993), pengembangan kawasan perbatasan 
merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula dari daerah 
perbatasan (frontier) sebagai sebuah barrier (rintangan), menjadi suatu 
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kawasan perbatasan sebagai filter, kemudian membentuk kawasan perbatasan 
sebagai sebuah zona kontak. 
• Untuk menjelaskan beberapa kasus pegembangan kawasan perbatasan, (Wu, 
2001:28-33) melontarkan tipologi pendekatan bagi pengembangan kawasan 
perbatasan. Pendekatan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 
pertama, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur 
(infrastructure led) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi dimulai. 
Kedua, mendahulukan investasi sektor swasta (investment led), dan ketiga, 
mendahulukan program-program dan kebijakan (policy led) yang bertujuan 
untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat perbedaan-
perbedaan yang signifikan dalam kategori ini, yang menunjukkan karakteristik 
dominan yang ada. Sehingga pendekatan ini hanya dibatasi dengan 3 (tiga) 
pendekatan. 
• Konsep daya saing wilayah (regional competitiveness) menurut Porter adalah 
pentingnya peranan teknologi, strategi organisasi dan geografi ekonomi dalam 
proses inovasi dan upaya menjaga keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) perusahaan secara berkelanjutan (Porter & Solvell, 1998). Porter 
berpendapat bahwa derajat pengelompokan industri secara geografis dalam 
suatu negara memainkan peranan penting dalam menentukan sektor manakah 
yang memiliki keunggulan konpetitif pada skala internasional (Porter, 1990). 
• Dalam paradigma baru pengembangan wilayah, pendekatan keunggulan 
komparatif (comparative advantage) berupa kekayaan alam berlimpah, upah 
buruh murah, dan posisi strategis, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, 
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pendekatan yang digunakan sudah bergeser kepada pendekatan keunggulan 
daya saing (competitive advantage) (Alkadri.dkk, 1999). Menurut Porter (1990) 
keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun 
demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang 
bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, 
yakni adanya inovasi (innovation).   
• Pendekatan klaster industri (industrial clusters), yang ditandai dengan 
konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang 
saling berkaitan satu sama lain pada suatu bidang tertentu, agaknya jauh lebih 
produktif dilihat dari sudut organisasi industri (Porter, 1998, dalam Kuncoro, 
2004:5)  
• ”Klaster industri (industrial clusters)” merupakan suatu pendekatan yang 
dipandang sesuai bagi pembangunan ekonomi di tengah dinamika 
perkembangan dewasa ini. Dengan penguatan klaster-klaster industri, suatu 
daerah/negara semakin memiliki peluang mengembangkan potensi terbaiknya 
dan bersaing di arena global (Taufik, 2005) 
• Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) atau Subregional economic zone, 
seringkali disebut juga sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle), 
merupakan salah satu bentuk kerjasama atau keterkaitan ekonomi antarwilayah. 
Keistimewaan KESR terletak pada unsur keterkaitan antarnegara, terletak di 
lebih dari satu daerah bahkan negara. KESR pada hakekatnya merupakan 
bagian dari keseluruhan kebijakan pengembangan wilayah yang bertujuan 
untuk memacu pertumbuhan melalui pemerataan pembangunan, menggalakkan 
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prakarsa dan peran aktif masyarakat di wilayah tersebut, dan meningkatkan 
pendayagunaan potensi wilayah secara optimal. 
2.5. Kerangka Hubungan Teori dengan Kondisi Empiris 
Kondisi empiris yang terjadi di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten 
Sambas direpresentasikan oleh berbagai fenomena yang terjadi dalam bidang sosial, 
ekonomi, budaya, dan melihat potensi sumberdaya alam serta ketersediaan berbagai 
sarana dan prasarana yang mendukung sistem aktivitas masyarakat di kawasan 
perbatasan. Faktor kedekatan secara geografis dengan negara tetangga Malaysia yang 
tingkat ekonominya lebih maju seharusnya menjadikan peluang sekaligus tantangan 
bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar tidak semakin 
tertinggal dengan negara tetangga. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, 
masyarakat di perbatasan cenderung terbelakang secara ekonomi dan terisolasi.  
 Dari sisi pertahanan keamanan, daerah yang dekat dengan negara tetangga 
merupakan daerah yang rawan. Namun, dari sisi ekonomi, kedekatan dengan negara 
tetangga memiliki peluang pasar bagus. Menurut Hamid (2003), kawasan perbatasan 
antarnegara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi 
perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan 
antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya 
akan mendorong naiknya aktivitas produksi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan 
berujung pada kesejahteraan masyarakat.       
Proses globalisasi memunculkan fenomena geografis tanpa batas (borderless 
geographies) yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi, 
sebagaimana disebutkan oleh Kenichi Ohmae  (1996:28) bahwa teknologi informasi 
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adalah faktor yang paling memungkinkan melahirkan fenomena ekonomi tanpa batas 
(borderless economy) dan membentuk aktifitas aliran ekonomi, pasar mempunyai 
jangkauan dan kekuatan yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh 
Adam Smith. Menurut Teori Klasik-nya Adam Smith, aktifitas ekonomi berlangsung 
pada lokasi yang dibatasi oleh batas-batas politik dan negara. Terjadinya interaksi 
sosial dan aktivitas perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat di 
perbatasan menunjukkan bahwa saat ini batas-batas sosial sudah mulai menerima 
proses konvergensi teknologi informasi ke dalam peta ekonomi, yang membuat 
perbedaan politik menjadi kurang berarti. 
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BAB III 
PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN  
DI KABUPATEN SAMBAS 
 
 
 
3.1. Isu Strategis Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas 
 Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, kawasan 
perbatasan secara politis dianggap sebagai kawasan yang rawan terhadap 
penyelundupan, penyusupan, ataupun kegiatan kriminal lainnya yang dikhawatirkan 
akan mengganggu stabilitas keamanan negara (Wirjanto, 2003). Oleh karena itu, 
pemerintah menerapkan kebijakan melalui pendekatan keamanan (safety belt 
approach), sehingga setiap kawasan perbatasan dijaga oleh aparat keamanan. Selain 
itu, ada pula anggapan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan belakang. 
Akibat dari anggapan-anggapan diatas, masyarakat Indonesia di sepanjang kawasan 
perbatasan menjadi terisolir dari keramaian pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada 
kehidupan mayarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua, Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan Kalimantan, termasuk masyarakat di perbatasan Kabupaten Sambas. 
 Di perbatasan Papua dan NTT barangkali kondisinya tidak jauh berbeda 
dengan negara tetangga, namun di sepanjang perbatasan Kalimantan yang berbatasan 
langsung dengan Malaysia keadaannya sangat timpang. Pemerintah Malaysia yang 
menganggap negara Indonesia bukan merupakan ancaman bagi negaranya dalam 
mengelola kawasan perbatasan, telah lama menerapkan pendekatan kemakmuran 
(prosperity approach). Dengan kebijakan tersebut, daerah di sepanjang kawasan 
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perbatasan Malaysia dibangun infrastruktur yang lengkap, sehingga daerah 
perbatasannya dapat berkembang dengan pesat.  
Sekitar dua dasawarsa lalu, keadaan wilayah di sepanjang kawasan 
perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda, tetapi sekarang 
menjadi sangat timpang. Kesenjangan sosial yang tajam membuat penduduk 
perbatasan Indonesia yang terisolasi akses kehidupan sehari-harinya cenderung 
berorientasi ke negara tetangga yang mempunyai sarana dan prasarana yang jauh 
lebih lengkap serta kegiatan ekonomi yang lebih maju. Apalagi kebanyakan dari 
mereka terdiri dari suku-suku yang masih serumpun dan bersaudara dengan 
masyarakat di negara tetangga. Batas wilayah negara itulah yang memisahkan 
kewarganegaraan mereka. 
 Kesenjangan sosial yang tajam telah menjadi salah satu pemicu gangguan 
keamanan di sepanjang kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat setempat 
untuk berkolusi dengan oknum-oknum dari negara tetangga. Para cukong yang 
tinggal di negara tetangga memanfaaatkan kemiskinan masyarakat kawasan 
perbatasan Indonesia untuk mengeksploitasi hasil hutan . Sudah bukan rahasia lagi, 
penyelundupan dan pencurian sumberdaya alam, khususnya hasil hutan, secara 
besar-besaran di sepanjang kawasan perbatasan tidak lepas dari himpitan hidup 
masyarakat Indonesia yang semakin berat. Masyarakat yang berdiam di sepanjang 
kawasan perbatasan selama ini tetap miskin, tidak jauh berbeda dengan beberapa 
dasawarsa sebelumnya. Sebaliknya, saudara mereka yang tinggal di perbatasan 
negara tetangga mengalami kemajuan yang pesat sejalan dengan keberhasilan 
pembangunan di negaranya. 
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 Bertolak dari pengalaman diatas, maka pola kebijakan pembangunan kawasan 
perbatasan berubah menuju pola keseimbangan (equilibrium) dari semula hanya 
pendekatan keamanan (security approach) menuju kepada pendekatan kemakmuran 
(prosperity approach) dengan porsi yang seimbang berlandaskan prinsip 
desentralisasi dan otonomi daerah (Wirjanto, 2003).  Dalam konteks pengembangan 
kawasan perbatasan Kabupaten Sambas ini, beberapa isu strategis yang dapat 
menjadi tolok ukur pengembangan Kabupaten ini di masa yang akan datang 
diuraikan berikut ini : 
3.1.1. Terbatasnya Fasilitas dan Utilitas di Kawasan Perbatasan 
 Fungsi kawasan perbatasan umumnya ditunjukkan oleh adanya fasilitas CIQS 
(Customs, Imigration, Quarantine, Security). Dalam konteks perbatasan di Indonesia, 
fungsi ini umumnya diletakkan pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Selain 
fasilitas khusus kawasan perbatasan tersebut, juga diperlukan fasilitas penunjang 
lainnya seperti akomodasi, transportasi, utilitas air bersih, pasokan energi listrik, dan 
lain sebagainya. Hingga kini, fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas masih dalam standar pelayanan lokal dan sangat terbatas, 
sehingga kesan bahwa kawasan PALSA Kabupaten Sambas sebagai pintu gerbang 
menuju negeri lain tidak tercermin dari kondisi fasilitas dan utilitas yang dimilikinya. 
Yang terjadi justru kawasan perbatasan Indonesia merupakan hinterland dari 
Sarawak. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat di kawasan perbatasan 
yang berorientasi ke negara tetangga, baik dalam memasarkan hasil buminya, 
memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun mencari pekerjaan karena 
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akses internal ke Kota Sambas maupun kota-kota lainnya di Kabupaten Sambas 
masih sangat terbatas. 
3.1.2. Timpangnya Perkembangan Wilayah Antar Kota Perbatasan 
 Hubungan antar wilayah yang saling menguntungkan umumnya terjadi jika 
kedua wilayah memiliki tingkat perkembangan yang relatif seimbang. Hal ini terkait 
dengan posisi tawar (bargaining power) setiap wilayah dalam menjalankan 
kerjasama yang disepakati bersama. Ketidakseimbangan tingkat perkembangan dapat 
mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan dan nilai keuntungan yang diperoleh 
dari kerjasama yang dijalankan. 
 Dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas, fakta 
menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara masyarakat perbatasan 
PALSA Kabupaten Sambas dengan Sarawak cenderung mengarah pada pola 
interaksi yang tidak seimbang. Indikasi ketidakseimbangan ini terlihat dari lemahnya 
posisi tawar Indonesia dalam berbagai kasus, seperti kasus yang berkaitan dengan 
TKI di Malaysia. 
 Ketidakseimbangan hubungan sangat dimungkinkan karena tingkat 
perkembangan wilayah perbatasan di kedua negara juga berbeda. Sebagai contoh 
dapat dilihat bagaimana perbedaan tingkat perkembangan wilayah antara Temajok 
dan Aruk (Indonesia) dengan Telok Melano dan Biawak (Malaysia), yang masing-
masing memiliki kedekatan lokasi dan merupakan “pintu gerbang” masing-masing 
negara dalam konteks pergerakan orang dan barang. 
 Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok ukur perbedaan 
perkembangan kedua wilayah adalah nilai GDP (Gross Domestic Products). Dari 
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statistik masing-masing wilayah, diperoleh data bahwa pada tahun  1998 nilai GDP 
Sarawak dan Sabah mencapai US$.49.016.000, sedangkan nilai GDP Provinsi Kalbar 
dan Kaltim pada tahun yang sama sebesar US $ 17.890.538 (Ditjen Penataan Ruang 
Dept. PU, 2003). Dengan kata lain GDP Sarawak dan Sabah (Malaysia) mencapai 
hampir 3 kali lipat GDP Kalbar dan Kaltim secara keseluruhan. 
 Sistem infrastruktur antara lain prasarana jalan, telekomunikasi, listrik dan air 
bersih di kawasan perbatasan Sarawak telah terpenuhi dengan baik. Sementara di 
kawasan perbatasan Kabupaten Sambas infrastruktur yang ada masih sangat terbatas. 
Prasarana jalan yang ada sebagian besar masih berupa jalan tanah dan itupun belum 
seluruhnya menjangkau seluruh desa yang ada, pasokan listrik juga masih terbatas di 
Ibukota Kecamatan, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan secara individu 
maupun komunal dengan memanfaatkan sumber air gunung dan sungai, bahkan 
jaringan komunikasi sama sekali belum dapat menjangkau wilayah ini. 
 Akibat ketimpangan diatas, maka arah pergerakan orang dan barang secara 
otomatis mengalir dari Indonesia ke wilayah Malaysia. 
3.1.3.  Hilangnya Kekayaan Alam Secara Terselubung 
 Dalam teori Ekonomi Regional, sudah menjadi hipotesis umum bahwa 
ketidakseimbangan hubungan antara dua wilayah yang tidak seimbang akan 
membawa dampak negatif berupa terjadinya proses backwash effects yang sangat 
merugikan wilayah yang lemah. Dalam hal ini, proses tersebut dapat 
direpresentasikan dengan tersedotnya berbagai sumberdaya milik wilayah yang 
lemah oleh wilayah yang lebih kuat kemampuan ekonominya. 
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 Dalam konteks kawasan perbatasan, ketimpangan yang terjadi antara 
kawasan perbatasan Kabaupaten Sambas dan Sarawak mengakibatkan sumberdaya 
alam yang dimiliki Kabupaten Sambas tersedot ke Sarawak. Hal yang paling 
menyedihkan bahwa mengalirnya sumberdaya alam tersebut terjadi secara 
terselubung (illegal) khususnya komoditas kayu. Maraknya illegal logging di 
kawasan hutan Kabupaten Sambas oleh perusahaan maupun perorangan telah 
menyebabkan kerusakan hutan dan dampak lingkungan yang cukup besar. Hasil 
illegal logging tersebut kemudian dijual secara diam-diam ke wilayah Sarawak tanpa 
dapat dicegah karena lemahnya pengawasan pemerintah.  
 Indikasi terjadinya aliran terselubung kekayaan alam dari Kabupaten Sambas 
ini dapat dianalisis dari kebijakan pemerintah Indonesia yang secara tegas melarang 
ekspor kayu gelondongan ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya, proses aliran 
ini masih terus terjadi, baik melalui darat maupun laut. Ironisnya pasokan kayu dari 
hutan Kabupaten Sambas ini menjadi bahan dasar utama bagi industri furnitur dan 
kayu lapis di Sarawak yang kebanyakan dari pekerjanya adalah TKI dari Indonesia. 
 Selain akibat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap illegal logging, 
proses ini juga terjadi karena situasi di lapangan yang memang sulit untuk dikontrol. 
Sistem transportasi yang sangat minim, terutama di darat dan udara, mengakibatkan 
proses penghilangan kekayaan alam sulit dideteksi keberadaannya. Oleh karena itu, 
perlu dipikirkan kembali sejauh mana kawasan perbatasan dapat dikembangkan, 
sehingga potensi kekayaan alam yang ada dapat dikelola demi keuntungan bangsa 
dan negara secara lebih nyata.    
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3.2. Sejarah Kabupaten Sambas 
Kabupaten Sambas, pada masa pemerintahan Kolonial Belanda merupakan 
daerah Afdelling Van Singkawang. Setelah perang dunia ke-2 status Kabupaten 
Sambas berubah menjadi Afdelling Administratif, yang terbagi menjadi 3 (tiga) 
daerah, yaitu: 
1. Daerah Kesultanan Sambas yang meliputi Onderafdelling Singkawang, 
Bengkayang, Pemangkat dan Sambas dengan sebutan Kawedanan. 
2. Daerah Kerajaan / Panembahan Mempawah. 
3. Daerah Kerajaan (Kesultanan) Pontianak dan sebagian daerahnya adalah Mandor. 
Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, dearah ini berubah menjadi daerah 
Otonom Kabupaten Sambas dengan Ibukota Singkawang yang terdiri dari 4 (empat) 
Kawedanan, yaitu: Kawedanan Singkawang, Pemangkat, Sambas, Bengkayang. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 1820). Pembentukan Kabupaten Sambas mulai 
terealisir dan sejak tahun 1963 sistem Kawedanan dihapuskan sehingga wilayah 
Pemerintahan Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 (lima belas) wilayah 
kecamatan dan pada tahun 1988 meningkat menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan, 
dimana 2 kecamatan diantaranya merupakan daerah Pemerintahan Kota 
Administratif Singkawang.  
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Bengkayang, maka kedudukan Ibukota Kabupaten Sambas 
pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas. Sedangkan Kotif Singkawang masuk 
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ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, yang kemudian pada tahun 2001 juga 
membentuk Pemerintahan Kota Singkawang. Sehingga saat ini terdapat 2 (dua) 
Kabupaten dan 1 (satu) Kota sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Sambas 
yang lama, yaitu : Kabupaten Sambas (baru), Kabupaten Bengkayang dan Kota 
Singkawang.    
Sebelum menjadi Ibukota Kabupaten Sambas, Kota Sambas merupakan 
Ibukota Kecamatan, yang merupakan wilayah bekas Kesultanan Sambas, dan sampai 
sekarang bangunan Keraton Sambas masih tetap berdiri dan dilestarikan sebagai 
salah satu peninggalan sejarah yang penting di Kabupaten Sambas.  
3.2.1. Posisi Strategis Kabupaten Sambas Dalam Konteks Regional 
Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Propinsi Kalimantan Barat, yang 
secara geografis terletak diantara 00 33’ – 2o 08’ LU dan 108o 39’ – 110o 04’ BT. 
Secara administratif wilayah Kabupaten Sambas berbatasan dengan:  
• Sebelah Utara  : Malaysia Timur (Sarawak) 
• Sebelah Selatan : Kota Singkawang 
• Sebelah Barat : Laut Natuna 
• Sebelah Timur : Kabupaten Bengkayang 
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia), 
Kabupaten Sambas memiliki pola perkembangan yang berbeda dengan wilayah lain 
yang bukan perbatasan karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi 
perkembangan wilayah tersebut. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki potensi 
untuk berkembang menjadi sebuah pusat pertumbuhan baru dalam lingkup regional 
di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN bagian Timur.  
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Secara geografis, Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Provinsi 
Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak 
(Malaysia). Akibat posisinya tersebut, Kabupaten Sambas memiliki fungsi ganda 
dalam konteks pengembangan wilayah, yaitu sebagai kawasan perbatasan negara dan 
sebagai suatu daerah otonom yang harus melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan bagi 
masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. 
Dalam lingkup regional, posisi geografis Kabupaten Sambas menghadap Laut 
Natuna dan berada tepat pada jalur Laut Natuna dan Udara Internasional diantara 
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Disamping itu, Paloh sebagai kecamatan 
paling utara hanya berjarak kurang lebih 250 Km dari Batam dan Pulau Natuna, yang 
menjadikannya daratan paling dekat dengan Pulau Natuna dibanding daerah lain 
yang ada di Indonesia.  Kawasan pengembangan yang membentuk segitiga  dengan 
Batam dan Pulau Natuna akan sangat menguntungkan mengingat pertumbuhan yang 
pesat dari dua pulau tersebut. 
Jika dipandang dalam konteks Asean, kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas memiliki posisi yang sangat strategis karena kawasan tersebut 
terletak pada poros negara – negara Asean, membuatnya memiliki akses yang mudah 
ke negara seperti Negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, 
Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. 
Sedangkan dalam lingkup nasional, wilayah Kabupaten Sambas terletak 
ditengah-tengah kepulauan Indonesia. Tentunya faktor ini membuat kawasan PALSA 
lebih mudah diakses dari daerah maupun di Indonesia seperti Sumatra, Jawa, 
Kalimantan Timur dan Sulawesi. 
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3.2.2. Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Sambas 
 Jumlah penduduk Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2003 adalah ± 
477.661 jiwa, dengan tingkat kepadatan ± 75 jiwa/Km2. Sedangkan luas wilayah 
6.395,70 Km2 (4,36% dari total luas Propinsi Kalimantan Barat), yang terbagi atas 
wilayah administrasi sebanyak 13 kecamatan dan 182 desa. Kecamatan terluas 
adalah Kecamatan Sajngan Besar dengan luas 1.391,20 km² atau 21,75% sedangkan 
yang terkecil adalah Kecamatan Tekarang dengan luas sebesar 83,16 km² atau 4,44% 
dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten 
Sambas dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut ini:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan
(km²) (jiwa) (jiwa/km²)
1 Selakau 292,50 36.619 125
2 Pemangkat 193,75 57.936 299
3 Semparuk 90,15 22.877 254
4 Tebas 395,64 60.061 152
5 Tekarang 83,16 12.872 155
6 Sambas 503,05 65.173 130
*Sebawi
*Sajad
7 Subah 644,55 16.523 26
8 Jawai 287,50 55.866 194
*Jawai Selatan
9 Teluk Keramat 741,10 80.541 109
10 Galing 333,00 17.717 53
11 Sejangkung 291,26 20.954 72
12 Sajingan Besar 1.391,20 7.869 6
13 Paloh 1.148,84 22.653 20
TOTAL 6.395,70 477.661 123
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Keterangan : *) adalah Kecamatan hasil pemekaran Tahun 2004
TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2003
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 Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Sambas ± 123 jiwa/km² 
dengan pola penyebaran yang tidak merata. Tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa 
Pemangkat merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi (299 
jiwa/km²) diikuti Kecamatan Semparuk, Jawai, Tekarang, Tebas, Sambas dan 
seterusnya, sedangkan Sajingan Besar merupakan Kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah (6 jiwa/km²). (Lihat Gambar 3.1.). 
3.3. Gambaran Umum Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas 
3.3.1. Orientasi Wilayah 
 Wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Sarawak 
(Malaysia) meliputi 12 (dua belas) desa yang tercakup ke dalam 2 (dua) kecamatan 
yaitu Kecamatan Paloh (Desa Sebubus, Desa Nibung, Desa Malek, Desa Tanah 
Hitam, Desa Matang Danau, Desa Kalimantan dan Desa Temajok) seluas 1.148,48 
km² dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei. Bening, Desa Santaban, Desa 
Senatab, Desa Sebunga dan Desa Kaliau) seluas 1.404,94 km². Sehingga total luas 
kawasan perbatasan Paloh-Sajingan Besar (PALSA) adalah 2.553,42 km². ( Tabel 
III.2). Secara geografis, kawasan perbatasan ini terletak pada 1º27’46.35” sampai  
2º02’33.90” LU dan 109º28’27.90” sampai 109º45’41.84” BT. Batasan kawasan 
perbatasan ini merupakan kombinasi batas alam seperti sungai, punggung 
gunung/bukit dan batas administrasi yang telah ada yaitu batas kecamatan dan batas 
desa. Batas kawasan dengan wilayah Sarawak memenjang dari Tanjung Datu (Paloh) 
hingga Puncak Gunung Rasau (Sajingan Besar) sepanjang 97 km, sedangkan batas 
kawasan lain di bagian barat memanjang dari muara Sungai Limau Manis (Paloh) 
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hingga pertemuan Sungai Puteh dan Sungai Air Hitam di Desa Sebunga Kecamatan 
Sajingan Besar. 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
Seluruh desa yang masuk dalam kawasan perbatasan ini telah dapat dicapai melalui 
jalan darat (Sebubus-Sungai Bening-Kaliau-Sebunga, Galing-Tanjung dan Lokpon 
(Sentimo)-Sebunga-Kaliau) meskipun kondisi jalannya masih belum optimal untuk 
kendaraan roda empat. Sedangkan sebagian besar wilayah Desa Temajok bagian 
pedalaman (jauh dari pantai) masih lebih mudah dicapai melalui jalur sungai 
terutama Sungai Paloh dan anak-anak sungainya seperti Sungai Bemban dan Sungai 
tembaran. Desa Kaliau dan Sebunga juga dapat dicapai melalui jalur transportasi 
sungai dari Ibukota Kabupaten (Sambas) melalui Sungai Sambas Besar dan Sungai 
Sajingan. 
 
No Luas Wilayah Prosentase
(km²) (%)
1 Paloh Sebubus 326,21 12,78
Nibung 147,85 5,79
Malek 209,48 8,20
Tanah Hitam 125,06 4,90
Matang Danau 44,01 1,72
Kalimantan 64,87 2,54
Temajok 231,00 9,05
2 Sajingan Besar Sungai Bening 557,30 21,83
Santaban 173,86 6,81
Senatab 110,04 4,31
Sebunga 366,00 14,33
Kaliau 197,74 7,74
JUMLAH 2.553,42 100,00
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
TABEL III.2
 LUAS WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS
Kecamatan Desa
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3.3.2. Kependudukan 
3.3.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
 Jumlah penduduk yang berada di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas 
pada tahun 2003 adalah sebanyak 30.522 jiwa yang terdiri dari Kecamatan Paloh 
sebanyak 22.653 jiwa dan Kecamatan Sajingan Besar sebanyak 7.869 jiwa. Jumlah 
penduduk di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas pada tahun 2003 selengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel III.3.   
 Kepadatan penduduk di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas rata-rata 
hanya   ±12 jiwa/km² menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Kabupaten Sambas 
sangat terpencil dan terisolasi. Pola penyebaran penduduknya yang mengelompok 
menyebabkan distribusi penduduk tidak merata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Kecamatan
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Paloh - Kalimantan 804 788 1.592
- Matang Danau 1.974 1.873 3.847
- Tanah Hitam 1.468 1.476 2.944
- Malek 1.806 1.702 3.508
- Nibung 1.248 1.207 2.455
- Sebubus 3.472 3.248 6.720
- Temajok 851 736 1.587
2 Sajingan Besar - Sungai Bening 406 378 784
- Santaban 921 820 1.741
- Senatab 1.083 988 2.071
- Sebunga 704 659 1.363
- Kaliau 1.011 899 1.910
15.748 14.774 30.522
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Kawasan Perbatasan
Jumlah Penduduk (Jiwa)
TABEL III.3
Desa
JUMLAH PENDUDUK KAWASAN PERBATASAN 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2003
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3.3.2.2. Sumber Daya Manusia 
 Kondisi sumberdaya manusia di kawasan perbatasan PALSA hingga saat 
ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan 
prasarana pendidikan dan kesehatan di kawasan tersebut. Akibatnya adalah kualitas 
sumberdaya manusia di kawasan ini menjadi sangat rendah jika dibandingkan 
dengan daerah lainnya di Kabupaten Sambas. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan 
jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada di masing-masing kecamatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten 
Sambas dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
No. Pendidikan Tertinggi
L P L+P L P L+P
1 Tidak/Belum Sekolah 2.241 2.354 4.595 1.221 1.262 2.483
2 Tidak Tamat SD 3.305 3.614 6.919 1.379 1.339 2.718
3 Tamat SD 3.634 3.313 6.947 1.065 818 1.883
4 SLTP Sederajat 1.610 1.227 2.837 297 215 512
5 SLTA Sederajat 747 490 1.237 148 102 250
6 D1/II 52 17 69 12 6 18
7 DIII 11 3 14 0 1 1
8 DIV/Perguruan Tinggi 23 12 35 3 1 4
Jumlah 11.623 11.030 22.653 4.125 3.744 7.869
Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, 2003
Paloh Sajingan Besar
TABEL. III.5.
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KAWASAN 
PERBATASAN 
Paloh Sajingan Paloh Sajingan
(unit) (unit) (unit) (unit)
Paloh Sajingan
- SD 18 12 101,43 100,00 - Puskesmas 5 4
- SLTP 4 2 61,40 19,47 Pembantu
- SLTA 1 - 4,30 0,00 - Puskesmas 1 1
Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, 2003
Angka Partsipasi
Murni (APM)Sekolah Puskesmas
Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
TABEL. III.4.
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN  
KESEHATAN DI KAWASAN PERBATASAN
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3.3.3. Struktur Ekonomi 
  Struktur perekonomian kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dapat 
diketahui dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB. 
Struktur perekonomian kawasan perbatasan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Paloh 
dan Sajingan Besar tahun 2003 menurut harga konstan tahun 1993 mendapat 
kontribusi terbesar dari sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 37.10%, 
pertanian 24.66%, pengangkutan dan telekomunikasi 12.21%, serta industri 
pengolahan sebesar 11.05%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagian besar 
disumbang oleh subsektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan sektor 
pertanian sebagian besar disumbang oleh subsektor perkebunan, tanaman bahan 
makanan dan subsektor perikanan. Pemberi kontribusi terbesar pada sektor-sektor 
yang dominan di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Paloh. 
Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang lebih besar serta aksesibilitas yang relatif 
mudah dibandingkan dengan Kecamatan Sajingan Besar. Selengkapnya kontribusi 
masing-masing sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel III.6. 
3.3.4. Sumber Daya Alam   
a. Potensi Pertanian 
Komoditas utama pertanian tanaman pangan yang sudah diusahakan adalah 
padi.  Luas lahan yang sudah diusahakan dengan tanaman padi pada tahun 2001 
adalah lebih kurang 3.197 Ha dengan jumlah produksi lebih kurang 8.382,45 
ton. Selain itu di Temajok sudah dikembangkan tanaman durian seluas + 40 ha. 
Potensi sumber daya tambang, di Wilayah Kecamatan Paloh terdapat bahan 
tambang seperti antimoni, tanah putih, tembaga, pasir kuarsa, titan dan galian 
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Golongan C.  Sedangkan   di Wilayah Kecamatan Sajingan Besar terdapat 
bahan tambang industri yaitu granit, feldspar, dan pasir kuarsa. 
b. Potensi Kehutanan  
Meskipun sudah semakin menipis namun masih dapat   dikembangkan dan 
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.  Jenis hutan yang ada  di Kecamatan  
Paloh  yaitu  Hutan  produksi, taman wisata alam, dan pantai berhutan bakau.  
Diwilayah Sajingan Besar meliputi Hutan Lindung Gunung Bentarang, Suaka 
Alam Gunung Dendang, Hutan Produksi Terbatas Sungai Setatuk, Hutan 
Produksi Terbatas Sajingan I dan Sajingan II.  Hutan ini masih dapat 
dikembangkan sebagai objek wisata alam dan ecotourism di samping 
pengembangan industri kayu olahan. 
c. Potensi Kehutanan  
Meskipun sudah semakin menipis namun masih dapat   dikembangkan dan 
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.  Jenis hutan yang ada  di Kecamatan  
Paloh  yaitu  Hutan  produksi, taman wisata alam, dan pantai berhutan bakau.  
Diwilayah Sajingan Besar meliputi Hutan Lindung Gunung Bentarang, Suaka 
Alam Gunung Dendang, Hutan Produksi Terbatas Sungai Setatuk, Hutan 
Produksi Terbatas Sajingan I dan Sajingan II.  Hutan ini masih dapat 
dikembangkan sebagai objek wisata alam dan ecotourism di samping 
pengembangan industri kayu olahan. 
d. Potensi Pariwisata 
Potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Paloh meliputi wisata alam 
pegunungan terutama di sepanjang pantai Paloh sampai Tanjung  Datuk  dan  
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wisata  alam bahari sepanjang pantai Tanjung Selimpai dan Pantai Temajok ± 
47 Km. Sedangkan di Kecamatan Sajingan Besar berpotensi pariwisata yang 
ada meliputi Air Terjun Riam Merasap dan Air Terjun Gua Maria.   
Sumber daya wisata yang terdapat di Kecamatan Paloh meliputi wisata alam 
pegunungan, wisata alam pantai yang berlokasi di sepanjang pesisir pantai 
Tanah Hitam, pantai Tanjung Selimpai dan pantai Temajok.  Sedangkan untuk 
Kecamatan Sajingan Besar, potensi pariwisata yang ada meliputi obyek wisata 
air terjun Riam Berasap di Desa Kaliau dan Air terjun Goa Maria di Dusun 
Sasak. Lokasi-lokasi tersebut dikembangkan untuk mendukung pengembangan  
ecotourism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada Tabel III.6 diatas terlihat bahwa seluruh potensi pariwisata yang ada di 
kawasan perbatasan belum dikelola dengan manajemen pengelolaan yang 
profesional,   padahal  sektor  pariwisata  ini   sangat  berpotensi  meningkatkan 
No. Kecamatan Nama Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata Keterangan
(Desa)
1 Paloh Pantai Tanah Hitam Tanah Hitam Pantai Laut Belum dikelola
Goa Batu Belidak Tanah Hitam Wisata Alam Belum dikelola
Pantai Pulau Tua Tanah Hitam Pantai Laut Belum dikelola
Pantai Rekreasi G. Besi Nibung Wisata Alam Belum dikelola
Air Terjun Batu Lintang Sebubus Wisata Alam Belum dikelola
Pantai Tanjung Selimpai Temajok Pantai Penyu Belum dikelola
Batu Bejamban Sebubus Wisata Alam Belum dikelola
Pantai Camar Wulan Sebubus Pantai Laut Belum dikelola
Pantai Tanjung Kemuning Temajok Pantai Laut Belum dikelola
Pantai Tanjung Dato' Temajok Pantai Laut Belum dikelola
Pantai Temajok Temajok Pantai Laut Belum dikelola
2 Sajingan Air Terjun Riam Berasap Kaliau Wisata Alam Belum dikelola
Besar Air Terjun Riam Caggat Kaliau Wisata Alam Belum dikelola
Air Terjun Goa Maria Sasak Wisata Alam Belum dikelola
Goa Alam Santok Kaliau Wisata Alam Belum dikelola
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas, 2003
TABEL III.6.
OBYEK WISATA DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS
No Sektor Jumlah Prosentase
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 (%)
1 Pertanian 5.851,98 5.552,03 5.734,14 5.798,95 1.576,86 1.600,57 1.690,03 1.787,15 29.591,71 24,66
2 Pertambangan dan 
Penggalian 132,85 122,03 118,03 116,50 0,00 0,00 0,00 0,00 489,41 0,41
3 Industri Pengolahan 3.276,33 3.015,10 3.073,27 3.129,89 205,76 188,88 187,84 186,29 13.263,36 11,05
4 Listrik, Gas dan 
Air Bersih 89,94 89,81 95,52 95,42 3,10 3,69 5,86 6,18 389,52 0,32
5 Bangunan 421,30 433,86 456,66 464,91 76,54 72,43 80,94 83,35 2.089,99 1,74
6 Perdagangan, Hotel 
dan Restoran 9.761,61 10.217,14 10.728,23 10.909,62 674,79 710,03 734,84 774,80 44.511,06 37,10
7 Pengangkutan dan 
Komunikasi 3.013,86 3.060,15 3.118,23 3.165,68 544,53 572,16 584,76 589,49 14.648,86 12,21
8 Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan 1.275,55 1.328,12 1.388,25 1.446,85 269,72 279,05 292,30 303,23 6.583,07 5,49
9 Jasa-jasa 1.446,48 1.595,42 1.718,16 1.777,16 430,49 460,95 489,44 504,80 8.422,90 7,02
Jumlah 25.269,90 25.413,66 26.430,49 26.904,98 3.781,79 3.887,76 4.066,01 4.235,29 119.989,88 100,00
Sumber: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Dalam Angka, 2003
Kec. Paloh Kec. Sajingan Besar
TABEL III.7.
NILAI PDRB MENURUT HARGA KONSTAN TAHUN 1993
DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2000-2003
(Jutaan Rupiah)
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GAMBAR 3.2
DISTRIBUSI PDRB KAWASAN PERBATASAN BERDASARKAN 
SEKTOR USAHA TAHUN 2000-2003
Pengangkutan dan 
Telekom
12,21%
Keu,persewaan & Jasa 
Pers
5,49%
Jasa-jasa
7,02% Pertanian
24,66%
Pertamb dan 
Penggalian
0,41%
Industri Pengolahan
11,05%
Listrik, Gas dan Air 
Bersih
0,32%
Bangunan
1,74%
Perdag, Hotel dan 
Restoran
37,10%
Sumber : Tabel III.7, Diolah
 
 
pertumbuhan ekonomi kawasan jika dikelola dengan baik. Pantai Tanjung 
Selimpai di Temajok misalnya, merupakan pantai dengan habitat penyu 
terbesar di Kalbar, bahkan karakteristik pantai ini tidak dimiliki oleh Sarawak.  
e. Potensi  perikanan  
Potensi perikanan yang sudah digarap oleh masyarakat di Kecamatan Paloh 
adalah penangkapan ikan di perairan (laut) dan budidaya air payau (tambak).  
Sampai dengan akhir tahun 2001, sudah terdapat ± 320 ha lokasi tambak yang 
diusahakan baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha (investor). Selain 
itu sebagian kecil masyarakat juga mengusahakan penangkaran penyu yang 
produksinya berupa telur.  Telur Penyu ini sebagian ditetaskan untuk menjaga 
kelestariannya dan sebagian diambil untuk dikonsumsi.  
e. Potensi Kelautan  
Satu-satunya wilayah perbatasan di Kalimantan Barat yang memiliki potensi  
kelautan adalah Kabupaten Sambas yaitu di Desa Temajok.  Potensi ini dapat 
  
94
dikembangkan   sebagai objek wisata khususnya pengembangan wisata bahari 
disamping pengembangan industri perikanan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Potensi Perkebunan 
Komoditas perkebunan yang sudah diusahakan diantaranya adalah lada, kopi, 
tebu dan karet. Dari ketiga jenis tersebut, yang dominan dikembangkan adalah 
tanaman lada.  Jika pada tahun 1996/1997 luas areal perkebunan lada yang ada 
di Kecamatan Paloh  mencapai   ± 50   ha,   maka   pada   tahun   2000   sudah 
berkembang menjadi ± 200 ha. Selain itu, di Desa Malek dan Tanah Hitam juga 
sudah diusahakan pembibitan kelapa sawit ± 15 ha yang dikembangkan oleh 
No.
Luas (Ha)
1 Hortikultura Salak Paloh 1.496
Durian Paloh, Sajingan, 3.572
Sejangkung
Rambutan Sajingan 5.943
Sejangkung
Pisang Paloh 1.082
Sejangkung
2 Perkebunan Karet Sajingan, Paloh 46.852
Sejangkung
Kelapa Dalam Sajingan, Paloh 22.343
(Kopra) Sejangkung
Lada Sajingan, Paloh 853
Sejangkung
Kopi Sajingan, Paloh 1.683
Sejangkung
Kakao Sajingan, Paloh 206
Sejangkung
3 Perikanan Udang Windu Paloh 4.918,26
Ikan budidaya Paloh 13.475,75
air tawar (tawar) Sejangkung
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, 2001
Lokasi
Karakteristik
TABEL III.8.
KOMODITAS POTENSIAL DI KAWASAN PERBATASAN 
Sektor Komoditas
KABUPATEN SAMBAS
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PT. Aldina Tujuh Asri. Lahan perkebunan rakyat yang cukup luas dan memiliki 
akses pasar di Sarawak seperti lada dan karet. 
3.3.5. Pemanfaatan Lahan 
Mayoritas penggunaan lahan di kawasan perbatasan adalah hutan, yang 
diikuti semak/alang-alang. Penggunaan lahan yang bersifat budidaya adalah 
perkebunan dan pertanian lahan kering, dimana wilayah-wilayah yang dipergunakan 
untuk kegiatan permukiman sangat kecil proporsinya dibandingkan dengan jenis 
penggunaan lainnya. (Tabel III.9). Pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan 
perbatasan berdasarkan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) dibagi menjadi 
beberapa sub-kawasan, baik yang bersifat budidaya maupun kawasan lindung. Pada 
kenyataannya seringkali kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan 
lindung ternyata dimanfaatkan sebagai hutan budidaya. 
 
No. Luas Prosentase
(Ha) (%)
1 Perkampungan 343,55 0,21
2 Perkebunan Rakyat 11.942,36 7,30
3 Tegalan/Ladang 1.308,75 0,80
4 Kebun Campuran 850,69 0,52
5 Hutan Lebat 126.245,49 77,17
6 Hutan Belukar 5.889,38 3,60
7 Semak 6.052,98 3,70
8 Lain-lain 10.960,80 6,70
JUMLAH 163.594,00 100,00
Sumber : Bappeda Kab. Sambas, 2001
Pemanfaatan Lahan
TABEL III.9
LUAS PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PERBATASAN 
KABUPATEN SAMBAS
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GAMBAR 3.3 
DISTRIBUSI LUAS PEMANFAATAN LAHAN 
DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS
Semak
3,70%
Kebun Campuran
0,52%
Lain-lain
6,70%
Hutan Lebat
77,17%
Hutan Belukar
3,60%
Perkampungan
0,21%
Perkebunan Rakyat
7,30%
Tegalan/Ladang
0,80%
Sumber : Tabel III.9, Diolah
 
 
 
Jenis pemanfaatan yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan adalah 
perkebunan berbagai jenis komoditi dan kegiatan agroindustri. Kegiatan transmigrasi 
juga dapat diarahkan di kawasan perbatasan mengingat cukup banyak tersedianya 
lahan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai permukiman.      
3.4. Kondisi Wilayah Perbatasan Sarawak 
Sarawak merupakan salah satu dari 14 (empat belas) negara bagian di 
Malaysia, yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dengan wilayah Malaysia Barat 
(Semenanjung Malaysia). Dengan luas area 124,449.52 km2, Sarawak merupakan 
state (negara bagian) terbesar di Malaysia dengan luas wilayah sekitar 37,5% dari 
total luas wilayah Negara Malaysia.  
Sarawak dibagi ke dalam 11 (sebelas) Divisi (wilayah administrasi) yang 
dipimpin oleh seorang Resident dan membawahi 2 sampai 4 distrik (setingkat 
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Kecamatan). Pola pemerintahannya berbentuk desentralisasi, yang memberikan 
kewenangan penuh kepada distrik dalam memutuskan hal-hal sehari-hari 
menyangkut pengelolaan perkotaan. (mirip dengan Indonesia dengan otonomi 
daerahnya). Kuching sebagai Ibukota Negara Bagian Sarawak yang juga merupakan 
wilayah divisi pertama, kemudian Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarikei, Kapit, 
Kota Samarahan, Bintulu, Mukah dan Betong.  Dengan jumlah populasi mencapai 
458.300 jiwa, Kuching merupakan kota dengan penduduk terpadat di Sarawak dan 
urutan ke-tujuh kota terpadat di Malaysia. Pembagian wilayah administrasi di 
Sarawak ini dapat dilihat pada Tabel III.10. 
 Tingkat pertumbuhan penduduk Sarawak pada tahun 1997 adalah 2.07%. 
Pada pertengahan tahun 2003 jumlah penduduk Sarawak mencapai 2.176.800 jiwa 
yang terdiri dari 2.001.000 warga negara Malaysia dan 63.900 jiwa warga negara 
asing. Tingkat kepadatan penduduk Negara Bagian Sarawak pada tahun 2003 sekitar 
18 jiwa/km². 
Sarawak memiliki Perdana Menteri (disebut Ketua Menteri) sebagai 
pimpinan Kabinet. Perdana Menteri ini diangkat oleh Yang di-Pertuan Negeri (atau 
Gubernur), diantara anggota Legislative Negara Bagian (State’s Legislative Council). 
Pemilihan Perdana Menteri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Perdana Menteri saat 
ini adalah YAB Pehin Sri Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud. 
Kuching sebagai Ibukota Negeri Sarawak juga sebagai tempat tinggal Yang di-Pertua 
Negeri (Gubernur).  
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3.4.1. Struktur Ekonomi Sarawak 
Struktur ekonomi Sarawak didominasi oleh  komoditas primer yang 
berorientasi ekspor. Sektor-sektor primer (pertambangan, pertanian, dan kehutanan) 
menyumbang sekitar 40% dari total GDP Sarawak, diikuti oleh sektor sekunder 
(manufaktur dan konstruksi) sekitar 30% dari total GDP. Sumber daya alam berupa 
LNG dan minyak bumi, telah menjadi ekonomi andalan Sarawak selama beberapa 
dekade. Sarawak juga merupakan salah satu pengekspor kayu olahan terbesar di 
dunia. Pemerintah Negeri telah membatasi kuota produksi kayu gelondongan dalam 
beberapa tahun belakangan ini untuk menjalankan manajemen pengelolaan hutan 
berkelanjutan. Meskipun demikian, hingga saat ini sekitar 9 – 10 juta kubik kayu 
masih diproduksi pertahunnya. 
No. Nama Divisi
1 Kuching 4.559,55
2 Samarahan 4.967,45
3 Sri Aman 5.466,25
4 Betong 4.180,74
5 Sarikei 4.332,35
6 Sibu 8.278,29
7 Mukah 6.997,61
8 Kapit 38.933,98
9 Bintulu 12.166,21
10 Miri 26.777,07
11 Limbang 7.790,01
TOTAL 124.449,51
Sumber : http://www.sarawak.gov.my
Luas Wilayah (km²)
TABEL. III.10
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Perekonomian Sarawak masih didominasi oleh sektor komoditi bahan 
mentah, dimana ekspor utamanya berupa LNG dan minyak mentah, kayu gergajian 
(papan), triplek, kayu bulat gergajian (saw logs), kelapa sawit serta produk-produk 
petrolium dan barang-barang lainnya. 
Neraca perdagangan Sarawak dari bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 
2000 mencatat nilai ekspor sebesar RM. 25.274,8 juta, sedangkan jumlah impornya 
tercatat sebesar RM. 11.333,5 juta. Dengan demikian terdapat surplus sebesar RM. 
13.941,3 juta. Adapun komoditi ekspor utama Sarawak berupa LNG sebesar RM. 
9.148,606 juta, minyak mentah sebesar RM. 6.004,014 juta, minyak kelapa sawit 
sebesar RM. 426,2 juta dan selebihnya adalah isirung kelapa sawit dan biji kakao 
dengan nilai hampir seimbang. 
 
No Nilai (Juta RM) No Nilai (Juta RM)
1 LNG 9.148,606 1 Mesin-mesin berat 1.501,000
2 Minyak Mentah 6.004,014 2 BBM, Gas, dan 16.155,300
3 Minyak Kelapa Sawit 426,200 Minyak Pelumas
4 Isirung Kelapa Sawit 9.695,980 3 Produk  Makanan 1.157,800
dan biji Kakao
5 Produk makanan 584,200
JUMLAH 25.859,000 18.814,100
Sumber : Laporan Konjen RI di Kota Kinabalu, Oktober 2001
TABEL III.11.
KOMODITAS EKSPOR DAN IMPOR SARAWAK 
Ekspor
Jenis Komoditas Jenis Komoditas
Impor
PERIODE JANUARI -OKTOBER TAHUN 2000
 
 
Dalam bidang alat transportasi dan mesin, serta BBM, gas dan minyak 
pelumas, nilai total impornya dari bulan Januari hingga Oktober 2000 masing-masing 
adalah : mesin-mesin berat sebesar RM. 1.501,0 juta, BBM dan gas serta minyak 
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pelumas sebesar RM. 16.155,3 juta. Negara Bagian Sarawak juga mengimpor produk 
bahan makanan dengan nilai total sebesar RM. 1.157,8 juta dari bulan Januari hingga 
Oktober 2000. Sedangkan nilai ekspor produk makanan-nya adalah sebesar RM. 
584,2 juta. Mitra dagang utama Sarawak adalah Jepang (32%), Semenanjung Malaya 
(25%), Republik Korea (9%), Amerika Serikat (6%), Taiwan (6%), China (3%) dan 
India (3%). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.11. 
3.4.2. Sumber Daya Alam 
a. Potensi Pertanian 
Potensi pertanian Sarawak yang utama adalah kelapa sawit dan lada. Selain itu 
kekayaan alam lainnya adalah kayu (ekspor utama) dan hasil tambang (LNG 
dan minyak mentah). Sektor pertambangan dari kuari (penggalian) merupakan 
penyumbang terbesar GDP Sarawak. Dengan luas lahan yang cukup besar, 
Sarawak telah melakukan pengembangan pertanian komersial (agribisnis) yang 
besar. Sekitar 32% atau 4 juta hektar luas wilayah Sarawak diidentifikasi 
sebagai lahan yang cocok untuk pertanian. Meskipun demikian, kurang dari 9% 
ditanami dengan tanaman permanen produktif, untuk mengimbangi pertanian 
padi, yang diperkirakan lebih dari 1,6 juta hektar. Tanaman komersial utama 
adalah minyak kelapa sawit, yang meningkat dari tahun ke tahun, juga sagu dan 
lada.   
Untuk memajukan proyek kelapa sawit, Badan Pembangunan Ekonomi 
Sarawak telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan Hon Lian 
Development Sdn.Bhd. Proyek kelapa sawit ini terletak di Lundu (Wilayah 
Divisi Kuching yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Sambas). 
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Proyek kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah 
Sarawak sendiri, seperti pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan.  
Pemerintah Negeri Sarawak berencana membuka sejuta hektar perkebunan 
kelapa sawit, yang diperkirakan akan memerlukan ratusan ribu tenaga kerja. 
Menurut Kementerian Pertanian dan Perindustrian Makanan Sarawak, tahun 
2000 saja daerah ini sudah memerlukan sekitar 50.000 tenaga kerja disemua 
bidang. Pada tahun 2005 ini diperkirakn penyerapan tenaga kerja diperkirakan 
akan meningkat sebesar 82.000 orang (Laporan Konjen RI di Kinabalu, 2001). 
b. Potensi Pariwisata 
Di sektor pariwisata, sepanjang periode Januari hingga Agustus tahun 2000 
tercatat sebanyak 2.246.933 wisatawan yang berkunjung ke Sarawak yang 
terdiri dari 1.027.860 wisatawan mancanegara dan 1.219.073 wisatawan 
domestik/lokal (yang berasal dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak). Obyek 
wisata di Distrik Lundu (Distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Sambas) pada dasarnya sama dengan obyek wisata yang terdapat di kawasan 
perbatasan Kabupaten Sambas yaitu merupakan obyek wisata alam dan pantai. 
Namun obyek wisata di kawasan perbatasan Sarawak telah dikelola dengan 
baik dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti akses transportasi, 
hotel, restoran, dll, sehingga obyek wisata ini sangat menarik wisatawan 
mancanegara maupun wisatawan domestik. Kondisi obyek wisata di Distrik 
Lundu serta jumlah wisatawan mancanegara dapat dilihat pada Tabel  III.12dan 
Tabel III.13 berikut: 
  
103
No Nama Obyek Lokasi Jenis Wisata Akses 
Wisata Transportasi
1 Pulau Talang - Talang Lundu Wisata Alam Perahu Motor
(Besar dan Kecil)
2 Pulau Sampadi Lundu Perahu Motor
3 Telok Melano Telok Melano Wisata Pantai Perahu Motor
4 Falkland Island Kuala Sekambal Wisata Pantai Perahu Motor
5 Pantai Siar Lundu Wisata Pantai Kendaraan Darat
6 Pantai Pandan Lundu Wisata Pantai Kendaraan Darat
7 Pantai Sematan Sematan Wisata Pantai Kendaraan Darat
8 Kolam Air Panas Sebako Wisata Alam Kendaraan Darat
9 Air Terjun, Sebat Sematan Wisata Alam Kendaraan Darat
10 Taman Negara Gunung Gading Lundu Wisata Alam Kendaraan Darat
11 Taman Negara Tanjung Dato Telok Melano Wisata Alam Perahu Motor
12 Taman Perlindungan Samusan Sematan Wisata Alam Perahu Motor
Kehidupan Liar
Sumber : www.lundudc.sarawak.gov.my
TABEL III.12
OBYEK WISATA DI DISTRIK LUNDU SARAWAK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Asal Wisatawan Jumlah Wisatawan Prosentase
(orang) (% )
1 Brunei Darussalam 614.176,00 59,75
2 Indonesia 183.564,00 17,86
3 Filipina 23.023,00 2,24
4 Inggris dan Irlandia 23.481,00 2,28
5 Singapura 22.023,00 2,14
6 Australia an New Zealand 13.357,00 1,30
7 Eropa Barat 11.263,00 1,10
8 Jepang 8.124,00 0,79
9 Taiwan 6.805,00 0,66
10 Amerika Serikat 6.130,00 0,60
11 Kanada 3.995,00 0,39
12 India 3.874,00 0,38
13 Thailand 3.178,00 0,31
14 Hongkong 918,00 0,09
15 Eropa Timur 717,00 0,07
16 Lain-lain 103.232,00 10,04
JUMLAH 1.027.860,00 100,00
Sumber : Jabatan Imigresen Sarawak (dalam laporan Konjen RI di Kota Kinabalu, 2001)
TABEL III.13
JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA YANG BERKUNJUNG 
KE SARAWAK TAHUN 2000
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c. Potensi Industri 
 Sektor industri berkembang sangat pesat di Sarawak. Selain industri rumah 
tangga yang berskala kecil, seperti kerajinan tangan, ukiran, tenun, dsb. Juga 
telah dikembangkan sejumlah kawasan zona bebas industri yang berkonsentrasi 
di kawasan-kawasan tertentu. Beberapa kawasan industri di wilayah Sarawak 
dapat dilihat pada Tabel III.14.  
Sejak tahun 1980-an, Sarawak mulai melakukan diversifikasi dan transformasi 
ekonomi ke bidang industri. Usaha ini telah menunjukkan keberhasilan, dengan 
industri manufaktur dan hi-tech saat ini memainkan peranan penting dalam 
ekspansi ekonomi Sarawak.   
Ketua Menteri Sarawak menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Sarawak akan 
melaksanakan pembangunan gelombang baru yang disebut sebagai era 
“Sarawak Baru”. Kebijakan tersebut akan lebih memfokuskan pada 
pembangunan sektor industri yang diharapkan akan dapat membawa Sarawak 
terus maju untuk mencapai sasaran Wawasan 2020. Disamping itu usaha untuk 
membangun K-ekonomi (ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan) juga 
diprioritaskan sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi global. 
Dikatakannya Sarawak merasa perlu memperbanyak pembangunan industri 
yang berbasis teknologi tinggi dengan harapan supaya rakyat setempat 
berpeluang untuk bekerja di negeri sendiri. 
Sebagai negara bagian terbesar di wilayah Federasi Malaysia, Sarawak 
mengarahkan pembangunan hingga tahun 2020. Sarawak mengidentifikasi 4 
sektor sebagai kunci pertumbuhan, yaitu di bidang :  manufaktur, pertanian 
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komersial (agribisnis),  konstruksi dan sektor jasa. Ketersediaan lahan yang 
kompetitif dan kekayaan sumber daya alam, telah membuat Sarawak sebagai 
pilihan atraktif bagi investor. 
 
No.
1 Kuching - Pending Industrial Estate Mixed Light Industries
- Demak Laut Industrial Park Mixed Light & Medium 
Industries
- Sama Jaya Free Industrial Zone Hi-Tech & Electronics
2 Kota Samarahan - Kota Samarahan Industrial Estate Mixed Light Industries
3 Sarikei - Sarikei Light Industrial Estate Mixed Light Industries
- Tanjung Manis Timber  Timber Based Industries
Processing Zone
4 Bintulu - Bintulu Light Industrial Estate Light Industries
- Kemena Industrial Estate Timber Based Industries
- Kidurong Light Industrial Estate Light Industries
- Tanjung Kidurong Industrial Area Timber Based Industries
5 Sibu - Upper Lanang Industrial Estate Mixed Light Industries
6 Mukah - Mukah Light Industrial Estate Mixed Light Industries
7 Miri - Kuala Baram Industrial Estate Mixed Light & Medium 
Industries
- Piasau Industrial Estate Mixed Light Industries
Sumber : www.sarawak.gov.my
Nama Kawasan IndustriLokasi Spesialisasi Industri
TABEL III.14
ZONA KAWASAN INDUSTRI  DI SARAWAK
 
3.4.3.  Infrastruktur 
 Sistem infrastruktur di Sarawak khususnya prasarana transportasi baik darat, 
laut maupun udara kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten 
Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. Semua kota-kota utama yang 
ada di wilayah Sarawak telah terkoneksi oleh jaringan prasarana transportasi jalan, 
kecuali sebagian kecil wilayah pedalamannya. Jalur transportasi darat ini bahkan 
telah menjangkau kawasan perbatasan antar negara baik Brunei maupun Indonesia.    
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 Begitu pula sarana dan prasarana lainnya seperti pelayanan listrik, air bersih 
dan telekomunikasi, sebagian besar telah menjangkau seluruh kota yang ada di 
Sarawak, termasuk kota-kota di perbatasan. 
3.5. Kerjasama Internasional 
 Sebagai konsekuensi dari negara yang berbatasan, aktivitas perdagangan 
lintas batas semakin meningkat dari tahunke tahun baik yang bersifat legal maupun 
ilegal. Guna menekan tingkat perdagangan ilegal ini telah disepakati beberapa 
beberapa bentuk kerjasama bilateral dan multilateral dalam konteks regional dan 
internasional, diantaranya adalah:   
3.5.1. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan 
 Hubungan ekonomi antara Sabah dan Sarawak dengan Indonesia hingga saat 
ini masih sangat minim. Volume perdagangan bilateral juga masih sangat kecil. 
Kegiatan masih didominasi oleh perdagangan lintas batas (border trade), dan surplus 
masih di pihak Indonesia. Melalui pola perdagangan lintas batas ini, barang yang 
masuk ke Malaysia yang utama adalah : kayu bantalan, kayu balak, kayu gergajian 
(papan) dan rotan mentah serta berbagai produk barang dagangan konsumsi srumah 
tangga. Sedangkan barang yang masuk ke Indonesia terutama adalah telur ayam, 
biskuit, amonium nitrate, pakaian bekas, susu kaleng dan barang lainnya. 
3.5.2. Kerjasama BIMP-EAGA 
 Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang tergabung 
dalam kerangka BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina – East ASEAN 
Growth Area), selama tahun 2001 diprioritaskan pada bisang-bidang : perdagangan, 
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perhubungan laut, energi, dan masalah ketenagakerjaan. Sejauh ini kerjasama BIMP-
EAGA masih belum dapat direalisasikan dengan baik, sedangkan di bidang 
penanaman modal upaya untuk menarik investor masih belum optimal karena 
keterbatasan bahan dan informasi dari dalam negeri, terutama banyaknya peraturan-
peraturan baru baik ditingkat pusat maupun daerah. 
3.5.3. Sosek Malindo 
 Forum kerjasama lainnya adalah Forum Kerjasama Sosial-Ekonomi antar 
wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Sidang Sosek Malindo 
antara Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Sarawak telah menyepakati beberapa 
bidang kegiatan antara lain kerjasama sektor perdagangan, dimana kedua belah pihak 
telah bersepakat untuk: 
1. Meningkatkan kerjasama pertukaran informasi mengenai peraturan ekspor dan 
impor serta peluang perdagangan yang telah dan akan terus dikembangkan. 
2. Meningkatkan kerjasama pertukaran informasi antara KADIN/Dewan 
Perniagaan, asosiasi/persatuan dan pelaku bisnis melalui peningkatan kunjungan 
serta pertukaran informasi. 
3. Mengadakan pelatihan/kursus, lokakarya serta seminar bersama yang diadakan 
secara bergantian dengan peserta utama pelaku bisnis/pengusaha/ KADIN/ 
Dewan Perniagaan masing-masing. 
4. Kerjasama di sektor keuangan/ perbankan/ asuransi serta menggalakkan kalangan 
swasta untuk dapat memainkan peranan utama dalam kerjasama di sektor ini. 
5. Kerjasama di sektor pertanian, perikanan, dan makanan dimana kedua pihak 
sepakat untuk meningkatkan investasi, mengatur proses impor beras dari 
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Kalimantan Barat, meningkatkan pengawasan pembelian ikan warga Malaysia 
secara pribadi dengan batasan 50 kg dan menerbitkan label untuk barang impor 
dari Malaysia sesuai dengan aturan tata niaga yang ada. 
6. Kerjasama di bidang kehutanan adalah menyepakati bahwa kayu yang diimpor 
dari Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. 
7. Kerjasama di bidang perhubungan/pengangkutan, telah disepakati izin 
operasional dan persyaratan-persyaratan mengenai kendaraan pribadi maupun 
umum lintas negara, penambahan waktu operasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas 
(PPLB) Entikong/Pos Imigrasi Tebedu, dan sebagainya. 
8. Telah disepakati pembangunan pagar batas negara dan pemotongan bukit secara 
bersama. 
9. Kerjasama dibidang pemberantasan penyelundupan (melalui darat maupun laut). 
10. Selain itu juga dibicarakan kerjasama di bidang pariwisata, kesehatan, 
lingkungan hidup, kehutanan/perkayuan dan ketenagakerjaan. 
Permasalahan yang dihadapi pihak Konsulat Jenderal RI di Sabah-Sarawak untuk 
lebih aktif mengadakan promosi adalah kurangnya dukungan logistik berupa bahan-
bahan promosi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di Indonesia disamping 
terbatasnya dana untuk mencetak sendiri bahan-bahan promosi yang dimaksud. 
Permasalahan dalam menarik investor Sabah dan Sarawak adalah dikarenakan 
kurangnya data-data dan bahan informasi yang tersedia, khususnya yang menyangkut 
peraturan dan prosedur terbaru mengenai penanaman modal serta tata cara niaga 
(ekspor/impor) di Indonesia, sehingga sulit untuk memberikan informasi secara 
akurat.       
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BAB IV 
ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERBATASAN 
 
 
 
4.1. Model Teoritis Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Model Teoritis pengembangan kawasan perbatasan merupakan model yang 
digali berdasarkan pengalaman empirik lokal yang diperkaya oleh beberapa 
pengalaman empirik di negara lain berdasarkan potensi wilayahnya.  
Dalam menganalisis model teoritis berdasarkan lesson learned ini dilakukan 
dengan beberapa aspek pendekatan berdasarkan hal-hal yang telah dan sedang terjadi 
dalam hubungan antar negara di wilayah perbatasan (Tabel IV.1). Dari beberapa 
lesson learned tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama antar negara di 
wilayah perbatasan cenderung terjadi baik secara formal maupun informal. 
Kedekatan secara kultural dan komplementaritas ekonomi menjadi sesuatu yang 
dominan dan mendukung terjadinya interaksi di berbagai wilayah perbatasan.  
 Meningkatnya arus informasi dan globalisasi merupakan penyebab semakin 
tingginya intensitas interaksi dan kerjasama antar negara di wilayah perbatasan. 
Beberapa kasus pengembangan kawasan perbatasan terjadi akibat terjadinya transisi 
ekonomi suatu negara terhadap ekonomi yang berorientasi pasar, seperti yang terjadi 
pada kasus perbatasan Hongkong-Shenzhen, Polandia-Jerman, dan perbatasan 
Thailand dengan beberapa negara tetangganya.  Pengembangan kawasan perbatasan 
yang melibatkan dua atau lebih negara yang mengalami transisi ekonomi pada 
tingkatan transformasi yang berbeda cenderung akan menghadapi permasalahan 
ekstra. (Wu, 2001:26).    
Contoh Aspek Konsep Hubungan Kelembagaan Jaringan Migrasi Perbedaan Kendala 
Dasar Ekonomi Infrasruktur Upah Buruh Kultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uni Eropa Integrasi Integrasi dan kerjasama  Simbiosis dan Kerjasama Perencanaan prosedur  se Kecil bahkan jarak psikis
(UE) Ekonomi ekonomi sejumlah negara terjadi dalam institusi integratif dan derhana dan nol masih men
di Eropa kedalam satu berbagai tingkatan (politik dan secara bersama pergerakan jadi kendala
kesatuan moneter dan  dan intensitas ekonomi) sama relatif bebas
membentuk kawasan seolah (enterprise network,
tanpa batas (borderless ) transfer teknologi)
Rusia-China- Kawasan Kawasan yang dikembang Kecil dan dikontrol terjadi tidak bottleneck Kontrol Sangat Cukup
Korut pengembangan kan atas prakarsa UNDP secara ketat secara formal akibat ketatnya ketat Besar besar
(Tumen) industri untuk menarik investasi dan berskala kontrol dan (frontier )
internasional kecil in-efisien
(perencanaan kawasan
top-down  oleh lembaga
internasional)
Thailand-China- Hubungan Kawasan SEZ yang telah Kecil dan dikontrol terjadi hanya bottleneck Kontrol Besar Besar
Burma-Laos perdagangan direncanakan tidak berkem secara ketat pada satu sisi akibat ketatnya ketat
(TCBL) bang. Hubungan perdagang kontrol dan (frontier )
an justru terjadi secara in-efisien
sporadis pada kawasan yang
tidak direncanakan
sebelumnya
Dongxing- Hubungan Kawasan yang dikembangkan sangat baik dan Kerjasama Consultatif Migrasi Kecil Cukup
Mong Cai perdagangan bersama untuk menarik inves terjadi komplemen institusi secara Planning terkontrol besar
(China-Vietnam) tor asing dibidang industri taritas formal di bidang
dan pariwisata ekonomi
TABEL IV.1
LESSON LEARNED BEBERAPA KAWASAN PERBATASAN
Bersambung ke Halaman 111 
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Contoh Aspek Konsep Hubungan Kelembagaan Jaringan Migrasi Perbedaan Kendala 
Dasar Ekonomi Infrasruktur Upah Buruh Kultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Polandia- Hubungan Hubungan perdagangan yang terjadi secara kerjasama belum mengarah Migrasi Besar Cukup
eks Jerman perdagangan berawal dari sektor informal informal institusi belum kepada perenca terkontrol besar
Timur karena terjadi transformasi secara formal naan integratif
ekonomi dari kawasan yang namun sudah
semula security area Consultatif
menjadi perbatasan terbuka Planning
Hongkong- Hubungan Integrasi dan kerjasama  Simbiosis dan Terjadi Consultatif Migrasi Kecil persamaan
Shenzhen Ekonomi ekonomi yang saling terjadi dalam mekanisme Planning terkontrol budaya
menguntungkan karena berbagai tingkatan konsultatif yang erat
transformasi ekonomi dan intensitas
di Hongkong memunculkan (enterprise network,
hubungan simbiosis di transfer teknologi,
bidang manufaktur tenaga kerja, dll)
Singapore- Kerjasama Kerjasama segitiga pertum Simbiosis dan Terjadi Consultatif Migrasi Besar persamaan
Johor-Riau Ekonomi buhan dibidang perdagangan terjadi dalam mekanisme Planning terkontrol budaya
(SIJORI) dan manufaktur yang berbagai tingkatan konsultatif yang erat
menciptakan pola pembagian dan intensitas
kerja dan komplementaritas (enterprise network,
masing-masing wilayah. transfer teknologi,
tenaga kerja, dll)
Tijuana- Kerjasama Integrasi dan kerjasama  terjadi Kerjasama Consultatif Migrasi Besar kedekatan
San Diego Ekonomi ekonomi antar negara komplementaritas institusi secara Planning terkontrol kultur pada
(AS-Meksiko) bagian yang berbatasan komoditas formal di bidang masa lalu
dalam kerangka NAFTA ekonomi
(inter state region)
Lanjutan Tabel IV.1 
Bersambung ke Halaman 112 
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Contoh Aspek Konsep Hubungan Kelembagaan Jaringan Migrasi Perbedaan Kendala 
Dasar Ekonomi Infrasruktur Upah Buruh Kultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arizona-Sonora Kerjasama Integrasi dan kerjasama  terjadi Kerjasama Consultatif Migrasi Besar kedekatan
(AS-Meksiko) Ekonomi ekonomi antar negara komplementaritas institusi secara Planning terkontrol kultur pada
bagian yang berbatasan komoditas formal di bidang masa lalu
dalam kerangka NAFTA ekonomi
(inter state region)
India-Pakistan Security Kontrol yang ketat pada tidak terjadi Belum ada bottleneck Kontrol Sangat Cukup
masing-masing perbatasan melalui perbatasan kerjasama akibat ketatnya ketat Besar besar
disebabkan konflik yang dan kalaupun ada institusi secara kontrol dan (frontier )
berkepanjangan di wilayah sangat kecil sekali formal in-efisien
Kashmir dan spontanitas
Palestina- Security Kontrol yang ketat pada tidak terjadi Belum ada bottleneck Kontrol Sangat Cukup
Israel masing-masing perbatasan melalui perbatasan kerjasama akibat ketatnya ketat Besar besar
disebabkan konflik yang dan kalaupun ada institusi secara kontrol dan (frontier )
berkepanjangan di berbagai sangat kecil sekali formal in-efisien
wilayah dan spontanitas
Nunukan-Sabah Kerjasama Kerjasama ekonomi dibidang terjadi Kerjasama Consultatif Migrasi Besar kedekatan
(Indonesia- Ekonomi dan perdagangan dan tenaga komplementaritas institusi secara Planning terkontrol kultur pada
Malaysia) tenaga kerja kerja, namun integrasi komoditas formal di bidang masa lalu
belum sepenuhnya terjadi ekonomi
karena perbedaan kondisi
sosial politik
Entikong-Tebedu Kerjasama Kerjasama ekonomi dibidang terjadi Kerjasama Consultatif Migrasi Besar persamaan
(Indonesia- Ekonomi dan perdagangan dan tenaga komplementaritas institusi secara Planning terkontrol budaya
Malaysia) tenaga kerja kerja, namun integrasi komoditas formal di bidang yang erat
belum sepenuhnya terjadi ekonomi
karena perbedaan kondisi
sosial politik
Sumber : Disarikan dan diolah dari berbagai sumber, 2005
Lanjutan Tabel IV.1 
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4.2. Kondisi Empiris dan Potensi Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas 
4.2.1. Struktur Ekonomi 
Sumbangan kawasan perbatasan PALSA terhadap perekonomian  Kabupaten 
Sambas  masih sangat kecil, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan sektor. 
Pada tahun 2003, kontribusi kawasan perbatasan PALSA terhadap perekonomian 
Kabupaten Sambas hanya sebesar 4.35%. Sedangkan dalam konteks wilayah 
Propinsi Kalbar, Kabupaten Sambas menyumbang sebesar 9,20% terhadap PDRB 
Propinsi Kalbar dan berada diurutan ke-5 diantara 10 Kabupaten/Kota yang ada di 
Kalbar. Namun demikian laju pertumbuhan ekonominya sebesar 3,18% pada tahun 
2003 masih lebih besar daripada laju pertumbuhan ekonomi rata-rata propinsi Kalbar 
(lihat Tabel IV.2).  
Namun demikian sektor pertanian Kabupaten Sambas merupakan 
penyumbang terbesar PDRB Kalbar di sektor yang sama. Hal ini tercermin dari luas 
panen padi sawah dan padi ladang seluas 71.977 hektar dengan total produksi 
227.220 ton pada tahun 2003 (lihat Tabel IV.3). Prosentase pertumbuhan produksi 
padi ini mengalami fluktuasi terutama tahun 2000 dan 2002 mengalami penurunan 
produksi sehingga tingkat rata-rata pertumbuhannya di Kabupaten Sambas sebesar -
4.72%. Akan tetapi selama periode tersebut rata-rata produksi padi sawah dan padi 
ladang di Kabupaten Sambas menyumbang 24,80% dari total produksi Kalbar. Ini 
merupakan yang tertinggi diantara 10 Kabupaten/Kota lainnya di Kalbar. Tak heran 
selama ini Kabupaten Sambas dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalbar. 
Dari total produksi padi tersebut, Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) 
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hanya menyumbang 10.635 ton (4.68%) pada tahun 2003. Angka ini relatif kecil 
dibandingkan dengan luas lahan pertanian yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Kabupaten/Kota LPE PDRB 
Nilai % Perkapita
1 Kabupaten Sambas 715.643,53 9,20 3,18 1.529.924,35
2 Kabupaten Bengkayang 257.481,09 3,31 4,95 1.416.100,68
3 Kabupaten Landak 534.906,43 6,87 3,69 1.769.081,07
4 Kabupaten Pontianak 1.457.901,95 18,73 1,27 2.466.456,22
5 Kabupaten Sanggau 984.613,86 12,65 3,95 1.840.988,17
6 Kabupaten Ketapang 763.297,14 9,81 3,60 1.676.614,38
7 Kabupaten Sintang 568.450,30 7,30 2,49 1.162.781,80
8 Kabupaten Kapuas Hulu 322.351,25 4,14 2,40 1.606.519,00
9 Kota Pontianak 1.898.858,94 24,40 4,01 4.514.337,86
10 Kota Singkawang 338.630,27 4,35 4,14 2.126.446,78
Kalimantan Barat 7.781.874,74 100,00 2,95 1.975.209,00
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
PDRB
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (Jutaan Rupiah)
TABEL IV.2
PERBANDINGAN PDRB ANTAR KABUPATEN/KOTA 
DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003
GAMBAR 4.1
KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA TERHADAP 
PDRB PROPINSI KALBAR TAHUN 2003
Kab. Pontianak
18,73%
Kab. Sanggau
12,65%
Kab. Ketapang
9,81%
Kab. Sintang
7,30%
Kab. Kapuas Hulu
4,14%
Kota Pontianak
23,63%
Kota Singkawang
4,35%
Kab. Sambas
9,20%
Kab. Bengkayang
3,31%
Kab. Landak
6,87%
Sumber : Tabel IV.2, Diolah
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Sedangkan perekonomian kawasan PALSA yang diukur dari produk 
domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor yang dominan 
menyumbang pertumbuhan PDRB adalah sektor pertanian dan perdagangan, hotel 
dan restoran (lihat Tabel IV.4). Di Kecamatan Paloh sektor perdagangan, hotel dan 
restoran merupakan sektor yang paling dominan yaitu sebesar 40.55%, diikuti sektor 
pertanian sebesar 21.55%. Kontribusi terbesar pada sektor ini disumbangkan oleh 
subsektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan di Kecamatan Sajingan Besar, 
sektor pertanian merupakan sektor utama  penyumbang PDRB yaitu sebesar 42.20%, 
diikuti sektor perdagangan (18.29%). Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sambas, 
terdapat tiga sektor yang paling dominan terhadap ekonominya yaitu: sektor 
pertanian (33,14%) diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (30,70%) 
serta sektor industri pengolahan (16,11%).    
 
No. Sektor Rate
1999 2000 2001 2002 2003 (% )
1 Kabupaten Sambas 295.264 217.319 248.922 206.470 227.220 -4,72
2 Kabupaten Bengkayang - 59.424 49.785 73.834 62.997 4,35
3 Kabupaten Landak - - 129.732 173.498 171.179 8,10
4 Kabupaten Pontianak 310.012 306.755 164.419 183.096 179.852 -9,47
5 Kabupaten Sanggau 98.007 77.003 93.240 110.175 108.112 3,99
6 Kabupaten Ketapang 112.163 95.838 92.358 103.872 132.494 5,46
7 Kabupaten Sintang 106.385 116.563 122.896 78.596 94.633 -0,16
8 Kabupaten Kapuas Hulu 47.581 29.984 39.973 55.607 37.055 0,52
9 Kota Pontianak 247 305 305 341 414 14,17
10 Kota Singkawang - - - - 13.166 -
Kalimantan Barat 969.659 903.191 941.630 985.489 1.027.122 1,57
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Tahun
TABEL IV.3
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT
(Ton)
PRODUKSI PADI SAWAH DAN LADANG PERIODE 1999-2003
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GAMBAR 4.2
KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PDRB DI KAWASAN
PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2003
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No. Sektor
PDRB % PDRB % PDRB %
1 Pertanian 5.798,95 21,55 1.787,15 42,20 237.142,40 33,14
2 Pertambangan dan 116,50 0,43 0,00 0,00 1.421,37 0,20
Penggalian
3 Industri Pengolahan 3.129,89 11,63 186,29 4,40 115.255,74 16,11
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 95,42 0,35 6,18 0,15 2.502,13 0,35
5 Bangunan 464,91 1,73 83,35 1,97 15.058,77 2,10
6 Perdagangan, Hotel dan 10.909,62 40,55 774,80 18,29 219.680,39 30,70
Restoran
7 Pengangkutan dan 3.165,68 11,77 589,49 13,92 45.946,40 6,42
Telekomunikasi
8 Keuangan, persewaan dan 1.446,85 5,38 303,23 7,16 41.797,51 5,84
Jasa Perusahaan
9 Jasa-jasa 1.777,16 6,61 504,80 11,92 36.838,82 5,15
PDRB TOTAL 26.904,98 100,00 4.235,29 100,00 715.643,53 100,00
PDRB per kapita 1.187.701 538.225 1.498.225
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Kec. Paloh Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas
TABEL IV.4
PERBANDINGAN PDRB ANTARA KEC. PALOH, 
SAJINGAN BESAR DAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2003
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (Jutaan Rupiah)
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Untuk mengetahui struktur dari suatu perekonomian wilayah, kegiatan 
ekonomi dibagi kedalam tiga sektor. Yang pertama adalah sektor primer 
(agriculture), yaitu kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumberdaya alam 
secara langsung tanpa ada proses pengolahan; ini meliputi kegiatan pertanian dan 
pertambangan. Kedua adalah sektor sekunder (manufacture), yaitu kegiatan ekonomi 
yang mengolah sumberdaya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi; termasuk 
dalam kategori ini adalah industri, listrik dan air bersih, serta bangunan. Ketiga 
adalah sektor tersier (service), yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan 
barang, tetapi jasa; ini meliputi kegiatan perdagangan, pengangkutan, keuangan dan 
jasa-jasa lainnya. 
Perubahan dan perkembangan  struktur perekonomian wilayah dapat dilihat 
dari komposisi ketiga sektor tersebut dalam perekonomian wilayah. Semakin besar 
proporsi sektor sekunder dan tersier, dapat dikatakan perekonomian menuju kearah 
kemajuan dan sebaliknya. Untuk kondisi wilayah yang dalam tahap berkembang, 
komposisi tiga sektor (primer, sekunder, dan tersier) membentuk suatu piramida, 
dimana sektor primer menjadi dasar, sedang sektor tersier menjadi puncaknya.  
Sektor perekonomian kawasan PALSA yang ditunjukkan oleh komposisi 
PDRB Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar memiliki karakteristik yang cukup unik, 
dimana proporsi sektor jasa (tersier) paling dominan di dua wilayah kecamatan 
maupun Kabupaten Sambas secara keseluruhan (lihat Tabel IV.5), dan proporsi 
sektor tersier ini cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1999-2003 
pada semua wilayah. Sebaliknya proporsi sektor primer (agriculture) dan sekunder 
(manufacture) cenderung mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan.  
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Wilayah Rasio *)
P S T P S T P S T P S T
Kec. Paloh 23,97 14,87 61,16 21,99 13,72 64,30 Kec. Paloh 0,70 0,80 1,30 0,66 0,74 1,34
Kec. Sajingan 42,33 7,24 50,43 42,20 6,51 51,29 Kec. Sajingan 1,23 0,39 1,07 1,27 0,35 1,07
Besar Besar
Kec. Lainnya 34,73 18,91 46,36 33,73 18,82 47,45 Kec. Lainnya 1,01 1,01 0,99 1,01 1,01 0,99
Kab. Sambas 34,37 18,69 46,94 33,34 18,56 48,11 Kab. Sambas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) Rasio kec. Paloh dan Sajingan Besar terhadap 
    Kab. Sambas
Sumber : Hasil Analisis, 2005
Keterangan : P : Sektor Primer; S : Sektor Sekunder; T : Sektor Tersier
20031999 2003 1999
TABEL IV.5
STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 1999-2003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahkan peningkatan sektor tersier di kawasan perbatasan PALSA secara rata-rata 
selama periode 1999-2003 jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan sektor 
tersier rata-rata di Kabupaten Sambas. Indikasinya dapat dilihat dari rasio dengan 
nilai lebih besar dari 1 (satu) pada dua kecamatan perbatasan ini dibandingkan 
dengan dengan rata-rata Kabupaten Sambas. Fenomena ini menunjukkan bahwa 
GAMBAR 4.3
STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 1999-2003
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telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas serta mengindikasikan bahwa di kawasan ini telah terjadi 
peningkatan ekonomi.      
4.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 
Meskipun sumbangan kawasan perbatasan PALSA terhadap perekonomian 
Kabupaten Sambas relatif kecil yaitu hanya sebesar 4,35% pada tahun 2003, tetapi 
laju pertumbuhan ekonomi kawasan PALSA dalam kurun waktu 1999-2003 yang 
dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paloh 
dan Sajingan Besar masing-masing sebesar 3,09% dan 4,48% melebihi pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Sambas (3,07%) bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 
ekonomi Propinsi Kalbar (1.71%). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan 
ekonomi di kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas tetap mengalami reaksi 
positif terhadap perkembangan kondisi ekonomi saat ini. (lihat Tabel IV.6). Terlihat 
bahwa selama periode 1999-2003  pertumbuhan relatif PDRB rata-rata di kawasan 
perbatasan cenderung lebih tinggi dari Kabupaten Sambas, kecuali pada tahun 2001. 
Meskipun demikian secara umum tingkat ekonomi penduduk kawasan perbatasan 
masih berada di bawah tingkat rata-rata penduduk Kabupaten Sambas. Hal ini dapat 
dilihat dari indikasi rendahnya pendapatan regional per kapita di kawasan perbatasan 
(Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar) daripada pendapatan regional per kapita 
kabupaten. Pada tahun 2003 Kabupaten Sambas memiliki pendapatan regional per 
kapita sebesar Rp. 1.498.225,- sedangkan pendapatan regional perkapita dua 
kecamatan di kawasan perbatasan pada tahun yang sama masing-masing sebesar Rp. 
1.187.701,- (Paloh) dan Rp. 538.225,- (Sajingan Besar) (lihat Tabel IV.4). 
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PDRB per kapita dua kecamatan di kawasan perbatasan pada periode 2002 – 
2003 telah menunjukkan peningkatan namun belum ada satu kecamatanpun yang 
GAMBAR 4.4 
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PDRB KAWASAN 
PERBATASAN, KAB. SAMBAS DAN KALBAR 1999-2003
0
2
4
6
8
1999 2000 2001 2002 2003
TAHUN
Pe
rt
um
bu
ha
n 
PD
R
B 
(%
) Kec. PalohKec. Sajingan Besar
Kab. Sambas
Prop. Kalbar
Sumber: Tabel IV.6, Diolah
TAHUN
Paloh Sajingan Kab. Prop. Paloh Sajingan Kab. Prop.
Besar Sambas Kalbar Besar Sambas Kalbar
1999 23.840,11 3.555,58 634.221,76 - - - - -
2000 25.270,39 3.781,78 651.565,32 7.274.000,00 6,00 6,36 2,73 -
2001 25.413,66 3.887,75 674.548,76 7.409.950,00 0,57 2,80 3,53 1,87
2002 26.431,48 4.066,02 693.564,38 7.559.180,00 4,01 4,59 2,82 2,01
2003 26.904,97 4.235,30 715.643,53 7.781.874,00 1,79 4,16 3,18 2,95
3,09 4,48 3,07 2,28
Sumber : Hasil Analisis, 2005
Pertumbuhan Rata-rata Periode 1999-2003
TABEL IV.6
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN PDRB KAWASAN PERBATASAN
 DENGAN KABUPATEN SAMBAS DAN KALBAR 1999-2003 
MENURUT HARGA KONSTAN 1993
Tingkat Pertumbuhan Rata-rata
(% )
PDRB Menurut Harga Konstan 1993
(Jutaan Rupiah)
Pendapatan
Regional
2002 2003 2002 2003 Perkapita
(% )
TABEL IV.7.
PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA TAHUN 2004
Wilayah
PDRB Pendapatan Regional
Perkapita
DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS
(ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993)
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memiliki pendapatan per kapita melebihi Kabupaten Sambas. Pertumbuhan 
pendapatan per kapita kedua kecamatan perbatasan berada dibawah angka 
pertumbuhan kabupaten sebesar 0.92% per tahun, bahkan Kecamatan Sajingan Besar 
memiliki angka pertumbuhan pendapatan perkapita negatif yaitu -1.11% per tahun. 
(Tabel IV.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi per sektor menurut lapangan usaha di 
kawasan perbatasan PALSA Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 1999-2003 
menunjukkan tren positif, kecuali sektor pertambangan di Kecamatan Paloh dan 
sektor industri pengolahan di Kecamatan Sajingan Besar yang mengalami 
pertumbuhan negatif. Sektor jasa merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi di 
Kecamatan Paloh sebesar 7,61% dan terendah pada sektor pertambangan dan 
penggalian -0,89%. Sedangkan di Kecamatan Sajingan Besar pertumbuhan  sektor 
tertinggi  adalah  sektor  listrik,  gas   dan air  bersih   sebesar   22,11%,  namun  nilai  
      
 
No. Sektor
1999 2003 Rate 1999 2003 Rate 1999 2003 Rate
(%) (%) (%)
1 Pertanian 5.594,14 5.798,95 0,90 1.505,24 1.787,15 4,39 216.649,70 237.142,40 2,29
2 Pertamb dan Penggalia 120,72 116,50 -0,89 0,00 0,00 0,00 1.312,02 1.421,37 2,02
3 Industri Pengolahan 3.079,71 3.129,89 0,40 186,59 186,29 -0,04 103.134,78 115.255,74 2,82
4 Listrik, Gas dan 83,68 95,42 3,34 2,78 6,18 22,11 2.001,78 2.502,13 5,74
Air Bersih
5 Bangunan 381,72 464,91 5,05 67,96 83,35 5,24 13.412,90 15.058,77 2,94
6 Perdagangan, Hotel 9.140,27 10.909,62 4,52 619,88 774,80 5,74 191.211,52 219.680,39 3,53
dan Restoran
7 Pengangkutan dan 2.915,23 3.165,68 2,08 520,12 589,49 3,18 40.621,52 45.946,40 3,13
Telekomunikasi
8 Keu,persewaan & 1.199,55 1.446,85 4,80 252,32 303,23 4,70 37.149,85 41.797,51 2,99
Jasa Perusahaan
9 Jasa-jasa 1.325,10 1.777,16 7,61 400,68 504,80 5,94 28.727,69 36.838,82 6,41
PDRB TO TAL 23.840,12 26.904,98 3,07 3.555,57 4.235,29 4,47 634.221,76 715.643,53 3,07
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2003
TABEL IV.8
PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS 1999-2003
Kec. Paloh Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (Jutaan Rupiah)
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tambahnya masih sangat kecil, dan terendah pada sektor industri pengolahan -0,04%  
(lihat Tabel IV.8). Laju pertumbuhan sektor PDRB di kawasan perbatasan PALSA, 
GAMBAR 4.5
PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB KEC. PALOH, SAJINGAN
BESAR DAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 1999-2003
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terutama sektor tersier  secara rata-rata lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kabupaten 
Sambas. Sementara pertumbuhan sektor primer, hanya Kecamatan Sajingan Besar 
yang relatif tinggi pertumbuhannya (4,39%) dibanding  Sektor pertanian di 
Kecamatan Sajingan Besar dan rata-rata Kabupaten Sambas. 
4.2.1.2. Analisis Sektor Ekonomi Basis 
Untuk mengetahui sektor ekonomi basis di kawasan perbatasan, analisis yang 
digunakan dalam menentukan peranan masing-masing sektor perekonomian adalah 
dengan metode LQ (Location Quotient). Hasil dari analisis ini akan memperlihatkan 
sektor yang berperan secara dominan sebagai sektor basis dan sektor yang tidak 
berperan secara dominan disebut sebagai sektor non basis. Disamping itu juga dapat 
memberikan gambaran awal tentang kedudukan wilayah, relatif terhadap wilayah 
nasional (dalam hal ini wilayah acuannya adalah Kabupaten Sambas) 
Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat diketahui potensi relatif dari masing-
masing sektor. Analisis ini membandingkan antara PDRB kawasan perbatasan 
(Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar) dengan PDRB Kabupaten Sambas sebagai 
wilayah acuan yang lebih besar. Hasil perhitungan analisis LQ untuk 2 (dua) 
kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas terlihat dalam tabel IV.9 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
No Sektor/Subsektor
dalam PDRB
2002 2003 2002 2003
1 Pertanian 0,660 0,650 1,264 1,273
2 Pertambangan dan Penggalian 2,210 2,180 0,000 0,000
3 Industri Pengolahan 0,711 0,722 0,282 0,273
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,048 1,014 0,414 0,417
5 Bangunan 0,811 0,821 0,934 0,935
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,328 1,321 0,591 0,596
7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,818 1,833 2,216 2,168
8 Keuangan, Persewaan dan 0,892 0,921 1,221 1,226
Jasa Perusahaan
9 Jasa 1,263 1,283 2,338 2,315
Sumber: Hasil Analisis, 2005
Paloh Sajingan Besar
Kecamatan
TABEL IV.9.
HASIL PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT (LQ)
BERDASARKAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 
TAHUN 2002-2003
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Dari hasil perhitungan pada Tabel IV.9 diatas dapat dijelaskan kondisi 
masing-masing sektor berdasarkan perhitungan LQ di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas sebagai berikut: 
1. Kecamatan Paloh terhadap wilayah Kabupaten Sambas 
Terdapat 5 (lima) sektor yang memiliki peran dominan (LQ > 1) dan memiliki 
nilai LQ terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai LQ 
sebesar 2,180 dan disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi (1,833), 
perdagangan, hotel dan restoran (1.321), sektor jasa (1,283) dan  sektor listrik, 
gas dan air bersih (1,014). Dengan demikian sektor-sektor ini lebih terspesialisasi 
dibandingkan dengan Kabupaten Sambas, atau dapat dikatakan memiliki potensi 
“ekspor” dalam sektor tersebut. Yang menarik adalah ternyata sektor pertanian di 
Kecamatan Paloh memiliki nilai LQ < 1, meskipun sektor ini memberikan 
kontribusi terbesar kedua bagi PDRB Kecamatan Paloh setelah sektor 
perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk 
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Kecamatan Paloh yang cukup besar yaitu 22.653 jiwa pada tahun 2003 dengan 
tingkat kepadatan penduduk 20 jiwa/km², sehingga produksi pertanian di wilayah 
ini digunakan untuk konsumsi domestik di wilayahnya sendiri yang 
pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian Kabupaten 
Sambas. 
2. Kecamatan Sajingan Besar terhadap wilayah Kabupaten Sambas 
Terdapat 4 (empat) sektor yang memiliki peran dominan (LQ > 1) dan memiliki 
nilai LQ terbesar adalah sektor jasa dengan nilai LQ sebesar 2,315 dan disusul 
oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi (2.168), sektor pertanian (1,273), 
dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,226). Sementara sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang terbesar kedua bagi PDRB 
Kecamatan Sajingan Besar ternyata memiliki nilai LQ < 1. Hal ini disebabkan 
volume perdagangan di wilayah ini relatif masih kecil sehingga nilai tambah dari 
sektor ini tidak dominan dibandingkan dengan rata-rata sektor perdagangan di 
Kabupaten Sambas.    
Dengan demikian sektor-sektor yang memiliki nilai LQ > 1 merupakan sektor 
basis yang peranannya lebih menonjol di kawasan perbatasan daripada peranan 
sektor itu di Kabupaten Sambas dan berpeluang untuk dikembangkan  dimasa yang 
akan datang  Menurut teori basis Richardson (dalam Tarigan, 2004:53), kegiatan 
ekonomi basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada 
kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong 
tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerjaan service (non basis) adalah 
kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri yang 
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pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut 
(endogenous). 
Terlihat bahwa sektor-sektor yang merupakan basis perekonomian di kawasan 
perbatasan PALSA mayoritas adalah sektor tersier atau sektor jasa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa perekonomian wilayah ini semakin berkembang.  
4.2.1.3. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan 
 Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi unggulan di kawasan 
perbatasan digunakan metode analisis shift share. Dengan analisis shift share dapat 
diketahui kinerja sektor-sektor pembangunan selama periode 1999 – 2003 pada 
setiap wilayah dimana kinerja masing-masing sektor tersebut dikelompokkan dalam 
kategori unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur. Analisis shift share juga 
membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di wilayah 
analisis dengan wilayah acuan yang lebih luas (Tarigan, 2004:79). 
 Analisis shift share yang dilakukan di kawasan perbatasan Kabupaten 
Sambas mengunakan data PDRB Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar berdasarkan 
harga konstan tahun 1999-2003. Sedangkan sebagai wilayah acuan digunakan 
wilayah yang lebih luas yaitu wilayah Kabupaten Sambas. Hasil perhitungan shift 
share dapat dilihat pada Tabel IV.10. 
 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai Proportional Shift (PS) pada 
suatu sektor yang bertanda positif menunjukkan bahwa sektor tersebut pesat 
pertumbuhannya dan pengaruhnya pada pendapatan daerah juga positif. Sebaliknya 
yang bertanda negatif menunjukkan sektor tersebut lamban pertumbuhannya yang 
berpengaruh negatif pada pendapatan daerah (Ma’rif, 2005). Di Kecamatan Paloh 
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dan Sajingan Besar sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor-sektor yang 
lamban pertumbuhannya, maka pendapatan di daerah tersebut akan tumbuh dibawah 
tingkat pertumbuhan wilayah acuan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan sektor-sektor dengan nilai Differential Shift (DS) yang bertanda 
positif yaitu 4 sektor di Kecamatan Paloh dan 6 sektor di Kecamatan Sajingan Besar 
menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing atau keunggulan 
komparatif. Kinerja sektor-sektor pembangunan selama periode 1999 – 2003 pada 
kawasan perbatasan ditentukan dengan memadukan nilai Proportional Shift (PS) dan 
Differential Shift (DS), dimana kinerja masing-masing sektor tersebut 
dikelompokkan dalam kategori unggul, agak unggul, agak mundur dan mundur. 
(Lihat Tabel IV.11). 
No Sektor/Subsektor
dalam PDRB PS DS KPW PEK PS DS KPW PEK
1 Pertanian -3,38  -5,80  12,84 3,66 -3,38  9,27  12,84 18,73
2 Pertambangan dan Penggalian -4,50  -11,83  12,84 -3,50 -4,50  0,00  12,84 8,33
3 Industri Pengolahan -1,09  -10,12  12,84 1,63 -1,09  -11,91  12,84 -0,16
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 12,16  -10,97  12,84 14,03 12,16  97,31  12,84 122,30
5 Bangunan -0,57  9,52  12,84 21,79 -0,57  10,37  12,84 22,65
6 Perdagangan, Hotel dan 2,05  4,47  12,84 19,36 2,05  10,10  12,84 24,99
Restotan
7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,27  -4,52  12,84 8,59 0,27  0,23  12,84 13,34
8 Keuangan, Persewaan dan -0,33  8,11  12,84 20,62 -0,33  7,67  12,84 20,18
Jasa Perusahaan
9 Jasa 15,40  5,88  12,84 34,12 15,40  -2,25  12,84 25,99
JUMLAH 0,00  0,02  12,84 12,86 0,00  6,28  12,84 19,12
Sumber: Hasil Analisis, 2005
Keterangan :
PS =  Proportional Shift KPW =  Komponen pertumbuhan wilayah acuan (Kab. Sambas)
DS =  Differential Shift PEK =  Kinerja pertumbuhan daerah analisis
Sajingan BesarKec. Paloh
TABEL IV.10
HASIL PERHITUNGAN SHIFT SHARE BERDASARKAN PDRB 
KONSTAN 1993 DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 1999-2003  
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 Sedangkan penentuan sektor unggulan dilakukan dengan memanfaatkan 
matriks tipologi Klaasen (Friedmann dan Weaver, 1979), maka dilakukanlah 
penggabungan kedua hasil analisis (LQ dan Shift Share) tersebut sehingga diperoleh 
klasifikasi terhadap sektor-sektor dengan tipe-tipe sebagai berikut : 
1. Tipe I 
Merupakan sektor yang sangat berhasil, ditunjukkan dengan peranan yang 
dominan dalam perekonomian wilayah (LQ ≥ 1), sektor yang termasuk  dalam 
tipe ini akan menjadi sektor unggulan dalam pengembangan perekonomian 
wilayah. 
2. Tipe II 
Merupakan sektor dengan peranan tidak dominan dalam perekonomian wilayah 
(LQ < 1), sektor yang termasuk dalam tipe ini diharapkan dapat diarahkan untuk 
menjadi sektor penunjang bagi pengembangan sektor unggulan. Selanjutnya tipe-
No Sektor/Subsektor Kec. Paloh Sajingan Besar
dalam PDRB
1 Pertanian Mundur Agak Unggul
2 Pertambangan dan Penggalian Mundur Mundur
3 Industri Pengolahan Mundur Mundur
4 Listrik, Gas dan Air Bersih Agak Mundur Unggul
5 Bangunan Agak Unggul Agak Unggul
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran Unggul Unggul
7 Pengangkutan dan Komunikasi Agak Mundur Unggul
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Agak Unggul Agak Unggul
9 Jasa Unggul Agak Mundur
Sumber: Hasil Analisis, 2005
TABEL IV.11
KINERJA SEKTOR PEREKONOMIAN
DENGAN METODE SHIFT SHARE
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tipe diatas dapat dirangkum dengan lebih jelas menjadi tipologi sektor-sektor 
perekonomian yang dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berdasarkan hasil analisis, maka tipologi sektor-sektor perekonomian di 
kawasan perbatasan Kabupaten Sambas berdasarkan tipe dan sektornya dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Kecamatan Paloh terhadap wilayah Kabupaten Sambas 
Sektor yang masuk dalam tipe I di Kecamatan Paloh didominasi oleh sektor jasa 
(tersier) yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa lainnya; 
sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta 
sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah 
Kecamatan Paloh yang berada di pesisir cenderung lebih unggul dalam sektor 
jasa (tersier). Sedangkan sektor yang masuk dalam tipe II adalah sektor 
pertanian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan; serta sektor keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor-sektor dalam tipe II ini diharapkan 
menjadi penunjang bagi sektor unggulan.  
Tipe I
Unggul - Sektor yang sangat berhasil
- Merupakan sektor unggulan
Agak mundur Tipe II
- Berpotensi jadi dominan
- Merupakan sektor penunjang terhadap sektor 
unggulan
Sumber : Friedmann dan Weaver,1979 
Perkembangan Sektor Peranan Sektor
TABEL IV.12
TIPOLOGI SEKTOR PEREKONOMIAN
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2. Kecamatan Sajingan Besar terhadap wilayah Kabupaten Sambas 
Sektor yang masuk dalam tipe I di Kecamatan Sajingan Besar diantaranya adalah 
sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan ; dan sektor jasa. Sementara sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, meskipun masuk dalam kategori unggul namun memiliki nilai 
LQ < 1, sehingga nilai tambah dari sektor ini digunakan untuk mencukupi 
kebutuhan domestik. Sedangkan sektor yang masuk dalam tipe II adalah sektor 
pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan 
air bersih; sektor bangunan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang 
diharapkan menjadi penunjang bagi sektor unggulan. Hasil ini juga menunjukkan 
bahwa sektor primer (agriculture) cenderung menonjol di daerah inland 
(pedalaman). 
4.2.2. Kependudukan 
Penduduk kawasan perbatasan Kabupaten pada tahun 2003 berjumlah 30.522 
jiwa yang terdiri dari Kecamatan Paloh sebanyak 22.653 jiwa dengan tingkat 
kepadatan penduduk 20 jiwa/km² dan Kecamatan Sajingan Besar sebanyak 7.869 
jiwa dengan tingkat tingkat kepadatan penduduk 6 jiwa/km² kepadatan penduduk. 
Sedangkan menurut struktur mata pencaharian, mayoritas penduduknya bekerja di 
sektor pertanian baik sebagai petani (86,15%) maupun buruh tani (9.63%), sehingga 
total penduduk kawasan perbatasan yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 
95.78% penduduk (Gambar 4.6).  
 
 
GAMBAR 4.6
PENDUDUK KAWASAN PERBATASAN 
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
Lain-lain 0,83%
Jasa 1,71%
Nelayan 0,32%
Pedagang, 
Wiraswasta 0,59%
Pengusaha Industri 
0,11%
Buruh Tani 9,63%
PNS/TNI/POLRI 
0,67%
Petani 86,15%
Sumber : Bappeda Kab. Sambas, 2001
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4.2.2.1. Karakteristik Penduduk 
 Perbedaan karakteristik penduduk antara kawasan perbatasan bagian barat 
(Kecamatan Paloh) yang mayoritas etnis Melayu dengan kawasan bagian timur yang 
mayoritas etnis Dayak (Kecamatan Sajingan Besar) sangat menonjol. Atas dasar 
tersebut, maka pembahasan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat kawasan 
perbatasan ini akan dibagi dalam dua kelompok kajian : 
1. Kecamatan Paloh (Desa Temajok) 
Secara historis, seluruh penduduk di Desa Temajok di lima kelompok 
permukiman tersebut merupakan warga pendatang yang banyak berasal dari 
beberapa desa di wilayah Kecamatan Paloh bagian selatan. Penduduk perintis 
pertama kali datang dan menetap di kawasan ini sekitar tahun 1980-an terdiri dari 
beberapa kelompok. Mereka awalnya hidup dari eksploitasi hutan terutama 
penebangan kayu, yang kemudian secara berangsur-angsur mengembangkan 
kegiatan lain yang lebih intensif dan produktif seperti perkebunan, pertanian dan 
perikanan (nelayan). Sebagaimana umumnya masyarakat Kecamatan Paloh, 
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sebagaian besar masyarakat di kawasan ini adalah Suku Melayu dengan ciri 
Islam yang kuat. Adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari penduduk tidak berbeda 
dengan orang-orang Melayu lainnya di Kecamatan Paloh dan Kabupaten Sambas 
pada umumnya. 
 Di wilayah sarawak, terdapat satu kampung yaitu Kampung Telok Melano 
yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan masyarakat Desa 
Temajok. 
Mata pencaharian penduduk Desa Temajok sebagian besar adalah petani, 
terutama petani kebun (lebih dari 91%). Sebagian besar petani memiliki sendiri 
kebun-kebun meraka. Komoditas yang banyak dikembangkan adalah lada. 
Orientasi pasar lada rakyat ini lebih banyak dipasarkan ke Sarawak dibandingkan 
ke Sambas, Singkawang atau Pontianak. Sekitar 8% lebih penduduk Desa 
Temajok bekerja diberbagai sektor baik di sektor perdagangan, jasa maupun 
administrasi pemerintahan (guru, paramedis, dll) 
2. Kecamatan Sajingan Besar 
Penduduk Kecamatan Sajingan Besar yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah desa 
sebagian besar (97%) adalah Suku Dayak. Mereka merupakan penduduk asli 
yang sebagian besar berada di daerah pedalaman dan masing-masing mempunyai 
semacam marga. Jiwa kesatuan dan persatuan Suku Dayak cukup kuat, hal ini 
dibuktikan apabila sedang menghadapi ancaman dari luar maupun dari suku lain. 
Suku Dayak di pedalaman mempunyai rasa kebersamaan yang kuat disebabkan 
adanya sifat kepemimpinan mereka yang sangat kharismatik sehingga segala 
sesuatu yang dikatakan pemimpinnya selalu diikuti dan dilaksanakan. 
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Suku Dayak di kawasan perbatasan mempunyai hubungan kekeluargaan yang 
sangat erat dengan Suku Dayak yang ada di wilayah Sarawak. Dengan demikian 
penduduk sering melakukan hubungan lintas batas untuk berkunjung.  
4.2.2.2.  Pola Pengelompokan Penduduk 
 Pada umumnya penduduk di kawasan perbatasan ter sebar dalam banyak 
permukiman yang masing-masing permukiman atau kampung terdiri dari sejumlah 
keluarga kecil. Berdasarkan sukunya, sebagian besar wilayah perbatasan dihuni oleh 
penduduk asli Suku Dayak, diikutu Suku Melayu, Cina, Bugis, dan lain sebagainya. 
 Penyebaran penduduk kawasan perbatasan Kabupaten Sambas secara umum 
terjadi di dua pola pengelompokan. Di Kecamatan Paloh distribusi penduduk terpusat 
di sepanjang jalan raya dan pinggiran sungai, kecuali Desa Temajok yang memang 
belum terhubung jalan darat dengan Ibukota Kecamatan Paloh, terjadi 
pengelompokan penduduk yang terdiri dari 5 kelompok permukiman yaitu: Temajok 
Besar, Temajok Kecil, Maludin, Tekam Patah dan Camar Bulan. Sedangkan di timur, 
di wilayah Kecamatan Sajingan Besar pengelompokan terjadi di sepanjang jalur jalan 
dari Sungai Bening di barat hingga Dusun Beruang Desa Sebunga di timur. Beberapa 
perkampungan yang terletak diantara dua dusun tersebut berturut-turut adalah Batang 
Air, Batu Hitam, Sawah, Tanjung Senatab, ngolek, Tapang, Keranji, Kaliau, Aruk 
dan Aping (lihat Gambar 4.7). Penduduk diluar Suku Dayak umumnya penduduk 
pendatang yang menetap di kawasan ini karena alasan perkawinan dan pekerjaan. 
Jumlah penduduk dimasing-masing desa kawasan perbatasan hampir merata.                                          
Dengan dibangunnya jalan Galing-Tanjung Senatab-Kaliau-Aruk-Perbatasan dan 
jalur jalan Sentimo-Aruk-Kaliau, maka pengelompokan terbesar penduduk kawasan 
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ini diperkirakan terjadi di Simpang Tanjung. Diantara beberapa pusat 
pengelompokan tersebut, Simpang Tanjung merupakan lokasi yang memiliki akses 
paling tinggi ke semua bagian kawasan dan juga ke Kota Sambas.  
Sungai merupakan prasarana perhubungan terpenting di kawasan perbatasan 
sejak jaman dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu pergerakan penduduk banyak 
terjadi melalui jalur sungai ini. Implikasi penyebaran permukiman penduduk banyak 
terjadi di sepanjang sungai, sehingga pertumbuhan dan perkembangan desa maupun 
kota sebagian besar terjadi di sepanjang sisi dan perpotongan jaringan alur sungai. 
Namun tidak lama setelah dibangunnya jaringan jalan darat, maka orientasi 
pengelompokan penduduk mengalami pergeseran. Apabila sebelumnya penduduk 
lebih banyak mengelompok di lokasi-lokasi strategis di sepanjang sungai, maka 
sekarang pengelompokan penduduk lebih berorientasi di sepanjang sisi jalan raya. 
Pengelompokan penduduk di pinggiran jalan raya yang dapat dilihat secara visual ini 
berlangsung cukup intensif. 
 Orientasi penduduk kawasan perbatasan bagian timur (Kecamatan Sajingan 
Besar) belum sepenuhnya ke Kaliau sebagai Ibukota Kecamatan, tetapi mereka lebih 
berorientasi ke kota-kota yang lebih besar seperti Galing, Sambas, Sejangkung, 
Sekura dan Liku. Bahkan seringkali mereka mencari pelayanan sosial ekonomi ke 
Kota Biawak, Lundu dan Kuching di Sarawak (Malaysia). 
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• Pengelompokan penduduk 
sepanjang jalan raya dan tepi 
pantai 
• Mayoritas suku Melayu 
• Terdapat 5 
pengelompokan penduduk 
di Temajok 
• Mayoritas suku Melayu 
• Penduduk di Sajingan Besar 
mengelompok sepanjang 
jalan  
• Mayoritas suku Dayak 
(97%) 
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Kalimantan 
 
1.592     64,87 
Sebunga 
 
1.363   366,00 
Temajok 
 
1.587     231,00 
Sebubus 
 
6.720    326,21 
Nibung 
 
2.455    147,85 
Malek 
 
3.508    209,48 
Tanah Hitam 
 
2.944    125,06 
Mtg Danau 
 
3.847     44,01 
Sei. Bening 
 
 784      557,3 
Senatab 
 
2.071    110,04 
Sentaban 
 
1.741    173,86 
Kaliau 
 
1.910    197,74 
Total Penduduk 
Sajingan Besar Th.2003 
7.869 jiwa 
Kepadatan: 
6 jiwa/km2 
Total Penduduk 
Paloh Th. 2003: 
22.653 jiwa 
Kepadatan 
20 jiwa/km2 
Nama Desa 
 
Jml pddk       Luas 
  (jiwa)           (km2) 
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4.2.3. Sistem Aktifitas 
Sistem aktifitas di kawasan perbatasan dilihat berdasarkan sistem produksi 
(pertanian, perkebunan, pariwisata), sistem pengolahan dan sistem koleksi / distribusi 
(perdagangan). 
4.2.3.1. Sistem Produksi 
1. Pertanian  
Desa-desa di kawasan perbatasan mempunyai tipe yang terbagi dalam empat 
tipe utama, yaitu tipe desa persawahan, perladangan, perkebunan serta jasa dan 
perdagangan. Adapun tipe desa ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi 
dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan 
sebagian besar masyarakat desa. Pada Tabel IV.13 dapat dilihat kontribusi tanaman 
padi dan palawija yang cukup dominan di kawasan PALSA terutama padi ladang 
seluas 790 Ha atau 28,80% dari total areal padi ladang di Kabupaten Sambas, dengan 
produksi 1.249 ton (27,89% dari total produksi Kabupaten Sambas). Sedangkan 
tanaman palawija yang dominan adalah ubi kayu seluas 33 Ha atau 4,28% dari total 
areal ubi kayu di Kabupaten Sambas dengan produksi mencapai 386 ton (43,14% 
dari total produksi Kabupaten Sambas).  
Struktur perekonomian internal kawasan perbatasan didominasi oleh sektor 
pertanian, khususnya subsektor pertanian tanaman pangan  dan kehutanan. Subsektor 
perkebunan juga merupakan subsektor yang mulai berkembang di kawasan 
perbatasan. Diantara jenis-jenis tanaman perkebunan yang paling dominan adalah 
tanaman karet, lada, kopi dan kakao. 
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Diantara 4 komoditas utama tersebut, karet masih merupakan primadona di 
kawasan perbatasan dengan total produksi 837 ton pada tahun 2003, meskipun 
kontribusinya sebesar 4,81% masih sangat kecil dibanding total produksi Kabupaten 
Sambas. Areal perkebunan karet ini tersebar di seluruh desa perbatasan.. Sedangkan 
lada berada diurutan kedua dengan total produksi 360 ton tahun 2003 atau 24,32% 
dari total produksi Kabupaten Sambas (lihat Tabel IV.14). Luas areal perkebunan 
yang tercatat di kawasan PALSA adalah 4.323 Ha (4,70% dari luas areal perkebunan 
di Kabupaten Sambas) dengan total produksi sebesar 1.711 ton atau 3,61% dari total 
produksi perkebunan Kabupaten Sambas. Angka ini relatif kecil kecil jika 
dibandingkan dengan luas dua wilayah PALSA (39,71% dari total wilayah 
Kabupaten Sambas). Dari survey lapangan dan wawancara langsung kepada 
masyarakat diperoleh keterangan bahwa banyaknya penduduk yang menanam lada 
dan kelapa dalam terutama disebabkan permintaan komoditas ini di Sarawak cukup 
tinggi disamping harga jualnya juga bersaing. 
No Jenis
Tanaman
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
 (Ha) (Ton)  (Ha) (Ton)  (Ha) (Ton) (%) (%)
1 Padi Sawah 2.843 8.863 242 523 69.234 222.741 4,46 4,21
2 Padi Ladang - - 790 1.249 2.743 4.479 28,80 27,89
3 Jagung 3 4 8 11 257 392 4,28 3,83
4 Kedelai - - - - 612 10.709 0,00 0,00
5 Ubi Kayu 22 257 11 129 3.929 896 0,84 43,14
6 Ubi Jalar - - - - 126 930 0,00 0,00
7 Kacang Tanah - - - - 6 6 0,00 0,00
Jumlah 2.868 9.124 1.051 1.912 76.907 240.153 5,10 4,60
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Besar
PALSA 
Kab.Sambas
TABEL IV.13
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA
TAHUN 2003
Paloh Sajingan Kab. Sambas
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Sedangkan sektor perikanan di kawasan PALSA masih didominasi oleh 
budidaya perikanan laut, terutama di Kecamatan Paloh karena wilayah ini berada di 
pesisir pantai. Meskipun demikian budidaya perikanan darat juga sudah mulai 
dikembangkan. Tercatat produksi sektor perikanan Kecamatan Paloh pada tahun 
2003 sebesar 1.792,02 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 16.967.045.330,-. dan 
berada diurutan ke-tiga terbesar di Kabupaten Sambas (Tabel IV.15).   
 
 
 
 
 
  
      
 
No Jenis
Tanaman
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
 (Ha) (Ton)  (Ha) (Ton)  (Ha) (Ton) (%) (%)
1 Karet 323 194 2.895 643 49.053 17.417 6,56 4,81
2 Kelapa Dalam 585 344 9 4 23.596 15.549 2,52 2,24
3 Kelapa Hibrida - - - - 299 101 0,00 0,00
4 Kelapa Sawit - - - - 12.550 10.709 0,00 0,00
5 Kopi 22 18 35 18 2.583 896 2,21 4,02
6 Kakao 6 4 79 16 402 69 21,14 28,99
7 Lada 143 270 203 90 2.365 1.480 14,63 24,32
8 Aneka Tanaman 23 110 - - 1.183 1.135 - 9,69
Jumlah 1.102 940 3.221 771 92.031 47.356 4,70 3,61
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Besar
PALSA
thd Kab.Sambas
Paloh Sajingan Kab. Sambas
TABEL IV.14
LUAS AREA TANAMAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN
MENURUT JENISNYA TAHUN 2003
No Subsektor
Produksi Nilai Produksi Nilai Produksi Nilai
(Ton) (ribu Rp) (Ton) (ribu Rp) (Ton) (ribu Rp)
1 Perikanan Laut 1.524,74 10.902.447,85 - - 13.858,51 98.990.435,00
2 Perikanan Perairan 1,76 23.172,00 1,17 15.448,00 146,90 1.931.000,00
Umum
3 Perikanan Budidaya 265,52 6.043.425,48 - - 880,20 19.983.985,00
Jumlah 1.792,02 16.969.045,33 1,17 15.448,00 14.885,61 120.905.420,00
Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2003
Kec. Sajingan BesarKec. Paloh Kab. Sambas
TABEL IV.15
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN
TAHUN 2003
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2. Pariwisata 
Kegiatan pariwisata di Kabupaten Sambas relatif lebih berkembang dari 
daerah lainnya di Kalimantan Barat. Selain karena memiliki jumlah obyek wisata 
yang lebih banyak, kegiatan pariwisata ini sangat ditunjang oleh ketersediaan 
prasarana transportasi yang memadai. Namun sangat disayangkan seluruh potensi 
pariwisata tersebut belum dikelola dengan manajemen pengelolaan yang profesional, 
padahal sektor pariwisata ini sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
kawasan jika dikelola dengan baik. Pantai Tanjung Selimpai di Temajok misalnya, 
merupakan pantai dengan habitat penyu terbesar di Kalbar, bahkan karakteristik 
pantai ini tidak dimiliki oleh Sarawak.  
Sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maka pengembangan pariwisata di 
kawasan perbatasan diarahkan disepanjang jalur pantai barat di Kecamatan Paloh 
(pesisir pantai Tanah Hitam, pantai Tanjung Selimpai dan pantai Temajok). 
Sedangkan untuk Kecamatan Sajingan Besar, pengembangannya diarahkan pada 
wisata alam dan ecotourism seperti wisata air terjun Riam Berasap di Desa Kaliau, 
Goa Maria di Dusun Sasak.dan Taman wisata alam Gunung Dungan, Gunung Batu 
dan Tanjung Batu. Secara rinci sebaran lokasi wisata di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
 
 
 
4.8 140 
Pantai TemajokPantai Penyu Selimpai 
Pantai Tanah Hitam
 
Pantai Selimpai
Air Terjun Riam Berasap
Air TerjunRiam 
Goa Maria
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4.2.3.2. Sistem Pengolahan 
 Dengan struktur mata pencaharian penduduk kawasan perbatasan yang 
sebagian besar adalah petani (Gambar 4.6), maka sektor industri sama sekali tidak 
berkembang, baik industri ringan, sedang maupun berat. Namun komoditas industri 
kecil yang berasal dari Sambas, Sejangkung, dan Teluk Keramat terutama kerajinan 
tenun Sambas, anyaman rotan dan tikar sering dipasarkan ke Sarawak tetapi dalam 
jumlah yang sangat terbatas    
4.2.3.3. Sistem Koleksi dan Distribusi (Perdagangan dan Jasa) 
Kegiatan ekonomi yang tidak kalah pentingnya di kawasan perbatasan adalah 
kegiatan perdagangan. Dengan memperhatikan posisinya yang berbatasan langsung 
dengan Sarawak (Malaysia) yang perekonomiannya lebih maju, maka kegiatan 
perdagangan ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun kegiatan 
perdagangan berskala besar di kawasan perbatasan hingga tahun  1999 relatif sangat 
sedikit (0.2%). Selebihnya berupa kegiatan perdagangan berskala sedang (11.90%) 
dan perdagangan berskala kecil (87.90%). 
Selama ini memang telah disadari bahwa orientasi ekonomi kawasan 
perbatasan adalah ke wilayah Sarawak (Malaysia). Sedangkan untuk pemasaran 
komoditi ke pusat-pusat pasar di Kabupaten Sambas masih cukup sulit dilakukan. 
Hal ini disebabkan belum cukup tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, 
sehingga proses koleksi, distribusi, dan pelayanan di kawasan pebatasan mengikuti 
pasang surutnya air sungai. Pada musim hujan komoditi dari pedalaman dapat 
dipasarkan melalui sungai-sungai kecil yang menginduk ke Sungai Sambas, 
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Bantanan dan Paloh. Dari sungai ini melalui jarak dan rantai pemasaran yang 
panjang, barang-barang dapat dipasarkan ke pusat-pusat pemasaran dalam waktu 
berhari-hari. 
Mengingat permukiman penduduk tersebar di jalur transportasi air yang 
panjang dan lama, maka sistem pasar yang berlaku mengikuti pola berantai dari 
produsen melalui beberapa pengumpul kemudian dipasarkan ke pasar yang lebih 
besar. Grafik dibawah ini memperlihatkan proporsi perdagangan berdasarkan skala 
besar kecilnya (Gambar 4.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagai konsekuensi logis kedekatan aspek fisik-geografis antara wilayah 
Kabupaten Sambas dengan wilayah Sarawak (Malaysia) yang berbatasan langsung, 
telah menyebabkan terjadinya hubungan ekonomi antar kedua wilayah. Mekanisme 
hubungan perdagangan ini pada dasarnya saling menguntungkan kedua wilayah. 
Intensitas hubungan ekonomi kawasan perbatasan senantiasa meningkat dari waktu 
GAMBAR 4.9
SKALA PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN
Skala Besar 
0,20%Skala Sedang
11,90%
Skala Kecil
87,90%
Sumber :  Bappeda Kab. Sambas, 2001
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ke waktu. Komoditas barang yang diperdagangkan umumnya berupa hasil bumi 
(pertanian, perkebunan, kehutanan) serta barang konsumsi rumah tangga. Transaksi 
perdagangan dilakukan secara perorangan sehingga data mengenai intensitas 
perdagangan lintas batas ini sukar diperoleh secara pasti. Namun indikasinya terlihat 
dari tingginya aliran barang dan manusia yang melintasi perbatasan, khususnya di 
Aruk (Sajingan Besar) yang memiliki akses langsung dengan kota terdekat (Biawak). 
Potensi terjadinya transaksi perdagangan maupun tenaga kerja ilegal sangat tinggi 
disebabkan hingga saat ini belum terdapat Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).  
4.2.4. Keterkaitan Antar Ruang di Kawasan Perbatasan 
Kajian terhadap materi RTRW Kabupaten Sambas dan kesesuaian lahan di 
wilayah yang bersangkutan menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Kabupaten 
Sambas memiliki lahan yang sangat memadai untuk pengembangan kawasan 
budidaya khususnya pengembangan budidaya pertanian lahan kering dan hutan 
produksi. Luas areal budidaya yang dapat dikembangkan di wilayah ini sesuai 
dengan tingkat kesesuaian lahannya mencapai 56,83%. Sedangkan kawasan lindung 
ditetapkan sebesar 43,17% dari total luas wilayah perbatasan atau sekitar 32,4% dari 
total kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Sambas seluas 72.289 Ha. Luas 
kawasan lindung ini bisa saja bertambah karena kawasan lindung yang ditetapkan 
tersebut belum termasuk kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air, 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.16 berikut ini.  
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Dari ke-delapan lokasi kawasan lindung dalam wilayah perbatasan tersebut, 
jenis hutan lindung merupakan kawasan yang terluas, terutama kawasan hutan 
lindung Gunung Bentarang-Dindan yang memanjang dari Desa Sungai Bening 
sampai Sebunga yang merupakan sebagian dari rangkaian pegunungan di garis 
perbatasan dengan beberapa puncaknya seperti Gunung Puai (1.210 m), Bebai (1.498 
m) dan Gunung Tempurung (1.315 m) di sebelah selatan, Gunung Bekumpai (1.232 
m) dan Gunung Bentarang (1.376 m). Luas hutan lindung Gunung Bentarang-Dindan 
ini sekitar 13.813 Ha yang berarti sekitar 58% dari keseluruhan luas kawasan lindung 
di kawasan perbatasan atau sekitar 25% dari luas kawasan perbatasan itu sendiri. 
Ini berarti peranan kawasan pegunungan ini akan sangat menentukan bentuk 
penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan terutama bagian tengah dan 
selatan, paling tidak strategi dan pola pengembangan yang direncanakan harus tetap 
berorientasi pada pengamanan kawasan hutan lindung inti atau dengan kata lain tidak 
ada kegiatan lain dikembangkan yang akan mengganggu fungsi lindung kawasan ini. 
No Luas
(Ha) Terhadap KL Terhadap Kwsn
Perbatasan
1 HL Gunung Bentarang-Dindan 13.813 58,96 25,46
2 HL Gunung Tanah Merah 725 3,09 1,34
3 HL Gunung Senipis 1.635 6,98 3,01
4 HL Gunung Rasau 316 1,35 0,58
5 Taman Wisata Alam G. Melintang 1.809 7,72 3,33
6 Taman Wisata Alam G. Batu 941 4,02 1,73
7 Taman Wisata Alam Tj. Datu 2.697 11,51 4,97
8 Taman Wisata Alam G. Dungan 1.491 6,36 2,75
23.427 100,00 43,17
Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, 2001
Kawasan Lindung Prosentase (%)
TABEL IV.16
LUAS KAWASAN LINDUNG DI KAWASAN PERBATASAN
SESUAI RTRW KABUPATEN SAMBAS 2001-2010
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Bahkan kandungan potensi yang dimiliki kawasan ini sebenarnya dapat 
dikembangkan sebagai obyek wisata yang dapat berlagsung secara sinergis dengan 
kegiatan-kegiatan lain dalam suatu pola pengembangan terpadu yang serasi dan 
saling menguntungkan. Sementara itu, dibagian lain RTRW Kabupaten Sambas 
Tahun 2001-2010 yaitu dalam arahan pengembangan kawasan budidaya umumnya 
diarahkan pada pengembangan pertanian lahan kering dan hutan produksi. Hanya 
sebagian dari kawasan pantai di Desa Temajok (Kecamatan Paloh) diarahkan 
penggunaannya sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan pantai. Pertanian 
lahan kering umumnya dialokasikan ke bagian timur kawasan di Kecamatan 
Sajingan Besar, terutama di Desa Sungai Bening, Tanjung Senatab, Kaliau dan 
Sebunga. Pengembangan pertanian lahan kering ini tersebar di sepanjang dua sisi 
tepi poros jalan desa dari Sungai Bening di barat hingga Sebunga di Timur. 
Sedangkan sebagian besar kawasan di luar kawasan lindung ditetapkan sebagai lahan 
budidaya hutan produksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
Sementara itu dalam konteks pengembangan  wilayah di Provinsi Kalbar, 
yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) sepanjang 857 km telah 
ditetapkan 5 zona perbatasan di 5 Kabupaten yang menjadi prioritas program 
pembangunan PLB (Pos Lintas Batas) sebagai pintu gerbang masuk dan keluar 
antara kedua negara dimana salah satu diantaranya berada di Kabupaten Sambas. 
Sedangkan Temajok (Kec. Paloh) diarahkan sebagai pusat pertumbuhan di kawasan 
perbatasan namun tidak diprioritaskan sebagai PLB resmi. Ke-5 zona pengembangan 
kawasan perbatasan ini dikenal sebagai BDC (Border Development Center) dapat 
dilihat pada Tabel IV.17.  
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Tanaman keras/perkebunan 
Ladang dataran rendah 
Hutan dataran rendah 
Persawahan 
Hutan rawa gambut 
Hutan gundul/baru ditebang 
Kawasan Perbatasan 
PALSA Kab. Sambas 
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Pola keterkaitan penataan ruang antara  zona perbatasan yang ada di Kalbar 
ini sangat menentukan dalam mendukung program pembangunan kawasan 
perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan karena didasarkan pada 
spesialisasi pengembangan masing-masing kawasan agar tercipta sinergitas antar 
kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Dari ke-lima kawasan BDC tersebut, PPLB 
Entikong Kabupaten Sanggau masih merupakan pintu keluar masuk utama bagi 
orang dan barang, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat dipahami karena 
memang BDC Entikong-Tebedu merupakan satu-satunya pintu masuk resmi 
antarnegara di Kalbar dan telah berstatus PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas). 
Sementara ke-empat BDC lainnya masih berstatus PLB (Pos Lintas Batas). Kondisi 
ini menyebabkan arus pergerakan melalui PPLB Entikong sangat dominan di Kalbar. 
Bahkan pergerakan orang maupun barang dari Kabupaten Sambas mayoritas masih 
melalui PPLB Entikong dibanding masuk melalui PLB Aruk.        
No Keterangan
Kalbar Sarawak
1 Entikong Tebedu Sudah berfungsi
Kab. Sanggau
2 Nanga Badau Lubuk Antu Dalam Pelaksanaan
(Kab. Kapuas Hulu)
3 Aruk Biawak Program Prioritas
(Kab. Sambas)
4 Jagoi Babang Serikin Program Berlanjut
(Kab. Bengkayang)
5 Jasa Sri Aman Program Berlanjut
(Kab. Sintang)
Sumber : Bappeda Provinsi Kalbar, 2005
Kawasan Perbatasan
TABEL IV.17
ZONA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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GAMBAR 4. 11 
ZONA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 
4.2.5. Pola Interaksi Masyarakat 
 Interaksi penduduk perbatasan PALSA dengan Sarawak secara sosial dan 
ekonomi masih cukup kuat terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan 
Sarawak, yaitu Desa Kaliau’, Sebunga dan Senatab (di Sajingan) dengan Kampung 
Biawak (Sarawak) dan Desa  Temajok (Paloh) dengan Kampung Telok Melano dan 
Kota Sematan (Sarawak). 
 Semakin jauh letak desa dengan perbatasan, interaksi penduduk (secara 
ekonomi) semakin kecil walaupun jika dilihat dari jaraknya masih cukup dekat. Hal 
ini didapat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa warga dan pedagang di 
Sumber : Bappeda Provinsi Kalbar, 2005 
Pola pergerakan lintas 
batas di Kalbar masih 
dominant melalui PPLB 
Entikong, termasuk 
masyarakat Kabupaten 
Sambas 
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Kecamatan Galing yang hanya berjarak ± 50 km dari perbatasan Aruk-Biawak. 
Sebagian besar dari mereka beralasan bahwa meskipun jaraknya cukup dekat dengan 
Sarawak, namun kondisi jalan darat menuju perbatasan yang sangat buruk (terutama 
musim hujan) menyebabkan mereka lebih memilih berdagang dan berbelanja di Kota 
Sambas atau Sekura, yang aksesibilitasnya cukup baik. Namun ada sebagian kecil 
masyarakat beralasan menjual komoditas mereka ke Sarawak lewat Aruk (Sajingan) 
justru kurang menguntungkan karena mereka tidak memiliki posisi tawar. Harga 
komoditas tersebut biasanya sudah ditentukan secara sepihak oleh pedagang 
pengumpul di Biawak, belum lagi terkadang mereka dikenakan “cukai tidak resmi” 
sehingga keuntungan yang diperoleh berkurang. 
 Begitu pula interaksi sosial, intensitasnya semakin kecil seiring bertambahnya 
jarak tempat tinggal mereka. Bagi desa-desa yang berbatasan langsung, intensitas 
interaksi sosial masyarakatnya masih cukup tinggi. Ini terlihat pada waktu upacara 
adat dan kenduri. Masyarakat yang memang cukup dekat secara adat dan budaya 
tersebut saling berkunjung. Bahkan banyak dari mereka yang masih memiliki 
hubungan kekerabatan yang cukup dekat. 
4.2.6. Sistem Infrastruktur 
 Upaya penanganan permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas – Sarawak akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kondisi 
infrastruktur. Berdasarkan hasil survey lapangan, hingga tahun 2005 ini sudah 
dimulai program pembangunan fisik dan prasarana kawasan perbatasan PALSA oleh 
Pemerintah Kabupaten Sambas dengan intensitas yang masih sangat terbatas. 
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Diantara infrastruktur yang direncanakan, peningkatan akses jalan darat merupakan 
program prioritas.  
Disamping itu sebagai tindak lanjut kesepakatan Sosek Malindo, pihak 
Sarawak juga telah merealisasikan pembangunan infrastruktur di perbatasan mereka 
(Lihat Tabel IV.18 dan Tabel IV.19). Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan dari 
masing-masing negara untuk merealisasikan rencana pembukaan border pada tahun 
2006 (Bappeda Sambas, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Kerjasama Pemkab Sambas No Pemerintah Pusat
dengan Pemprov Kalbar
1 Pembangunan sarana air bersih 1 Pembangunan POLSEK Sajingan, Galing
di Temajok dan Paloh
2 Penyediaan listrik tenaga surya 2 Pengerasan jalan 7,5 km di Kec. Sajingan
di Temajok dan Ciremai 3 Dibukanya Kantor Imigrasi Kab. Sambas
3 Pembangunan SMK Kecil di Paloh 4 Survey rencana pembangunan pangkalan
4 Pembangunan jembatan rangka baja TNI Angkatan Laut oleh Mabes ALRI
di Saing Rambi sepanjang 120 m 5 Pembangunan TV Lokal Kab. Sambas
5 Pembagunan POLSEK di Paloh oleh BPPT dan LEN
6 Pengerasan jalan Sajingan dan 6 Pembangunan Irigasi semi teknis di Sajingan
pembangunan jembatan Sijang Sajingan
7 Pembangunan CIQ dan PLB di Aruk 7 Pembangunan mercu suar di Tg. Datuk
8 Penetapan titik koordinat tapal batas antar
negara oleh Dittopad
9 Penentuan Aruk sebagai Pusat Kegiatan
Nasional dalam sistem kawasan perbatasan
KASABA
10 Penetapan Kab. Sambas sebagai sentra
jeruk Nasional oleh Presiden (Juni 2004)
11 Penyusunan tata ruang kawasan pengemb.
Ekonomi PALSA
12 Master Plan Kelautan dan Pesisir
Sumber: Progress Report Bidang Fisik Bappeda Kab. Sambas, 2005
TABEL IV.18
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN 
YANG TELAH TEREALISASI HINGGA TAHUN 2005
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 Sementara itu dalam sidang Sosek Malindo yang terakhir (Sidang ke-21) 
yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Mei 2005 di Pontianak, telah dihasilkan suatu 
keputusan yang penting yaitu mengesahkan hasil pengukuran ulang titik tengah 
pertemuan jalan Aruk – Biawak yang dilakukan bersama sama tim Kalbar dan 
Sarawak pada tanggal 27 Maret 2005 (Gambar 4.12). Hasil pengukuran ulang titik 
tengah sesuai Gambar 4.9 diatas adalah sebagai berikut: 
• Jalan batas Aruk – Biawak berada diantara Titik D200 (RSO: X = -1184,33 dan 
Y=178201,06) dan Titik D201 (RSO: X = -901,37 dan Y = 178321,65). 
• Titik tengah utama pertemuan jalan Aruk – Biawak berada pada koordinat 
(RSO) X= - 1072,62 dan Y = 178248,68. 
• Titik tengah pertemuan jalan aruk biawak berada pada garis lurus dari D200 ke 
D2001 dan bukan merupakan Patok Batas Negara. 
 
No.
1 Pembangunan jembatan Lundu sepanjang 120 meter dan 9 buah
jembatan kecil menuju Aruk-Sajingan
2 Pembangunan akses jalan dari Biawak ke Aruk
3 Fasilitas CIQ sementara di Biawak
4 Supply batu untuk pengerasan jalan di Sajingan
5 Penetapan Sematan berdampingan dengan Temajok-Paloh 
sebagai pusat wisata terbesar di pulau Borneo
6 Pembuatan Master Plan  PALSA dan site plan Aruk-Sajingan
Sumber: Progress Report Bidang Fisik Bappeda Kab. Sambas, 2005
Kegiatan
TABEL IV.19
INFRASTRUKTUR YANG SUDAH DIREALISASIKAN
PEMERINTAH SARAWAK DI PERBATASAN HINGGA TAHUN 2005
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D 198 (D)
D 199 (D)
D 200 (C)
D 201 (D)
D 202 (D)
D 203 (D)
D 204 (D)
INDONESIA - MALAYSIA INTERNATIONAL BOUNDARY
SARAWAK
(MALAYSIA)
WEST KALIMANTAN
(INDONESIA)
Keterangan:
Batas negara  berda sarka n wa tersed
Garis lurus antar titik patok batas
Titik patok b atas
Rencana p emb ang unan ja lan
Jala n setapa k
Keterangan Ordinat Titik Patok (RSO):
D 198  (D)
D 199  (D)
D 200  (C)
D 201  (D)
D 202  (D)
D 203  (D)
D 204  (D)
Titik X Y Titik X Y
- 1 377.0 80
- 1 279.5 50
- 1 184.3 30
-   901.3 70
178 266.4 40
178 193.4 00
178 201.0 60
178 321.6 50
- 7 30.14 0
- 5 01.60 0
- 3 65.75 0
178 297.0 70
178 159.8 60
178 222.8 90
Su m be r: Kato pd a m  VI/ Ta njung p ura
 
GAMBAR 4.12 
HASIL PENGUKURAN ULANG TITIK TENGAH 
PERBATASAN ARUK-BIAWAK 
 
4.2.6.1. Sistem Transportasi  
Untuk mengetahui peranan prasarana transportasi di kawasan perbatasan baik 
secara internal (keadaan di kawasan perbatasan) maupun secara eksternal (dalam 
kaitannya dengan wilayah Sarawak) akan dikaji kondisi dan kebutuhan prasarana 
transportasi yang meliputi transportasi darat dan air.  
1. Transportasi Darat 
 Sistem transportasi darat di kawasan perbatasan sangat penting artinya bagi 
keterbukaan suatu daerah terhadap daerah lainnya. Kondisi jaringan jalan di kawasan 
Sumber : Bappeda Provinsi Kalbar, 2005 
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perbatasan pada saat ini dapat dikatakan sangat buruk ditinjau dari segi kualitas jalan. 
Terdapatnya ruas jalan horisontal yang menghubungkan dusun-dusun di Kecamatan 
Sajingan Besar dari Sungai Bening sampai Beruang (Desa Sebunga) belum mampu 
menjamin kelancaran aliran barang maupun orang secara optimal. Kendala besar 
masih dihadapi terutama dimusim hujan dimana sebagian besar jalan sangat sulit 
dilalui. 
 Beberapa titik dalam ruas ini bahkan sangat berbahaya untuk lalu lintas 
kendaraan karena aligment vertikal yang terlalu tinggi seperti “Mungguk Tempayan” 
di ruas antara Kaliau-Aruk dan  “Mungguk Menyan” di ruas jalan antara Batu Hitam 
dan Sungai Bening. Beberapa jembatan juga sangat memprihatinkan kondisinya 
sehingga tidak dapat dilalui kendaraan bermotor seperti jembatan Sungai Batang Air, 
jembatan Sungai Sajingan Besar, dan jembatan Sungai Sempayang di Tanjung (Desa 
Senatab). Demikian pula ruas jalan dari Simpang Tanjung melalui Galing yang 
belum sepenuhnyaberfungsi dengan baik. Beberapa ruas jalan seperti letter S dan 
Mungguk Tanah Merah, Senipahan dan ±5 km di ujung jalan menuju Tanjung  masih 
berupa jalan tanah yang licin dan gembur bila diguyur hujan. Sehingga bila hujan 
turun, ruas jalan Tanjung-Galing memakan waktu tempuh sekitar 5 jam dengan jarak 
±40 km, sedangkan bila keadaan jalan kering rute yang sama bisa dilalui hanya 
dalam waktu 1,5 jam. Kondisi ini tidak berbeda dengan jalur jalan Sajingan-Logpon 
(Sentimo) yang panjangnya ±37 km. 
 Di Temajok, transportasi eksternal masih dirasakan lebih baik. Meskipun 
jalan darat Ciremai-Temajok belum selesai dikerjakan dan belum berfungsi optimal, 
masih tersedia satu jalur alternatif yang dapat dilalui yaitu jalur pantai. Pantai 
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sepanjang 46 km dari Mutusan ke Temajok bila air laut surut merupakan jalan darat 
yang cukup nyaman dilalui kendaraan roda dua. Kendala jalur ini hanya beberapa 
titik berpasir gembur, Tanjung Lumpur dan di muara-muara sungai. Jalur jalan pasir 
pantai ini dapat ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 1,5 jam . Sistem 
transportasi internal Temajok dan sekitarnya hampir 100% merupakan sistem 
transportasi darat, kecuali transportasi eksternal yang sebagian besar masih 
menggunakan transportasi laut. Jalan-jalan lingkungan yang diperkeras dengan 
paving block maupun semen menghubungkan kelima kelompok permukiman yang 
ada. Bahkan ruas jalan Temajok Kecil-Tekam Patah memanjang sampai ke batas 
antara Desa Temajok dengan Kampung Telok Melano di Sarawak. Jalan ini hanya 
dapat dilalui kendaraan roda dua. Bebarapa ruas jalan tanah dan setapak juga 
membantu sirkulasi internal kawasan. Dari Camar Bulan tersedia ruas jalan tanah 
berpasir yang cukup lebar namun menyempit sejak 1 km terakhir menuju ujung ruas 
jalan Temajok-Ciremai. 
 Transportasi menuju Sarawak (Telok Melano) dapat ditempuh melalui jalan 
darat menggunakan sepeda motor hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk 
sampai di Telok Melano, melalui punggung bukit kecil antara Gunung Melano dan 
Gunung Pangi. Sebagian jalan antarnegara ini sudah diperkeras dengan paving block, 
dan sebagian lagi masih merupakan jalan tanah setapak. Terusan jalan ini yang 
masuk wilayah Sarawak seluruhnya masih belum diperkeras sampai di pintu masuk 
Kampung Telok Melano. Sedangkan jalan-jalan di dalam kampung mereka telah 
diperkeras dengan semen. 
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2.  Transportasi Air (Sungai/Laut) 
             Transportasi air (sungai/laut) cukup berperan dalam pengangkutan barang 
dan penumpang untuk keluar masuk wilayah perbatasan, terutama yang belum 
terjangkau prasarana jalan. Beberapa sungai yang dapat dilayari di kawasan 
perbatasan adalah : 
• Sungai Paloh dan Sungai Bemban di Kecamatan Paloh yang dapat dilayari 
dari Dermaga Merbau ke hulu hingga Desa Sungai Bening melalui Seputeh. 
• Sungai Bantanan-Sempayang-Batang Air dapat dilayari dari Sekura/Teluk 
Kalong-Galing-Sasak sampai Tanjung Belipat. Dari Tanjung Belipat sampai 
ke Batang Air maupun Tanjung Senatab hanya dapat dilalui dengan perahu 
kecil. 
• Sungai Sambas-Sentimo dapat dilalui dengan motor air dari Dermaga Sambas 
hingga Logpon (Sentimo) selama ± 4 jam. Dari sini perjalanan dilanjutkan 
melalui jalan darat menuju Kaliau melewati Beruang, Aping dan Aruk. 
 Di Desa Temajok, transportasi air dilakukan melalui wilayah Laut Natuna 
dari Dermaga Setingga atau Merbau menyeberang Sungai Paloh dan menyusuri 
Sungai  Mutusan hingga ke muaranya, kemudian masuk ke jalur laut menuju 
Temajok. Perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu ± 4 jam dengan motor air. 
Namun di musim angin barat pada bulan Oktober sampai Januari jalur ini sulit dilalui 
akibat besarnya gelombang laut yang membahayakan pelayaran. 
Kelancaran  sistem pengangkutan sungai/laut sangat tergantung pada iklim 
dan cuaca. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukan air menurun 
sehingga kapasitas sungai sebagai jalur pengangkutan menjadi menurun pula.  
 
 
 
 
Express Way 
4.13 156 
Gerbang perbatasan di 
Paloh 
Jalan Aruk-Biawak Jalan menuju perbatasan Jalan Lundu-Biawak 
 
Transportasi laut 
Angkutan sungai 
Kondisi jalan 
Kampung Biawak Desa Kaliau 
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Mengingat jalan raya merupakan jalur alternatif belum berfungsi dengan 
baik, maka pada saat kemarau panjang akan mempengaruhi perekonomian wilayah, 
seperti meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa ketergantungan perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk terhadap 
sistem pengangkutan sangat tinggi. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan ini 
diperlukan intervensi pemerintah untuk segera mengembangkan sistem transportasi 
jalan raya. Selain itu di Desa Sebubus Kecamatan Paloh terdapat sebuah dermaga 
pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Merbau. Pelabuhan ini biasanya digunakan bagi 
kapal-kapal yang mengangkut hasil bumi, kayu dan barang-barang kebutuhan pokok 
dari dan menuju kota-kota di Kabupaten Sambas, bahkan sampai ke Sematan 
(Sarawak).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
4.2.6.2. Energi 
 Kawasan PALSA sebagian sudah terjangkau pelayanan listrik PLN, namun 
dari ke-enam desa yang berbatasan langsung dengan Sarawak (malaysia), hanya 
Ibukota Kecamatan  Sajingan Besar (Kaliau) dan Sebunga saja yang mendapat 
layanan listrik PLN. Sumber listrik yang digunakan adalah dari tiga unit Generator 
Diesel berkapasitas masing-masing 30 KW dan 40 KW. Mesin berkapasitas 30 KW 
digunakan untuk melayani kawasan Ibukota Kecamatan Sajingan Besar dan 
sekitarnya, yang hanya dimanfaatkan sebesar 19 KW saja. Sedangkan mesin dengan 
kapasitas 40 KW baru dimanfaatkan sekitar 31 KW untuk melayani kelompok-
kelompok permukiman di Desa Sebunga mulai dari Aruk, Aping hingga Sebunga. 
Sedangkan mesin berkapasitas 20 KW digunakan sebagai cadangan. Lama operasi 
kedua mesin tersebut setiap hari hanya 12 jam mulai dari jam 18.00 sampai jam 
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06.00, ditambah pada hari minggu dan libur selama 6 jam di siang hari. Jangkauan 
pelayanan listrik PLN dapt dilihat pada Tabel IV.20 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelayanan PLN di kawasan PALSA masih sangat rendah. Selama kurun waktu 2000-
2003 peningkatan produksi listrik di Kecamatan Paloh sebesar 10,73% namun tanpa 
diimbangi dengan peningkatan kapasitas terpasang, akibatnya kapasitas yang ada 
tidak mampu melayani pertumbuhan pelanggan sebesar 4,60%, terutama pada beban 
puncak. Sebaliknya meningkatnya daya terpasang di Kecamatan Sajingan Besar 
sebesar 18,56%  tidak diikuti oleh peningkatan produksi, bahkan angka 
pertumbuhannya negatif. Hal ini disebabkan  pelayanan listrik PLN di Kecamatan 
Sajingan Besar sangat tergantung pada kemudahan transportasi bahan bakar mesin 
generator. Sulitnya transportasi membuat harga bahan bakar sampai dilokasi PLTD 
menjadi sangat mahal, sehingga PLN cenderung merugi setiap bulannya. Sementara 
kenaikan tarif secara lokal tidak bisa dilakukan mengingat daya beli masyarakat 
perbatasan masih sangat rendah. Dengan demikian beberapa permukiman seperti 
Tapang, Keranji, Ngolek, Tanjung Senatab, Sawah, Batu Hitam, Batang Air dan 
No Uraian Satuan
2000 2003 Rate(% ) 2000 2003 Rate(% )
1 Daya Terpasang KW 500 500 0,00 60 100 18,56
2 Daya Mampu KW 400 460 4,77 58 96 18,29
3 Beban Puncak KW 382 381 -0,09 47 50 2,08
4 Produksi KWH 399.857 542.864 10,73 124.542 114.192 -2,85
5 Pelanggan Ruta 3.145 3.599 4,60 229 260 4,32
6 Penjualan KWH 2.539.480 2.873.360 4,20 72.330 133.223 22,58
7 Pendapatan Juta Rp. 466,79 1291,42 40,38 13,75 50,88 54,67
Sumber : Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Dalam Angka, 2003
Kec. Paloh Kec. Sajingan Besar
TABEL IV.20
PELAYANAN SAMBUNGAN LISTRIK PLN DI KAWASAN 
PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2000-2003
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Sungai Bening belum terlayani listrik PLN. Sedangkan  di Desa Temajok Kecamatan 
Paloh beberapa individu maupun komunal menyediakan generator sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan listrik mereka. 
 Untuk menanggulangi kendala tersebut sebenarnya Kawasan perbatasan 
khususnya Sajingan Besar dan sekitarnya dapat memanfaatkan sumber energi 
setempat yang cukup besar dan murah yaitu tenaga air. Setidaknya ada 3 (tiga) buah 
riam yang secara teknis dapat dikembangkan sebagai sumber tenaga listrik yaitu 
Riam Berasap di Sajingan Besar, Riam Pencarek di Tanjung Senatab dan Riam 
Batang Air di Dusun Batang Air. Bahkan Riam Berasap telah pernah dikelola 
sebagai pusat pembangkit listrik mikro hidro berkekuatan 60 KW, namun instalasi 
tersebut hanya berfungsi baik sekitar dua bulan kemudian terbengkalai karena intake-
nya jebol dan sampai saat ini tidak pernah mendapat perbaikan dan pemeliharaan.  
4.2.6.3. Telekomunikasi 
 Pelayanan Telekomunikasi di kawasan perbatasan berupa jaringan telepon 
maupun seluler terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan Sarawak 
hingga saat ini belum ada, kecuali penggunaan radio SSB yang dioperasikan oleh 
individu-individu. Kondisi ini sangat berbeda dengan Sarawak. Kampung Telok 
Melano yang berseberangan dengan Desa Temajok sudah dilengkapi dengan sarana 
telekomunikasi yang dapat digunakan umum padahal penduduk kampung ini hanya 
sekitar ± 250 orang atau 50 KK saja.  
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4.2.6.4. Air Bersih 
Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perbatasan sebagian besar 
dilaksanakan secara kolektif dan individu. Penduduk Desa Temajok saat ini 
menggunakan beberapa sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Sebagian 
penduduk yang berada di Temajok Besar dan sebagian kecil penduduk di Temajok 
Kecil menggunakan air dari lereng Gunung Melano di Maludin yang dialirkan secara 
gravitasi melalui pipa induk berdiameter 2,5 inci. Debit air dari Gunung Melano ini 
sekitar 10 liter perdetik. Seharusnya debit air ini cukup untuk melayani kelima 
kelompok permukiman, namun karena pipa induk yang digunakan relatif kecil 
ditambah kualitas sambungan yang kurang baik, maka aliran air sudah kehilangan 
tekanan sampai di Temajok Kecil. Sebagian penduduk di Temajok Kecil dan Camar 
Bulan memanfaatkan air sumur dangkal dan air sungai untuk memenuhi kabutuhan 
air bersih mereka. 
Salah satu sumber air bersih lain yang cukup memadai terdapat di kaki 
Gunung Pangi, ± 4 km dari Camar Bulan ke arah timur. Sumber air ini berada pada 
ketinggian ± 80 m dari muka laut dan memiliki debit ± 3 lter perdetik pada musim 
kemarau. 
Alternatif lain adalah dengan menggali sumur-sumur dangkal untuk 
mendapatkan air tanah di kawasan dataran rendah minimal 100 m dari garis pantai 
untuk menghindari intrusi air laut. Bahkan di Temajok Kecil, menurut pengamatan 
intrusi air laut sangat kecil. Terbukti dengan kualitas air sumur yang hanya sekitar 20 
m dari garis pantai kadar garamnya masih dibawah batas ambang. Untuk mengetahui 
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secara lebih pasti kondisi fisik dan kimiawi air tanah yang akan dikembangkan 
diperlukan penelitian air tanah secara lebih rinci dan teknis. 
Di kawasan perbatasan bagian timur (Sajingan Besar) sumber air bersih 
sangat berlimpah, hanya perlu membangun jaringan pipa mulai intake sampai 
distribusi ke rumah-rumah. Instalasi sistem jaringan air bersih di kawasan ini 
sepenuhnya dapat menggunakan sistem gravitasi. Kualitas airnya pun sangat baik 
dan hampir tidak diperlukan proses kimia dan pengendapan. Beberapa sumber air 
bersih yang dapat digunakan antara lain hulu Sungai Batang Air, Sungai Sempayang 
dan Sungai Sajingan Kecil. Air tanah di kawasan ini juga cukup baik, dengan 
kedalaman sumur berkisar antara 0.8 sampai 3 meter dibawah permukaan tanah. 
Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan potensi sumber air bersih ini adalah 
kelestarian gunung-gunung yang ada di dalam kawasan ini yang berfungsi utama 
sebagai pengendali sistem hidrologis kawasan, mulai dari penangkap air hujan, 
penyimpan aquifer dan pengendali banjir. Bila kawasan pegunungan ini tidak 
dilestarikan, maka niscaya beberapa waktu mendatang kawasan perbatasan ini akan 
sangat kekurangan air bersih. 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nana Sumber Lokasi Perkiraan Debit Keterangan
(Desa) (liter/detik)
1 Gunung Melano Temajok 10 Semuanya 
2 Gunung Pangi Temajok 3 didistribusikan
(musim kemarau) secara gravitasi
3 Sungai Batang Air Sungai Bening > 10
4 Sungai Sempayang Senatab > 10
5 Sungai Sajingan Kecil Senatab > 10
6 Air terjun Riam Berasap Kaliau > 50
Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, 2001
TABEL IV.21
SUMBER AIR BERSIH DI KAWASAN PERBATASAN 
KABUPATEN SAMBAS
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4.2.7. Pola Pergerakan  
Pola pergerakan penduduk perbatasan dibagi dalam pergerakan internal dan 
eksternal. Umumnya masyarakat melakukan mobilitas pergerakan untuk kepentingan 
sosial ekonomi. Pergerakan masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan 
prasarana dan sarana transportasi baik darat maupun sungai. Kecenderungan 
masyarakat di perbatasan Kabupaten Sambas melakukan pergerakan lintas batas ke 
Sarawak tidak lepas dari kemudahan aksesibilitas dan hubungan sosial yang erat 
diantara mereka.  
4.2.7.1. Pergerakan Internal 
Secara internal, pergerakan penduduk kawasan perbatasan khususnya menuju 
Ibukota Kabupaten Sambas masih cukup sulit. Hal ini disebabkan prasarana dan 
sarana transportasi masih sangat terbatas. Jalan darat yang menghubungkan Kota 
Sambas ke Ibukota Sajingan Besar di perbatasan sudah ada namun kondisinya masih 
berupa jalan tanah yang hanya dapat dilalui jika kondisinya kering. Selain jalan 
darat, masyarakat juga memanfaatkan transportasi sungai untuk mobilitas mereka. 
Sejak 3 bulan belakangan ini, seiring dengan peningkatan pembangunan jalan 
oleh Pemkab Sambas, telah beroperasi angkutan umum perbatasan dengan rute 
Sambas-Kaliau’ sebanyak 3 armada dengan tarif Rp.40.000/penumpang (tidak 
termasuk barang). Angkutan ini biasanya kesulitan beroperasi pada waktu musim 
hujan karena jalan sukar dilalui. Namun dengan adanya angkutan umum ini 
masyarakat perbatasan justru semakin banyak menjual hasil buminya di Kota 
Sambas. Tetapi barang-barang dari Sarawak hampir tidak ada yang disuplai ke Kota 
Sambas melalui angkutan ini. Yang terjadi justru barang-barang kebutuhan produk 
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Malaysia yang banyak terdapat di Kota Sambas disuplai melalui perbatasan 
Entikong. Hal ini dikarenakan distribusi barang-barang tersebut telah terkoordinasi 
melalui sistem ke-agen-an, sehingga distribusinya lebih teratur. 
4.2.7.2. Pergerakan Eksternal 
 Secara eksternal pergerakan penduduk antarnegara (penduduk pelintas batas) 
memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda antara penduduk Sarawak ke 
Indonesia ataupun sebaliknya. Pelintas batas dari Indonesia ke Sarawak lebih 
didasarkan pada kepentingan ekonomi (perdagangan), sedangkan bagi penduduk 
Sarawak ke Indonesia selain kepentingan ekonomi, juga lebih kepada pemenuhan 
kebutuhan sosial (hiburan/rekreasi). 
 Selain itu minimnya fasilitas umum, sosial dan infrastruktur di kawasan 
perbatasan menyebabkan masyarakat cenderung berorientasi ke Sarawak dan Sabah. 
Motif utama penduduk selain berdagang adalah untuk mencari pekerjaan yang 
banyak terserap di sektor perkebunan dan industri yang tidak membutuhkan 
keterampilan tinggi, sehingga menyebabkan banyaknya TKI ilegal. 
Pergerakan penduduk perbatasan melalui PLB Aruk ke Sarawak dalam 
melakukan aktifitas ekonomi terbatas pada penduduk desa disekitar wilayah tersebut, 
yaitu desa kaliau’, senatab dan sebunga yang ditempuh dengan berjalan kaki. Tujuan 
pergerakan penduduk pada umumnya menjual hasil bumi ke Desa terdekat di 
Sarawak (Biawak) dan pulangnya mereka membeli kebutuhan sehari-hari seperti 
sabun, biskuit, gula, dll untuk dikonsumsi. Terdapat sebagian kecil dari mereka yang 
memasok barang-barang tersebut untuk digunakan sebagai barang dagangan. 
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Sedangkan pergerakan penduduk dengan tujuan mencari pekerjaan di 
Sarawak (menjadi TKI) umumnya mereka masuk melalui pintu resmi (Entikong) 
karena di Aruk masih berstatus PLB sehingga belum dapat melayani pelintas batas 
secara resmi. Namun sejak berdirinya Pos Imigrasi dan Bea Cukai di Desa Kaliau 
(Oktober 2004), pergerakan penduduk ke Sarawak belum menunjukkan peningkatan 
karena aksesibilitas (terutama kondisi jalan) menuju pintu masuk Aruk dari Kota 
Sambas masih sulit. 
Sedangkan penduduk perbatasan di Temajok (Paloh) melakukan pergerakan 
ke Sarawak melalui jalan darat menuju ke Kampung Telok Melano (Sarawak). 
Perjalan dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau jika menggunakan sepeda motor 
hanya memerlukan waktu 15 menit. Selain itu masyarakat Temajok juga 
menggunakan jalur transportasi laut dengan menggunakan Kapal Motor ke Kota 
Sematan untuk menjual hasil bumi mereka (mayoritas lada). Lama perjalanan Ke 
Sematan ditempuh dalam 3-5 jam. Waktu tempuh ini lebih singkat jika harus menjual 
hasil bumi ke Liku (Ibukota Kec. Paloh) yang membutuhkan 4-6 jam perjalanan 
darat dan membutuhkan 8 jam perjalanan jika dijual ke Kota Sambas. 
Alasan utama masyarakat Temajok menjual hasil bumi ke Sematan (Sarawak) 
karena jaraknya lebih dekat dan harga yang bersaing. Sedangkan komoditas yang 
banyak diperdagangkan masyarakat di perbatasan (Paloh dan Sajingan Besar) adalah 
lada karena komoditas ini memang mempunyai harga jual yang lebih mahal 
dibandingkan dengan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan banyak 
masyarakat yang menanam lada untuk dijual di Sarawak.  
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POLA ALIRAN BARANG 
Telok Melano 
Sematan 
Aruk 
Temajok 
Biawak 
Liku 
• Aliran barang melalui jalur 
laut dari Liku (Ibukota Kec. 
Paloh)  menuju Sematan 
mayoritas berupa  komo 
ditas hasil hutan (kayu) 
yang umumnya illegal. 
• Sedangkan aliran barang 
dari Temajok via laut  de 
ngan tujuan yang sama 
mayoritas adalah komodi 
tas hasil perkebunan (lada, 
kopi, karet) 
• Aliran barang dari Sema 
tan melalui laut didominasi 
barang konsumsi rumah 
tangga yg diselundupkan 
dalam jumlah yang cukup 
besar (mis: gula, bawang 
putih, pakaian bekas, dll) 
• Aliran barang lintas batas 
melalui jalur darat dari 
Temajok ke Telok Melano 
didominasi oleh komoditas 
perkebunan (lada, kopi, 
karet) dengan pola 
perdagangan tradisional. 
• Sedangkan aliran barang dari 
Aruk menuju Biawak selain 
berupa komoditas 
perkebunan, juga komoditas 
hasil hutan (kayu) yang 
umumnya ilegal 
• Aliran barang dari Biawak 
berupa barang konsumsi 
rumah tangga dan elektronik. 
Selain untuk konsumsi 
sehari-hari seringpula 
diselundupkan dalam jumlah 
yang cukup besar (mis. Gula)   
Serikin 
Kuching 
Jagoi Babang 
• Aliran barang lintas batas hanya 
terjadi pada wilayah disekitar garis 
perbatasan dalam radius 5-20 km, 
kecuali lewat jalur laut di Kec. 
Paloh. 
• Sedangkan aliran barang dari 
wilayah lainnya cenderung menuju 
Kota Sambas, bahkan terdapat 
sebagian komoditas perkebunan 
dari kawasan PALSA yang 
dipasarkan ke Kota Sambas  
• Kota Sambas sebagai pusat 
koleksi , distribusi dan pemasaran 
bagi wilayah sekitarnya (termasuk 
wilayah perbatasan) juga 
mendistribusikannya ke luar Kab. 
Sambas menuju Singkawang atau 
Pontianak. 
• Sebagian juga didistribusikan ke 
perbatasan Jagoi Babang (Kab. 
Bengkayang) untuk dipasarkan di 
Serikin (Sarawak)   
Jangkauan pelayanan lokal 
Aliran lintas batas via darat 
Aliran lintas batas via laut 
Aliran dari pusat pengum 
pul Lokal
Aliran dari Sentra Produksi 
Jangkauan pelayanan 
Kota Sambas 
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Sedangkan komoditas lainnya seperti karet, damar, rotan, kopra, kopi, dll. 
diperdagangkan mengikuti fluktuasi nilai tukar Ringgit dengan Rupiah. Apabila nilai 
kurs Rupiah melemah, mereka menjual komoditas tersebut ke Sarawak. Sedangkan 
bila Rupiah menguat mereka menjualnya ke kota terdekat di Kabupaten Sambas.    
Selain melalui PPLB Entikong, pedagang di Kota Sambas biasanya juga 
menjual hasil bumi ke Serikin (Sarawak) melalui Jagoi Babang (Kab. Bengkayang) 
melalui Kecamatan Subah dengan waktu tempuh sekitar 6 jam perjalanan dengan 
kendaraan darat (truk). Meskipun rute ini cukup jauh, namun aksesibilitasnya cukup 
baik karena kondisi jalannya sudah beraspal. Selain itu alasan mereka menjual 
komoditas hasil bumi lewat Jagoi Babang ini dikarenakan di Serikin kondisi 
pasarnya lebih ramai dibandingkan dengan Biawak. Di Serikin telah lama terdapat 
semacam “pasar tumpah” yang ramai dikunjungi warga pada akhir pekan, sehingga 
pedagang dari Indonesia banyak yang memanfaatkan momen ini.  
Pola pergerakan serta aliran orang dan barang dapat dilihat pada Gambar 4.14 
dan Gambar 4.15 diatas. 
4.2.8. Sistem Kelembagaan 
Kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah 
provinsi/kabupaten pada khususnya dan wilayah nasional pada umumnya maka 
penanganannya memerlukan hirarki kelembagaan sesuai urgensinya. Oleh karena itu 
guna mempercepat program pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten 
Sambas, pada tanggal 18 Oktober 2004 telah dibentuk sebuah Badan Pengembangan 
dan Pembangunan Kawasan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) Kabupaten Sambas. 
Lembaga ini dibentuk atas dasar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sambas 
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dengan Otorita Batam yang berkedudukan di Kabupaten Sambas dengan maksud 
mengembangkan Kawasan Palsa untuk meningkatkan investasi, memperluas 
kesempatan berusaha dan lapangan kerja, berperan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Pengembangan 
Kawasan Perbatasan PALSA berfungsi sebagai regional management yang 
bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan PALSA yang terdiri dari Gubernur 
Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Sambas dan Ketua Otorita Batam.    
Selain itu di tingkat Provinsi Kalbar juga telah dibentuk Badan Persiapan 
Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) berdasarkan Peraturan 
Gubernur Kalbar Nomor 161 Tahun 2005 pada tanggal 1 Juli 2005, guna. 
mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat lahirnya 
payung hukum sebagai dasar operasional untuk pengelolaan kawasan khusus 
perbatasan, sekaligus pembentukan lembaga pengelola perbatasan yang permanen.  
Adanya dua lembaga non struktural dalam pengelolaan perbatasan ini, 
meskipun cakupan wilayahnya berbeda ternyata tidak memiliki hubungan hirarkis. 
Hal ini menimbulkan dualisme dan terkesan tumpang tindih. Keppres tentang 
pengelolaan kawasan perbatasan (KASABA) hingga saat ini belum juga disahkan, 
padahal pembahasannya sudah dilakukan sejak tahun 2001. Hal inilah yang 
menyebabkan masing-masing wilayah perbatasan di Kalbar mengambil inisiatif 
membentuk kelembagaan untuk menangani kawasan perbatasannya. Dimasa yang 
akan datang, kelembagaan pemerintah perlu dilakukan rekonsolidasi dan 
refungsionalisasi untuk mengevaluasi dan mendudukkan perannya dalam proses 
pengembangan kawasan perbatasan (Hamid dan Mukti, 2001). Kelembagaan swasta 
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diperlukan dalam menindaklanjuti peluang dan memanfaatkan jiwa enterpreneur. 
Untuk itu perlu di bentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan (mencakup urusan 
kerja sama internasional, penanaman modal, keamanan, pertanahan, asosiasi bisnis, 
dsb). 
4.3. Kondisi Empiris dan Potensi Wilayah Perbatasan Sarawak (Malaysia) 
4.3.1. Struktur Ekonomi 
Struktur ekonomi Sarawak didominasi oleh komoditas primer yang 
berorientasi ekspor. Ekspansi yang pesat pada sektor manufaktur dalam dua dekade 
terakhir telah membawa Sarawak dari ekonomi berbasis pertanian menjadi berbasis 
industrialisasi. Saat ini, sektor manufaktur merupakan salah satu andalan bagi 
pertumbuhan Negeri Sarawak. Pada tahun 2000, sektor ini menyumbang 16.7% dari 
total GDP Sarawak (menurut harga konstan 1987) dengan nilai ekspor sebesar 17% 
dari total ekspor serta menyerap sekitar 14.8% dari total tenaga kerja. Sektor 
manufaktur diharapkan  menjadi sektor andalan utama bagi pertumbuhan Sarawak 
dimasa yang akan datang.  
Kinerja perekonomian Sarawak cukup impresif selama beberapa tahun 
terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan GDP dari tahun ke tahun yang 
cukup signifikan (Lihat Tabel IV.22 dan Gambar 4.16). Tren pertumbuhan yang 
selalu positif selama periode 1987-2002.  Tingkat pertumbuhan Negeri Sarawak pada 
periode 1988-1994 sebesar rata-rata 5.6% per tahun lebih kecil dari pertumbuhan 
rata-rata secara nasional sebesar 9.4% per tahun. Namun pada periode 1995 dan 1996 
tingkat pertumbuhan mencapai 11%, hal ini disebabkan masuknya investor asing 
dalam bidang industri elektronik dan petrokimia.  
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TAHUN
Malaysia Sarawak Malaysia Sarawak
1987 81.085 8.108 - -
1988 89.143 8.800 9,9 8,5
1989 97.219 9.338 9,1 6,1
1990 105.977 9.997 9,0 7,1
1991 116.093 10.941 9,5 9,4
1992 126.408 11.180 8,9 2,2
1993 138.016 11.293 9,9 1,0
1994 151.713 11.846 9,2 4,9
Pertumbuhan Rata-rata Periode 1988-1994 9,4 5,6
1995 166.625 13.198 9,8 11,4
1996 183.292 14.597 10,0 10,6
1997 196.714 15.686 7,3 7,5
1998 182.237 16.345 -7,4 4,2
1999 193.317 16.526 6,1 1,1
2000 290.365 17.404 8,3 5,3
2001 210.188 17.994 0,4 3,4
2002 271.453 18.775 3,5 4,3
Pertumbuhan Rata-rata Periode 1995-2002 4,8 6,0
Sumber : Annie Wong Muk Ngiik (2001) in Productivity Performance of the Manufacturing Sector 
                in Malaysia-the Case of Sarawak
TABEL IV.22
(Juta Ringgit) (% )
PERBANDINGAN TINGKAT PERTUMBUHAN GDP 
MALAYSIA DAN SARAWAK TAHUN 1987-2002 
(MENURUT HARGA KONSTAN 1987)
GDP Menurut Harga Konstan 1987 Tingkat Pertumbuhan Rata-rata
GAMBAR 4.16
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN GDP SARAWAK DAN 
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Akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia pada tahun 1997, 
pertumbuhan GDP Sarawak mengalami penurunan sebesar 4.2% pada tahun 1998 
dan 1.1% tahun 1999. Meskipun demikian Sarawak mampu dengan lepas dari krisis, 
bahkan pada periode tahun 1995-2002 pertumbuhan GDP Sarawak sebesar 6.0% 
mampu melampaui pertumbuhan GDP rata-rata secara nasional sebesar 4.8%.  
4.3.2. Kependudukan 
4.3.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
Tingkat pertumbuhan penduduk Negara Bagian Sarawak pada tahun 1997 adalah 
2.07%. Pada pertengahan tahun 2003 jumlah penduduk Sarawak mencapai 2.176.800 
jiwa yang terdiri dari 2.001.000 warga negara Malaysia dan 63.900 jiwa warga 
negara asing. Tingkat kepadatan penduduk Negara Bagian Sarawak pada tahun 2003 
sekitar 18 jiwa/km². 
4.3.2.2. Karakteristik Penduduk 
Di Sarawak terdapat 27 kelompok etnis dengan berbagai macam bahasa dan pola 
sosial budayanya. Di daerah perkotaan populasi terbesar didominasi oleh etnis 
Melayu, Melanau, Cina dan sejumlah kecil etnis Iban dan Bidayuh yang bermigrasi 
ke kota untuk bekerja. Juga terdapat sejumlah kecil komunitas India yang bermukim 
di Sarawak, khususnya di daerah perkotaan.   Prosentase populasi terbesar dari total 
penduduk di Sarawak berturut-turut adalah etnis Iban (30%), Cina (29%), Melayu 
(21%), Melanau dan Bidayuh masing-masing 5%, dan etnis lainnya (10%). Pada 
awalnya secara tradisional mereka membentuk kelompok-kelompok permukiman di 
pinggiran sungai, pantai maupun pedalaman. Namun saat ini etnis-etnis tersebut 
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bermigrasi ke kota dan bekerja di sektor publik dan swasta dengan beragam profesi. 
Secara lebih jelas karakteristik mayoritas etnis ditunjukkan pada Tabel IV.23. 
berikut:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Sistem Aktivitas 
4.3.3.1. Sistem Produksi 
1. Pertanian dan Perkebunan 
Hampir 80% penduduk di daerah Lundu (Sarawak) yang berbatasan langsung dengan 
Kecamatan Sajingan Besar bekerja dalam sektor pertanian, khususnya pertanian 
hortikultura seperti tanaman kakao, lada hitam, padi, buah-buahan dan kelapa sawit. 
Sedangkan di kawasan pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Kemajuan sektor 
pertanian  mendapat dukungan dan bantuan dari lembaga pemerintah dan swasta. 
Selain itu, aktivitas kuhutanan, industri kerajinan kayu, pemeliharaan Ulat Sutera, 
Pemeliharaan kepiting, Udang Harimau, Ikan Air Tawar dan penambangan pasir 
No. Etnis Populasi Penyebaran Agama Profesi Reputasi
(% ) Mayoritas Mayoritas
1 Melayu 21 pesisir pantai Islam Nelayan, petani penghasil kain 
dan sungai pegawai, swasta tenun, kerajinan
ukiran
2 Melanau 5 pesisir pantai Islam, Kristen nelayan pembuat perahu
3 Cina 29 perkotaan Budha, Kristen pedagang mendominasi
pengusaha perdagangan
4 Iban 30 pedalaman Kristen petani, pemburu pengrajin,
pinggir sungai pengrajin atraksi wisata
5 Bidayuh 5 pedalaman Kristen petani, pemburu pembuat tuak
Animisme pengrajin atraksi wisata
6 Lain-lain 10 perkotaan - - -
Sumber : www.sarawak.gov.my
TABEL IV.23
KELOMPOK ETNIS MAYORITAS YANG ADA DI SARAWAK
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Silika juga dijalankan sebagai salah satu sumber perekonomian penduduk di Distrik 
Lundu.  
2. Pariwisata 
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan perekonomian Sarawak. 
Obyek wisata yang ada di Sarawak mayoritas juga berupa wisata alam dan pantai. 
Namun obyek wisata tersebut sudah dikelola secara profesional dan ditunjang 
dengan infrastruktur yang memadai seperti sarana dan prasarana transportasi, hotel, 
dsb, sehingga mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. 
4.3.3.2. Perdagangan dan Industri  
 Saat ini, pengembangan industri di Sarawak menekankan pada dua industri 
dasar yaitu petrokimia dan subsektor perkayuan. Dua sektor ini berjumlah kurang 
dari 30% dari total industri yang ada, menyumbang 84.2% terhadap  manufacturing 
value added, MVA (nilai tambah manufaktur). Pada tahun 2000, nilai ekspor produk 
petrokimia, LNG, kayu dan produk kayu berjumlah 85% dari total nilai ekspor 
(Annie Wong. MN, 2001). Nilai ekspor produk dari dua subsektor ini sangat 
tergantung fluktuasi pasar. Oleh karena itu untuk melindungi ketidakpastian harga, 
pemerintah perlu memfokuskan pada perluasan ekonomi berdasarkan sektor kunci 
dan membatasi biaya produksi melalui peningkatan produktifitas. Hal ini akan 
mendorong efisiensi dan peningkatan daya saing.  
 Salah satu kunci sukses sektor manufaktur di Sarawak adalah konsistensinya 
meningkatkan sumberdaya manusianya, terutama skill dan kapabilitas pekerja. 
Sehingga mampu mencapai pertumbuhan, keberlanjutan dan kompetitif. Pemerintah 
dan beberapa asosiasi seperti Sarawak Manufacturing Association dan Bumiputera 
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and Chinese Chambers of Commerce, sangat berperan dan berpartisipasi aktif dalam 
pendidikan dan pelatihan teknis bagi peningkatan skill dan kapabilitas pekerja.   
4.3.4. Sistem Infrastruktur 
4.3.4.1. Sistem Transportasi 
1. Sistem Transportasi Darat 
Sistem infrastruktur khususnya transportasi darat di Sarawak kondisinya jauh lebih 
baik dibandingkan dengan Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat pada 
umumnya. Semua kota-kota utama yang ada di wilayah Sarawak telah terkoneksi 
oleh jaringan prasarana transportasi jalan, kecuali sebagian kecil wilayah 
pedalamannya. Jalur transportasi darat ini bahkan telah menjangkau kawasan 
perbatasan antar negara baik Brunei maupun Indonesia.    
2. Sistem Transportasi Laut/Sungai 
Sarawak memiliki dua kategori sistem transportasi air yaitu transportasi laut dan 
transportasi sungai. 
• Transportasi laut 
Pelabuhan laut utama di Sarawak terdapat di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri dan 
yang terbaru adalah Senari yang merupakan pelabuhan laut dalam. Semua 
pelabuhan laut di Sarawak telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
lengkap seperti terminal peti kemas, equipment cargo curah dan gas. Kecuali 
Pelabuhan Bintulu yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh Pemerintah 
Federal, semua Pelabuhan Laut lainnya dikelola oleh Pemerintah Negara 
Bagian Sarawak. 
• Transportasi Sungai 
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Transportasi sungai masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat di 
Sarawak sebagai jalur transportasi angkutan penumpang dan barang yang 
menghubungkan daerah-daerah pedalaman. Meskipun jalur transportasi darat 
sebagian besar sudah menjangkau daerah tersebut, namun secara tradisonal 
mereka masih menggunakan sistem transportasi sungai ini. Sarawak memiliki 
55 jalur sungai yang dapat dilayari dengan panjang total 3.300 km. Dari semua 
jalur sungai tersebut, Sungai Rajang adalah jalur transportasi sungai yang 
utama dan terpanjang di Sarawak (567 km). Jalur ini dilayari sekitar 300 – 500 
perahu motor per hari. Sekitar 50% dari volume tersebut mengangkut 
penumpang dan selebihnya mengangkut barang termasuk kayu gelondongan. 
Angkutan sungai di Sarawak cukup efisien melayani daerah-daerah pedalaman 
maupun daerah sepanjang pantai yang belum terjangkau transportasi darat.  
4.3.4.2. Energi 
Pelayanan kebutuhan energi listrik telah menjangkau seluruh wilayah Sarawak, 
termasuk wilayah perbatasan dan wilayah terpencil. Sarawak juga telah 
memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air, seperti Bendungan Batang Ai di Lubuk 
Antu dengan kapasitas 108 MW dan Bendungan Bakun yang sedang dibangun 
dengan kapasitas 2.400 MW (Bappeda Prov. Kalbar).  
4.3.4.3. Telekomunikasi 
Jaringan telekomunikasi di Sarawak khususnya jaringan telepon telah menjangkau 
seluruh kota di wilayah Sarawak, bahkan di daerah terpencil yang belum terjangkau 
transportasi darat sekalipun. Seluruh jaringan fix telephone dioperasikan oleh 
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Telekom Malaysia Berhad. Disamping itu jaringan telekomunikasi seluler juga telah 
menjangkau sebagian besar wilayah, termasuk di wilayah perbatasan. Bahkan sejak 
tahun 2003 program “internet masuk desa” telah mulai dikenalkan oleh Pemerintah 
Sarawak kepada masyarakatnya.    
4.3.4.4. Air Bersih 
Sistem pelayanan air bersih di Sarawak telah 100% menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat  perkotaan, termasuk kota-kota di kawasan perbatasan (Bappeda Prov. 
Kalbar). Penyediaan prasarana air bersih ini dilakukan oleh Jabatan Air Negeri (State 
Water Authority).   
4.3.5. Distrik Lundu Sebagai Simpul Utama Terdekat  
 Seperti telah disebutkan diatas, Sistem Pemerintahan di Sarawak secara 
administrasi di bagi dalam sebelas Divisi dan Divisi yang berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Sambas adalah Divisi Kuching yang membawahi empat Distrik. 
Kota yang berfungsi sebagai simpul utama di Sarawak adalah Kuching. Selain 
sebagai Ibukota Negara Bagian (State), juga berfungsi sebagai pusat administrasi 
wilayah Divisi Kuching yang membawahi empat Distrik yaitu Distrik Lundu, 
Pedawan, Serian dan Bau.  
 Distrik Lundu (Majelis Daerah Lundu) terletak di pantai barat Sarawak 
dengan luas 1962.2 km². Ibukota Distrik Lundu terletak di Kota Lundu, sedangkan 
Kota terbesar kedua di Distrik ini adalah Sematan yang dikenal sebagai salah satu 
kota industri di Sarawak. Secara administratif, Lundu berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Sambas (Indonesia) yaitu di Desa Biawak yang hanya berjarak 1 (satu) 
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km dengan Aruk (Sajingan Besar) dan sekitar 5 (lima) km dari ibukota kecamatan 
Sajingan Besar di Kaliau’.  
 Lundu dikenal dikenal karena memiliki dua Taman Nasional yaitu Taman 
Nasional Gunung Gading dan Taman Nasional Tanjung Datu (yang berbatasan 
langsung dengan Temajok (Paloh) dan tiga lokasi wisata pantai yaitu Pantai Pandan, 
Siar dan Sematan. Selain itu disrtik ini terdapat tumbuhan yang sangat terkenal di 
dunia yaitu bunga Raflesia. 
Jumlah penduduk Distrik Lundu menurut sensus tahun 1995-1997 berjumlah 
30,390 jiwa yang terdiri dari etnis Bidayuh (Jagoi, Selako dan Lara), Cina, Melayu, 
Iban dan lain-lain. Etnis terbesar di Distrik Lundu adalah Bidayuh. 
4.4. Hasil Temuan Studi 
4.4.1. Model Empiris Kawasan Perbatasan PALSA 
 Dari kondisi empiris yang ada, hubungan antar negara yang terjadi di 
kawasan perbatasan Kabupaten Sambas cenderung mengarah kepada 2 (dua) hal 
yaitu: pertama, adalah kegiatan ekonomi yang meliputi perdagangan lintas batas 
secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang perbatasan, dan 
kedua, adalah hubungan sosial yang disebabkan oleh ikatan kultural dan kekerabatan 
yang erat diantara masyarakat Indonesia dan Malaysia yang bermukim di sepanjang 
garis perbatasan Kabupaten Sambas. Perbedaan tingkat kesejahteraan yang mencolok 
diantara Indonesia dan Malaysia menyebabkan masyarakat Indonesia di perbatasan 
Kabupaten Sambas cenderung berorientasi ke Sarawak, termasuk menanam 
komoditas perkebunan untuk kebutuhan industri Sarawak. Hal ini terlihat dari pola 
aliran barang yang melintasi perbatasan, yang sebagian besar merupakan barang 
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kebutuhan pokok dan hasil bumi. Sulitnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan 
merupakan faktor utama pola perdagangan tradisonal lintas batas ini sehingga 
masyarakat tidak mempunyai pilihan lain dalam memasarkan hasil buminya, selain 
harga komoditas yang bersaing. Faktor sulitnya aksesibilitas dan rendahnya 
pengawasan menyebabkan maraknya perdagangan ilegal dan penyelundupan barang 
terutama hasil hutan (kayu, rotan, dll). 
Sementara itu pola perdagangan lintas batas ini hanya dilakukan oleh 
masyarakat yang memang bermukim di wilayah yang terdekat dengan pusat 
permukiman di Sarawak. Masyarakat di Sajingan Besar yang dekat dengan Aruk 
(Sajingan Besar) dalam radius ± 5–15 km masuk ke Biawak (Sarawak) dengan 
berjalan kaki atau menggunakan sepeda/sepeda motor. Sedangkan jalur masyarakat 
Desa Temajok (Paloh) masuk ke Telok Melano (Sarawak) selain dengan berjalan 
kaki atau menggunakan sepeda/sepeda motor, juga dapat menggunakan jalur laut 
menuju Sematan (Sarawak). Hal ini menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas sangat 
berperanan dalam membentuk pola perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan.  
1. Sistem Aktifitas 
 Berdasarkan investigasi lapangan, ternyata pola perdagangan lintas batas ini 
mengarah kepada perdagangan ilegal akibat lemahnya infrastruktur dan pengawasan 
dari aparat dan pemerintah daerah. Selain aliran barang yang mayoritas berupa 
kebutuhan pokok dan hasil bumi (hasil perkebunan, pertanian dan hasil hutan) yang 
intensitasnya saat ini semakin meningkat,  juga maraknya penyelundupan barang 
ilegal terutama kayu hasil illegal logging. Sedangkan aliran orang (tenaga kerja) 
yang melewati perbatasan dengan tujuan mencari pekerjaan di Sarawak justru tidak 
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terjadi. Hal ini berbeda dibandingkan dengan beberapa kawasan perbatasan lainnya, 
seperti di  Nunukan-Sabah dan Meksiko-USA. Tenaga kerja yang ingin bekerja di 
Sarawak justru memilih masuk melalui pintu masuk Entikong (Kabupaten Sanggau) 
yang merupakan pintu masuk resmi. 
 Mekanisme perdagangan lintas batas lewat Aruk ke pasar Biawak menurut 
sebagian besar masyarakat di Sajingan Besar cenderung kurang menguntungkan 
karena mereka tidak memiliki posisi tawar. Harga komoditas yang dijual masyarakat 
biasanya sudah ditentukan secara sepihak oleh pedagang pengumpul di Biawak, 
belum lagi terkadang mereka dikenakan “cukai tidak resmi” sehingga keuntungan 
yang diperoleh berkurang. Meskipun demikian mereka tetap menjualnya di Biawak 
lebih dikarenakan mereka tidak mempunyai alternatif lain. Jika harus menjual ke 
Sambas selain jauh juga aksesibilitasnya sangat sulit. Jika harus memilih, mereka 
cenderung memasarkan hasil bumi ke Sambas atau kota terdekat di Kabupaten 
Sambas. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat Desa Temajok. 
 Namun beberapa bulan belakangan ini, setelah jalan darat ke perbatasan bisa 
dilewati kendaraan roda empat seiring dengan dibangunnya beberapa buah jembatan, 
sudah terdapat angkutan umum perbatasan dengan  rute  Sambas - Kaliau’ sebanyak  
3 armada  dengan   tarif Rp.40.000/penumpang (tidak termasuk barang). Angkutan 
ini biasanya kesulitan beroperasi pada waktu musim hujan karena jalan sukar dilalui. 
Dengan adanya angkutan perbatasan ini masyarakat justru semakin banyak menjual 
hasil buminya di Kota Sambas. Tetapi barang-barang dari Sarawak hampir tidak ada 
yang disuplai ke Kota Sambas melalui angkutan ini. 
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 Sementara di wilayah perbatasan Sarawak (Distrik Lundu), aktifitas 
perekonomian yang dominan ialah pertanian (hampir 80% penduduk Distrik Lundu 
bekerja di sektor ini) khususnya pertanian hortikultura seperti tanaman kakao, lada 
hitam, padi, buah-buahan dan kelapa sawit. Sedangkan di kawasan pesisir pantai 
berprofesi sebagai nelayan. Kemajuan sektor pertanian  mendapat dukungan dan 
bantuan dari lembaga pemerintah dan swasta. 
2. Sistem Infrastruktur 
 Sistem infrastruktur utama yang menunjang kegiatan perekonomian 
masyarakat perbatasan adalah sarana dan prasarana jalan disamping infrastruktur 
lainnya (listrik, air bersih, komunikasi) yang kondisinya masih sangat terbatas. 
Jaringan jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan kota-kota lainnya di 
Kabupaten Sambas umumnya telah ada, namun kondisinya berupa jalan tanah yang 
hanya dapat dilalui pada saat musim panas (kondisi jalan kering) sehingga 
aksesibilitasnya masih sangat terbatas. Sedangkan akses menuju perbatasan lewat 
pintu masuk Temajok-Telok Melano akses jalan belum tersedia, namun masih dapat 
memanfaatkan jalur menyusuri pantai yang kondisinya cukup bagus. Kondisi jalan 
darat yang masih sangat terbatas selama ini cukup ditunjang oleh adanya transportasi 
sungai,laut atau penyebrangan yang merupakan alternatif terutama oleh masyarakat 
di pedalaman dalam menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang. Hal ini 
terkait erat dengan kondisi wilayah yang banyak dialiri oleh sungai dan sebaran 
penduduk yang terpola di sepanjang pinggiran atau bantaran sungai. Sedangkan 
fasilitas pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh masih belum didukung prasarana 
dan sarana memadai.  
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Sementara sistem infrastruktur di kawasan perbatasan Sarawak (Kampung 
Biawak di Distrik Lundu dan Telok Melano) kondisinya jauh lebih baik. Akses jalan 
beraspal sudah menjangkau Kampung Biawak. Perjalanan dari Kuching-Biawak 
sejauh 126 km ditempuh selama ± 2 jam dan Lundu-Biawak selama ± 30 menit. 
Infrasruktur lainnya seperti air bersih, listrik dan jaringan telepon juga sudah 
menjangkau hampir setiap desa di wilayah perbatasan Sarawak. Sedangkan di 
Kampung Telok Melano (berjumlah ± 50 KK) yang berbatasan dengan Temajok 
jalan darat ke kota terdekat memang belum ada, namun pemerintah Sarawak 
menyediakan angkutan perahu motor/boat yang rutin melayani rute Telok Melano-
Sematan.         
3. Tata Ruang 
Sebesar 43,17% wilayah perbatasan PALSA merupakan kawasan dengan 
fungsi lindung dan jenis hutan lindung sebagai kawasan terluas, terutama kawasan 
hutan lindung Gunung Bentarang-Dindan yang memanjang dari Desa Sungai Bening 
hingga Sebunga. Dengan demikian sebagian besar garis perbatasan PALSA-Sarawak 
terletak di kawasan lindung. Sedangkan sisanya (56,83%) merupakan kawasan 
permukiman, hutan produksi dan lahan pertanian. Penataan ruang kawasan 
perbatasan PALSA secara detail belum ada (direncanakan akan disusun pada tahun 
2005 ini), namun dalam RTRW Kabupaten Sambas 2001-2010 kawasan perbatasan 
PALSA diarahkan pada pengembangan pertanian lahan kering dan hutan produksi. 
Hanya sebagian dari kawasan pantai di Desa Temajo diarahkan penggunaannya 
sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan pantai. 
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Dalam konteks pengembangan wilayah di Provinsi Kalbar, kawasan 
perbatasan Aruk-Biawak merupakan salah satu BDC (Border Development Center) 
dari 5 zona pengembangan BDC yang telah disepakati bersama antara Kalbar-
Sarawak sebagai pintu masuk yang akan dibangun PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas 
Batas) di sepanjang perbatasan Kalbar-Sarawak.   Pola keterkaitan penataan ruang 
antara 5 zona perbatasan ini sangat menentukan dalam mendukung program 
pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan 
karena didasarkan pada spesialisasi pengembangan masing-masing kawasan agar 
tercipta sinergitas antar kawasan perbatasan di Kalimantan Barat .   
 Sedangkan penataan ruang di wilayah perbatasan Sarawak berdasarkan 
pengamatan visual di lapangan telah mempunyai arahan yang jelas dalam 
pemanfaatan ruangnya. Distrik Lundu yang berbatasan dengan PALSA dikenal 
karena memiliki dua Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Gading dan 
Taman Nasional Tanjung Datu’ (yang berbatasan langsung dengan Temajok (Paloh) 
dan tiga lokasi wisata pantai yaitu Pantai Pandan, Siar dan Sematan. Kegiatan 
industri dipusatkan di Kota Sematan (kota ke-2 terbesar di Distrik Lundu) yang juga 
merupakan salah satu kawasan industri di Sarawak.     
4. Interaksi Penduduk 
 Intensitas interaksi penduduk secara sosial ekonomi di kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas dengan Sarawak (Malaysia) masih cukup kuat di kedua 
kecamatan (Paloh dan Sajingan Besar) khususnya di desa-desa yang berbatasan 
langsung dengan Sarawak yaitu Desa Temajok (Paloh) serta Desa Kaliau, Desa 
Sebunga dan Desa Senatab (Sajingan Besar). Intensitas interaksi penduduk akan 
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semakin berkurang seiring bertambahnya jarak tempat tinggal penduduk dengan 
perbatasan. Sedangkan interaksi internal masyarakat di kawasan perbatasan dengan 
kota-kota terdekat di Kabupaten Sambas juga masih cukup sulit, terutama 
masyarakat yang bermukim di Desa Temajok  membutuhkan waktu perjalanan 4-6 
jam ke Ibukota Kecamatan di Liku dan ±8 jam perjalanan menuju Kota Sambas. 
Sementara hampir seluruh desa di Kecamatan Sajingan Besar masih cukup sulit 
dijangkau meskipun jalan darat sudah tembus hingga ke Aruk namun kondisinya 
sangat memprihatinkan. Perjalanan dari Sambas ke Aruk misalnya, yang berjarak ± 
85 km membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam dengan menggunakan sepeda motor, 
itupun dengan catatan kondisi jalan cukup baik (kondisinya kering). 
Demikian pula halnya intensitas interaksi penduduk di kawasan perbatasan 
Sarawak (Distrik Lundu) yang juga semakin berkurang seiring bertambahnya jarak 
dari garis perbatasan. Namun penyebabnya bukan terletak pada aksesibilas yang 
sulit, namun lebih disebabkan oleh belum dibukanya border secara resmi sehingga 
interaksi penduduk secara ekonomi dan sosial masih terbatas pada permukiman yang 
dekat dengan garis perbatasan. 
5. Pola Pergerakan 
Pola pergerakan penduduk perbatasan PALSA sangat dipengaruhi oleh faktor 
aksesibilitas yaitu kemudahan prasarana transportasi jalan. Meskipun jika diukur 
dengan jarak tidak terlampau jauh. (Kota Sambas ke perbatasan Aruk ± 85 km) 
namun karena kondisi jalan darat yang masih sangat sulit dilalui meskipun jalannya 
telah tembus hingga perbatasan, meyebabkan pola pergerakan penduduk di 
Kabupaten Sambas khususnya di kawasan perbatasan PALSA tidak banyak 
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menggunakan PLB Aruk sebagai pintu masuk ke Sarawak. Selain itu status Aruk 
hanya PLB yang belum memungkinkan pergerakan orang, barang dan jasa secara 
resmi ke wilayah Malaysia. Pergerakan penduduk Kabupaten Sambas ke Sarawak 
masih dominan melalui PPLB Entikong (Kab. Sanggau), yang meskipun berjarak ± 
450 km dari Kota Sambas dengan waktu tempuh sekitar 6-8 jam tetapi 
aksesibilitasnya lebih baik. Apalagi tersedia bus reguler dengan rute Sambas-
Entikong (pp) setiap harinya dengan tarif Rp.50.000/penumpang.       
 Sedangkan pola pergerakan penduduk perbatasan Sarawak (Distrik Lundu) ke 
wilayah PALSA selain kepentingan ekonomi, juga lebih kepada pemenuhan 
kebutuhan sosial (hiburan/rekreasi). 
6. Kondisi Sosial Ekonomi 
 Berdasarkan analisis empiris terhadap sektor perekonomian, Paloh unggul di 
sektor jasa (tersier), namun sektor primer juga berkembang. Sektor pertanian yang 
berkembang di wilayah ini adalah pertanian lahan basah (padi sawah) selain 
subsektor perkebunan dan perikanan. Sedangkan Sajingan Besar selain unggul di 
sektor primer, sektor tersier juga mulai berkembang. Sektor pertanian yang 
berkembang di wilayah ini adalah pertanian lahan kering (padi ladang) dan subsektor 
perkebunan terutama karet. Yang menarik adalah sektor sekunder (manufacture) 
terutama sektor industri pengolahan justru tidak berkembang di wilayah perbatasan 
PALSA. Fenomena ini menunjukkan bahwa komoditas primer berupa hasil pertanian 
yang dihasilkan langsung diperdagangkan tanpa melalui proses pengolahan menjadi 
barang setengah jadi atau barang jadi. Struktur masyarakat yang sebagian besar 
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(95.78%) bekerja di sektor pertanian mengindikasikan bahwa selain berprofesi 
sebagai petani, mereka sekaligus juga berperan sebagai pedagang.   . 
Berbeda dengan Sarawak yang meskipun mempunyai sumberdaya alam dan 
lahan yang relatif terbatas dibandingkan wilayah PALSA dan Kalbar pada umumnya, 
namun mereka lebih unggul di bidang pertanian bahkan hasil pertanian utamanya 
(CPO yang diolah dari kelapa sawit) merupakan komoditas terbesar di dunia. 
Sarawak telah melakukan pengembangan pertanian komersial (agribisnis) yang 
besar. Sekitar 32% atau 4 juta hektar luas wilayah Sarawak diidentifikasi sebagai 
lahan yang cocok untuk pertanian. Kebijakan Pemerintah Sarawak saat ini adalah 
membawa Sarawak dari ekonomi berbasis pertanian menjadi berbasis industrialisasi 
dan akan terus berekspansi mengembangkan sektor manufaktur sehingga sektor ini 
merupakan salah satu andalan bagi pertumbuhan Negeri Sarawak. Hasil analisis 
kondisi dan model empiris di kawasan perbatasan PALSA dapat dilihat pada Tabel 
IV.24 dan Gambar 4.17.  
TABEL IV.24 
HASIL ANALISIS KONDISI EMPIRIS  
KAWASAN PERBATASAN PALSA 
 
Aspek Elemen Penjelasan Analisis 
 
• Tata Ruang 
 
 
 
 
 
 
• Struktur ruang 
PALSA 
• Keterkaitan antar 
ruang 
• Pemanfaatan ruang 
 
 
• Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan 
lindung (43,17%), sedangkan sisanya 
merupakan kawasan permukiman dan 
budidaya berupa hutan produksi dan lahan 
pertanian kering /perkebunan (56,83%)  
• Keterkaitan antar ruang diantara kawasan 
perbatasan lainnya di Kalbar cukup besar 
dan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah 
Sarawak ditetapkan 5 titik yang akan 
berfungsi sebagai PPLB resmi, termasuk 
Aruk di Kab. Sambas. Penetapan BDC ini 
mengarah kepada spesialisasi masing-
masing kawasan. Sementara ini PPLB 
Entikong masih merupakan pintu masuk 
Bersambung ke Halaman. 186 
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utama orang dan barang di Kalbar.   
• Potensi lahan pertanian (hutan produksi dan 
perkebunan) belum dimanfaatkan secara 
optimal, yang terjadi justru maraknya 
penebangan liar pada daerah kawasan 
lindung yang menyebabkan degradasi 
lingkungan 
 
• Sistem Aktivitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pola Perdagangan 
• Jenis Komoditas  
• Pola aliran 
 
 
• Pola perdagangan lintas batas belum 
terorganisir dan dilakukan secara 
tradisional. Bahkan Pola perdagangan ini 
cenderung mengarah kepada perdagangan 
ilegal karena tidak melewati proses 
kepabeanan.  
• Komoditas yang diperdagangkan selain 
barang kebutuhan pokok dan hasil bumi. 
Juga termasuk hasil hutan (kayu) hasil 
illegal loging yang diselundupkan ke 
Sarawak melalui jalur darat dan laut. Hal ini 
disebabkan lemahnya pengawasan akibat 
keterbatasan infrastruktur.   
• Pola aliran yang melintasi perbatasan 
didominasi oleh aliran barang sedangkan 
aliran orang/tenaga kerja (legal/ilegal) 
hampir tidak terjadi 
 
• Sistem Infrastruktur 
 
 
• Jaringan jalan 
• Sarana angkutan 
• Energi 
• Air bersih 
• Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
• Jaringan jalan yang ada sudah tembus 
hingga perbatasan Aruk-Biawak (Sajingan 
Besar) namun masih berupa jalan tanah dan 
kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya 
bisa dilewati dalam keadaan kering. 
Sedangkan jaringan jalan ke Temajok 
(Paloh) belum ada.  
• Mobilitas angkutan darat sangat terbatas 
akibat terbatasnya prasarana jalan. 
Angkutan sungai/laut/penyeberangan masih 
menjadi andalan. Sudah terdapat angkutan 
umum perbatasan dari Sambas-Aruk (truk) 
sebanyak 3 armada, namun hanya beroperasi 
bila kondisi jalan kering 
• Jaringan listrik PLN baru tersedia di ibukota 
Sajingan Besar (Kaliau) dengan jangkauan 
terbatasa pada beberapa kelompok 
permukiman disekitarnya. Sedangkan di 
Kec. Paloh hanya Desa Temajok yang 
bekum mendapat pasokan listrik PLN. 
• Air bersih didapat melalui beberapa mata air 
dan air terjun, semuanya disuplai secara 
gravitasi 
• Belum ada jaringan telepon di semua desa, 
kecuali di ibukota Kec.Paloh (Liku)  
 
• Pola Pergerakan 
 
 
 
• Pergerakan internal 
• Pergerakan eksternal 
 
 
• Pergerakan internal antar kota terutama 
menuju Ibukota Kabupaten di Sambas masih 
cukup sulit dan membutuhkan waktu yang 
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lama akibat aksesibilitas jalan darat yang 
terbatas, namun bisa dilakukan lewat jalur 
sungai 
• Pergerakan lintas batas ke Sarawak 
umumnya dilakukan masyarakat disekitar 
perbatasan dengan berjalan kaki atau sepeda 
motor (Aruk-Biawak dan Temajok-Telok 
Melano) dengan tujuan utama menjual hasil 
bumi, sedangkan masyarakat Temajok 
(Paloh) juga menempuh  jalur laut untuk 
berdagang ke Sematan.     
 
• Pola Interaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Interaksi sosial 
• Interaksi ekonomi 
(perdagangan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Interaksi penduduk secara sosial cukup kuat 
karena terdapat kesamaan budaya yang erat 
terutama mereka yang tinggal di desa-desa 
yang berbatasan langsung dengan Sarawak 
(Temajok, Sebunga, Senatab). 
• Interaksi perdagangan juga cukup kuat di 
desa-desa yang berbatasan langsung 
Sarawak, namun Intensitas interaksi ini 
semakin berkurang seiring bertambahnya 
jarak tempat tinggal penduduk dengan garis 
perbatasan   
 
• Sistem 
Kelembagaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sosek Malindo 
• Badan 
Pengembangan 
PALSA Kab. 
Sambas 
• Badan Persiapan 
Pengelolaan 
Kawasan Khusus 
Perbatasan 
(BP2KKP) Propinsi 
Kalbar 
 
 
 
• Sosek Malindo merupakan lembaga 
kerjasama antara Provinsi Kalbar dan 
Sarawak. Hasil sidang terakhir (sidang ke-
21) mengesahkan titik tengah Aruk-Biawak 
berdasarkan hasil pengukuran ulang 
• Badan Pengembangan PALSA merupakan 
lembaga non-struktural yang dibentuk oleh 
Pemerintah Kabupaten Sambas dengan 
Badan Otorita Batam yang bertujuan 
mempercepat program pengembangan 
kawasan perbatasan PALSA  
• BP2KKP dibentuk oleh Pemprov. Kalbar 
guna mengintensifkan koordinasi dengan 
pemerintah pusat dalam mempercepat 
lahirnya payung hukum sebagai dasar 
operasional untuk pengelolaan kawasan 
khusus perbatasan, sekaligus pembentukan 
lembaga pengelola perbatasan yang 
permanen.  
 
Sumber : Hasil Analisis, 2005 
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GAMBAR 4.17 
MODEL EMPIRIS KAWASAN PERBATASAN PALSA 
KABUPATEN SAMBAS 
Sumber : Hasil Analisis,, 2005 
 
Aruk Temajok 
SAMBAS 
Zona I, orientasi pereko 
nomian masyarakat 
sangat kuat ke Sarawak 
Zona II, orientasi  perekono 
mian masyarakat mulai berku 
rang ke Sarawak. Sebagian 
berorientasi ke Sambas 
Zona III, orientasi perekono 
mian masyarakat tidak lagi ke 
Sarawak, pola pergerakan 
lintas batas cenderung 
melalui  PPLB Entikong 
Liku 
Kaliau 
Pusat Pertumbuhan  di Sarawak 
Pintu masuk eksisting ke Sarawak 
Ibukota Kecamatan PALSA 
Pusat Pertumbuhan Utama 
Jalan Aspal 
Keterangan : 
Kota Kecamatan di luar PALSA 
Jalan Tanah 
Arah kecenderungan orientasi 
LUNDU 
Sematan 
Pergerakan melalui laut 
dari Paloh menuju 
Sematan. Selain menjual 
hasil pertanian juga 
menjual kayu ilegal 
Biawak Telok Melano Batas Negara 
Arah pergerakan dan aliran 
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4.4.2. Perbandingan dengan Konsep yang Ada dan Model Ideal   
4.4.2.1. Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan dan non-Perbatasan 
Konsep pengembangan kawasan perbatasan berbeda dengan konsep 
pengembangan kawasan non-perbatasan. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang 
strategis dan memiliki akses langsung ke negara tetangga baik melalui jalur darat 
maupun jalur laut. Persoalan wilayah perbatasan bukan hanya sekedar menegaskan 
garis batas atau wilayah batas, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana 
mengelola kawasan-kawasan di wilayah perbatasan, termasuk penduduknya agar 
bersifat kondusif bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  
Dalam studi ini, perbedaan konsep pengembangan kawasan perbatasan dan 
non-perbatasan dilihat dalam beberapa aspek yang bersifat normatif berupa suatu 
kebijakan (policy), yaitu: aspek tata ruang (physical), sistem aktivitas (market-
economic), dan kelembagaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.25 
dan Gambar 4.18. Sebagai pembanding, digunakan konsep pengembangan kawasan 
non-perbatasan sesuai RTRW Kabupaten Sambas tahun 2001-2010.  
 
TABEL IV.25 
PERBANDINGAN KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 
DAN KAWASAN NON-PERBATASAN 
 
 Kebijakan Normatif  
Aspek Kawasan  
non-Perbatasan 
Kawasan  
Perbatasan 
Kawasan  
PALSA 
Analisis 
 
Tata Ruang 
(physical) 
? Struktur 
? Bentuk 
  
(pemanfaatan
) 
 
• Struktur tata 
ruang ditentukan 
berdasarkan 
penetapan sistem 
pusat-pusat 
(nodal) sesuai 
dengan fungsinya 
secara hirarkis 
yang terbagi 
 
• Struktur tata 
ruang 
ditentukan 
berdasarkan 
sistem pusat-
pusat (nodal) 
yang 
terhubung 
melalui 
 
• Struktur tata ruang 
belum ditetapkan 
secara detail. 
Namun Aruk telah 
ditetapkan sebagai 
PKN dalam 
Rakepres Kawasan 
Perbatasan 
KASABA 
 
• Penerapan konsep 
kebijakan 
pengembangan di 
kawasan PALSA  
sangat tergantung 
pada beberapa 
prasyarat yang 
saling terkait dan 
terintegrasi pada 
Bersambung ke Halaman 190 
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berdasarkan orde 
kota 
• Sistem kota-kota 
berfungsi sebagai 
pusat 
permukiman, 
perdagangan, 
industri, dsb, 
sehingga fungsi 
kawasan menjadi 
Pusat wilayah 
Kegiatan Lokal 
dan Pusat 
Kegiatan Wilayah 
(PKL dan PKW). 
• Rencana besaran 
kota-kota tersebut 
harus bisa 
menampung 
kebutuhan 
besaran kegiatan 
kota dalam skala 
lokal, regional 
dan nasional 
sesuai dengan 
fungsi yang 
diberikan kepada 
kota tersebut. 
 
jaringan 
infrastruktur 
yang 
terintegrasi 
dengan pusat 
pertumbuhan 
di negara 
tetangga 
• Selain 
berfungsi 
sebagai 
beranda depan 
NKRI, 
kawasan ini 
juga 
dikembangkan 
sebagai pasar 
bagi 
berlangsungny
a aktivitas 
ekonomi dan 
perdagangan 
dalam skala 
regional dan 
internasional 
sehingga 
fungsi 
kawasan ini 
menjadi Pusat 
Kegiatan 
Nasional 
(PKN) dan 
Regional.  
• Rencana 
besaran kota-
kota tersebut 
harus bisa 
menampung 
kebutuhan 
besaran 
kegiatan kota 
dalam skala 
regional dan 
internasional 
sesuai dengan 
fungsi yang 
diberikan 
kepada kota 
tersebut. 
• Sistem kota-kota 
belum membentuk 
suatu jaringan 
hirarkis, sehingga 
masih menjadi 
wilayah belakang 
dari sistem kota-
kota di Kab. 
Sambas maupun 
Sarawak 
• Pemanfaatan 
kawasan yang 
dominan sebagai 
kawasan lindung 
(sesuai RTRW 
Sambas), namun 
marak terjadi 
illegal logging 
suatu sistem, 
sehingga tidak 
dapat berdiri 
sendiri.     
• Sebelum Aruk 
ditetapkan 
sebagai Pusat 
Kegiatan 
Nasional (PKN) 
terlebih dahulu 
harus melalui 
proses yang tidak 
mudah, meskipun 
memiliki lokasi 
strategis namun  
jika dilihat dari 
kondisi empiris 
yang ada Aruk 
belum merupakan 
prioritas utama 
dijadikan PKN. 
• Kondisi obyektif  
saat ini adalah 
terlebih dahulu  
mengembangkan 
simpul (nodal) 
yang menjadi 
pusat aktivitas 
secara bertahap 
dari skala lokal, 
wilayah dan 
regional 
 
Sistem 
Aktivitas 
? Jenis 
? Besaran 
 
• Jenis aktivitas 
perekonomian 
wilayah 
berorientasi pada 
pasar dalam 
 
• Jenis aktivitas 
perekonomian 
wilayah 
berorientasi 
pada pasar 
• Jenis aktivitas 
perekonomian 
masih terbatas 
pada komoditas 
primer namun 
 
• Jenis aktivitas 
yang meskipun 
masih sangat 
terbatas pada 
komoditas primer 
Lanjutan Tabel IV.25 
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negeri  
• Pusat aktivitas 
dalam sistem 
kota-kota secara 
hirarkis harus 
dapat melayani 
kegiatan 
perdagangan hasil 
produksi SDA 
dan olahan yang 
dimulai dari 
sentra produksi, 
pengumpul 
hingga outlet ke 
pasar dalam 
negeri. 
• Besaran aktivitas 
perekonomian 
yang berorientasi 
pasar dalam 
negeri sehingga 
infrastruktur yang 
dikembangkan 
juga berskala 
lokal, wilayah 
dan Nasional. 
 
 
 
global yaitu 
jenis 
komoditas 
yang dapat 
langsung 
diperdagangk
an ke negara 
tetangga. 
• Pusat aktivitas 
dalam sistem 
kota-kota 
secara hirarkis 
harus dapat 
melayani 
kegiatan 
perdagangan 
hasil produksi 
SDA dan 
olahan yang 
dimulai dari 
sentra 
produksi, 
pengumpul 
hingga outlet 
ekspor 
komoditas 
unggulan. 
• Besaran 
aktivitas 
perekonomian 
yang 
berorientasi 
pasar 
internasional 
membutuhkan 
jaringan 
infrastruktur 
spesifik yang 
dapat 
langsung 
mengakses 
pasar 
internasional, 
seperti: 
pelabuhan, 
jaringan jalan 
antarnegara, 
serta fasilitas 
border PPLB 
yaitu CIQS 
(Custom, 
Imigration, 
Quarantine, 
Security) pada 
outlet 
sudah berorientasi 
pada pasar regional 
(negara tetangga) 
• Pusat aktivitas 
dalam skala yang 
kecil belum 
mampu melayani 
kegiatan 
perdagangan lintas 
batas. 
• Besaran aktivitas 
yang relatif kecil 
dalam skala lokal/ 
tradisional belum 
didukung 
infrastruktur yang 
memadai, sehingga 
tidak terintegrasi 
secara internal 
maupun eksternal.   
namun jika 
melihat orientasi 
pasarnya yang 
sudah mengarah 
ke pasar regional 
(negara tetangga)  
sangat berpeluang 
dikembangkan 
pada jenis 
aktivitas 
perekonomian 
yang lebih 
beragam. 
• Pusat aktivitas 
yang belum 
terintegrasi 
melalui sistem 
kota-kota secara 
hirarkis 
menyebabkan 
pola perdagangan 
tidak dapat 
berkembang 
• Besaran aktivitas 
yang relatif kecil 
dalam skala lokal/ 
tradisional belum 
menjadi prioritas 
utama untuk 
dikembangkan 
sebagai PPLB 
yang memiliki 
infrastruktur 
spesifik 
perbatasan seperti 
fasilitas CIQS  
jika dibandingkan 
dengan outlet 
(BDC) lainnya 
yang ada di 
Kalbar yang 
memiliki jenis 
dan besaran 
aktivitas yang 
lebih besar    
LanjutanTabel IV.25 
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perbatasan   
 
 
Kelembagaan 
? Sistem 
? Organisasi 
 
• Diperlukan suatu 
sistem 
kelembagaan 
yang terpadu dan 
koordinasi efektif 
antar sektor dan 
lembaga dalam 
menangani 
pengembangan 
wilayah secara 
umum. 
• Kerjasama 
institusi dan 
kelembagaan juga 
sangat diperlukan 
dalam rangka 
pengembangan 
wilayah, terutama 
dalam era 
otonomi daerah. 
Namun skala 
kerjasama 
kelembagaannya 
dalam lingkup 
regional dan 
nasional. 
• Aspek 
pendekatan 
security tidak 
begitu menonjol 
dalam pola 
koordinasi antar 
lembaga.   
 
• Diperlukan 
suatu sistem 
kelembagaan 
khusus yang 
menangani 
dan 
menjembatani 
berbagai 
kepentingan di 
kawasan 
perbatasan, 
sehingga 
tercapai 
keterpaduan 
konsep 
pengembanga
n perencanaan 
antar sektor 
dan lembaga 
untuk 
menghindari 
pengembanga
n kawasan 
secara parsial 
dan sektoral.  
• Kerjasama 
institusi dan 
kelembagaan 
antarnegara 
sangat 
diperlukan 
dalam skala 
regional/ 
internasional 
(terutama 
antarnegara 
yang 
berbatasan), 
dalam upaya 
mengantisipasi 
tantangan 
pasar global.  
• Pendekatan 
prosperity 
(kesejahteraan
) sudah mulai 
dikedepankan 
selain 
pendekatan 
security dalam 
sistem dan 
organisasi 
• Belum terdapat 
sistem 
kelembagaan 
khusus dan terpadu 
secara nasional. 
Yang ada hanyalah 
kelembagaan di 
tingkat Kabupaten 
dan Provinsi, 
namun 
kelembagaan non 
struktural ini tidak 
memiliki hubungan 
hirarkis. 
• Kerjasama institusi 
antar negara sudah 
ada (Sosek 
Malindo, BIMP-
EAGA) namun 
keberadaannya 
perlu lebih 
ditingkatkan. 
• Aspek security 
(pengawasan) 
terhadap integritas 
wilayah NKRI di 
perbatasan masih 
lemah, sehingga 
rawan terhadap 
penyelundupan dan 
pergeseran garis 
perbatasan.   
 
• Sistem 
kelembagaan 
yang masih 
bersifat lokal dan 
belum terpadu 
secara nasional 
disebabkan belum 
adanya payung 
hukum yang 
mengatur 
kawasan 
perbatasan secara 
khusus. 
• Kerjasama 
institusi dan 
kelembagaan  
masih belum 
optimal karena 
masing-masing 
institusi/sektor 
mempunyai 
kepentingan yang 
berbeda. 
• Pendekatan 
security dan 
prosperity harus 
berjalan seimbang 
dalam konsep 
pengembangan 
kawasan 
perbatasan 
antarnegara 
karena 
bagaimanapun 
kedua aspek ini 
harus berjalan 
seimbang. 
  
Sumber : Hasil Analisis, 2005 
Bersambung ke Halaman 192 
Lanjutan Tabel IV.25 
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kelembagaan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR 4.18 
PERBANDINGAN KONSEP KAWASAN PERBATASAN DAN NON-PERBATASAN 
Sumber : Hasil Analisis,, 2005 
Kawasan non-Perbatasan Kawasan Perbatasan 
 
Batas Negara 
SAMBAS 
Kawasan Pusat 
Pertumbuhan di 
Sarawak 
Biawak Telok Melano
Sematan 
LUNDU 
Liku 
Temajok 
Kaliau 
Aruk 
 Liku 
Sambas 
Subah 
Kaliau 
Pemangkat 
Galing 
Sekura 
Tebas 
Jawai 
Sejangkung 
Selakau 
Keterangan :
Orde I 
Orde II 
Orde III 
Konsep Kawasan non-Perbatasan 
• Sistem kota-kota yang terpusat pada 
masing-masing nodal membentuk 
struktur hirarkis berdasarkan 
fungsinya  
• Sistem aktivitas berdasarkan jenis dan 
besarannya berada dalam skala lokal, 
wilayah dan regional, dan terhubung 
melalui jaringan infrastruktur yang 
terintegrasi   
• Sistem kelembagaan bersifat internal 
wilayah dan kerjasama antar wilayah 
dalam lingkup regional 
 
Keterangan 
PKN 
PKW 
PKL 
Sekura 
Galing 
Sejangkung 
Pemangkat 
Konsep Kawasan Perbatasan 
• Sistem kota-kota diarahkan 
pada PKN sebagai outlet ekspor 
yang terintegrasi dengan 
negara tetangga. Sedangkan 
PKW selain berfungsi sebagai 
pendukung PKN juga 
merupakan pusat bagi PKL   
• Sistem aktivitas berdasarkan 
jenis dan besarannya berada 
dalam skala regional dan 
internasional sehingga 
membutuhkan infrastruktur yang 
spesifik. 
• Perlu dibentuk kelembagaan 
kerjasama antarnegara selain 
kelembagaan wilayah dan 
regional. 
Tebas 
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4.4.2.2. Model Pengembangan Lesson Learned 
Berdasarkan analisis model empiris yang didapat dari lesson learned, dapat di 
simpulkan bahwa terdapat 4 (empat) tipologi model yang berkaitan dengan 
pengembangan wilayah perbatasan. Tipologi model ini melihat keterkaitan hubungan 
antara dua wilayah negara yang berbatasan serta kecenderungan pengembangannya, 
dalam hal ini adalah pengembangan perekonomian wilayah. Tipologi model 
pengembangan wilayah perbatasan hasil analisis ini selanjutnya diilustrasikan pada 
Gambar 4.19 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR 4.19 
TIPOLOGI MODEL HASIL ANALISIS LESSON LEARNED 
 
Batas Negara 
A 
B 
Batas Negara 
A 
B 
Batas Negara 
A
B
Batas Negara 
A
B
(a) 
(d) (c) 
(b) 
Sumber : Hasil Analisis, 2005 
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 Dari 4 (empat) tipologi model diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tipologi model (a) terjadi manakala terdapat hubungan yang tidak seimbang 
antarnegara, dimana wilayah di negara yang relatif tertinggal secara ekonomi 
cenderung berorientasi kepada negara tetangganya yang relatif lebih maju 
perekonomiannya. 
2. Tipologi model (b) juga terjadi manakala terdapat hubungan yang tidak 
seimbang antarnegara, namun kondisinya bertolak belakang dengan Tipologi 
model (a) dimana negara yang relatif lebih maju secara ekonomi justru 
berorientasi kepada negara yang relatif tertinggal perekonomiannya.    
3. Tipologi model (c) terjadi manakala terjadi kontrol perbatasan yang sangat 
ketat sehingga hubungan ekonomi kedua negara hampir tidak terjadi. Masing-
masing negara melakukan pendekatan security (keamanan) terhadap wilayah 
perbatasannya. 
4. Tipologi model (d) terjadi manakala hubungan ekonomi kedua negara 
mengarah kepada integrasi secara ekonomi dan terjalin kerjasama dalam 
pengembangan wilayah perbatasan. Tipologi model (d) ini merupakan 
kondisi yang ideal diterapkan saat ini, dimana masing-masing megara 
melakukan pendekatan prosperity (kesejahteraan)  
 
Berdasarkan hasil analisis kondisi empiris yang telah dilakukan di wilayah 
perbatasan PALSA Kabupaten Sambas, maka hubungan antara wilayah PALSA-
Sarawak mengikuti kecenderungan tipologi model (a), dimana terjadi 
ketidakseimbangan hubungan secara ekonomi sehingga masyarakat di perbatasan 
PALSA Kabupaten Sambas yang relatif tertinggal perekonomiannya  cenderung 
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berorientasi ke Sarawak (Malaysia) yang relatif lebih makmur. Fenomena ini salah 
satunya terlihat pada pola perdagangan lintas batas, pemenuhan kebutuhan pokok 
dan mencari pekerjaan di Sarawak serta kecenderungan masyarakat PALSA 
menanam komoditas perkebunan untuk kebutuhan industri Sarawak.    
 Dari beberapa lesson learned pengembangan kawasan perbatasan yang ada, 
ternyata perbedaan tingkat perekonomian suatu negara yang diindikasikan 
berdasarkan perbedaan Gross Domestic Product (GDP) perkapita, sangat 
menentukan kecenderungan pola orientasi masyarakatnya di wilayah perbatasan. 
Negara maju (GDP perkapita lebih tinggi) cenderung menjadi tujuan aliran barang 
dari negara berkembang (GDP perkapita lebih rendah). Namun orientasi aliran orang 
seringkali berlaku sebaliknya, dimana justru negara berkembang yang menjadi 
orientasi tujuan dari masyarakat negara maju. Umumnya hal ini disebabkan perilaku 
masyarakat negara maju dalam pola berbelanja, dimana biasanya harga komoditas 
barang dan jasa di negara berkembang lebih murah daripada di negara maju. Hal ini 
terjadi misalnya di wilayah perbatasan Polandia-Jerman, China-Thailand dan 
Meksiko-USA Fenomena ini sesuai dengan tipologi model (b) diatas dan telah 
dikemukakan pada pernyataan hipotesis di Bab I terdahulu.   
 Namun tidak demikian halnya fenomena empiris di kawasan perbatasan 
PALSA-Sarawak dalam hal orientasi pola aliran orang dan barang antarnegara di 
kawasan perbatasan yang ternyata cukup unik dan berbeda dengan hipotesis serta 
kondisi empiris lesson learned. Perilaku masyarakat di wilayah pebatasan PALSA 
cenderung berorientasi ke Sarawak dalam hal pola aliran orang dan barang. 
Kecenderungan aliran barang ke Sarawak ditunjukkan oleh pola perdagangan lintas 
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batas yang lebih dominan berasal dari wilayah PALSA ke Sarawak terutama 
komoditas hasil perkebunan dan hasil hutan (mayoritas ilegal). Disamping itu pola 
aliran orang juga dominan berasal dari wilayah PALSA ke Sarawak untuk berbelanja 
barang barang kebutuhan rumah tangga yang harganya lebih murah serta kualitasnya 
lebih baik dibandingkan barang yang sama di wilayah Indonesia. Fenomena ini 
sesuai dengan tipologi model (a) dan sekaligus menjelaskan bahwa pernyataan 
hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya di Bab I tidak terjadi di kawasan 
perbatasan PALSA (Gambar 4.20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR 4.20 
PERBANDINGAN TEORITIS DAN EMPIRIS  
POLA ALIRAN ORANG DAN BARANG  
 
Batas Negara 
Negara Maju
Fenomena Teoritis (sesuai hipotesis) 
Fenomena Empiris Kawasan PALSA 
Aliran Barang 
Batas Negara 
Aliran Orang 
PALSA
Sarawak 
Aliran Barang Aliran Orang 
Sumber : Hasil Analisis, 2005 
Negara 
Berkembang 
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4.4.3. Menuju Model Pengembangan  
Berdasarkan analisis potensi dan kondisi empiris kawasan perbatasan PALSA 
yang menghasilkan model empiris serta model pengembangan lesson learned yang 
ada, maka pengembangan kawasan perbatasan PALSA-Sarawak diupayakan 
mengarah kepada tipologi model (d) sebagai suatu model pengembangan kawasan 
perbatasan PALSA (lihat Gambar 4.19), dimana hubungan ekonomi antarnegara 
relatif seimbang dan terjadi integrasi ekonomi yang saling menguntungkan.  Oleh 
karena itu salah satu model yang diusulkan dalam pengembangan kawasan 
perbatasan PALSA-Sarawak adalah Model Pengembangan Agropolitan. Model ini 
didasarkan atas hasil analisis kondisi empirik lokal di wilayah perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas. 
Beberapa pertimbangan mengapa konsep agropolitan dikemukakan sebagai 
usulan dalam menuju model pengembangan kawasan perbatasan PALSA di 
Kabupaten Sambas, antara lain adalah: 
1. Dalam analisis struktur perekonomian selama kurun waktu 1999-2003, sektor 
pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua (24,66%) setelah sektor 
perdagangan (37,10%) kepada perekonomian wilayah PALSA bahkan 
menjadi sektor basis di Kecamatan Sajingan Besar. Sinergitas antara dua 
sektor utama ini mampu menjadi penggerak utama (prime mover) bagi 
pembangunan wilayah PALSA  
2. Potensi pengembangan sektor pertanian masih sangat terbuka, sebab potensi 
sumberdaya lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas belum 
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dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula potensi laut dan perikanan yang 
besar di Kecamatan Paloh, yang pemanfaatannya relatif masih rendah. 
3. Sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan 
ketenagakerjaan, terutama masalah pengangguran di desa-desa, sebab sektor 
ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sedang hingga banyak. 
4. Sektor pertanian selama ini merupakan komoditas yang dominan 
diperdagangkan dalam pola perdagangan lintas batas dan masyarakat PALSA 
juga sebagian besar (95,78%) bekerja di sektor pertanian. 
Secara sederhana, kawasan agropolitan merupakan sebuah kawasan 
pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan. Menurut Soenarno (dalam 
Hamid, 2003: 160), kawasan agropolitan dapat pula didefinisikan sebagai sistem 
fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan 
dan desa-desa disekitarnya dengan ciri berjalannya sistem usaha agropolitan yang 
melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.  
Model pengembangan kawasan agropolitan di kawasan perbatasan Kabupaten 
Sambas dapat dilihat pada Gambar. 4.21 Pengaruh pengembangan perkebunan di 
Sarawak mau tidak mau akan mempengaruhi peningkatan investasi di subsektor 
perkebunan di kawasan PALSA. 
Kawasan agropolitan di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar terbentuk 
karena potensi lahan cukup luas untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, baik 
pengembangan pertanian lahan kering (perkebunan, peternakan, palawija dan 
holtikultura) maupun budidaya pertanian lahan basah (persawahan dan perikanan 
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darat). Komoditas perkebunan yang saat ini sudah dikembangkan adalah  lada, karet, 
kelapa dalam, kakao, kopi, kelapa sawit, dll. Sedangkan komoditas tanaman pangan 
berupa padi sawah/ladang, palawija (kedelai, ketela pohon, sayur-sayuran) dan 
holtikultura (buah-buahan). Agropolitan merupakan sistem manajemen dan tuntunan 
terhadap suatu kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi 
berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri). Pengembangan kawasan agropolitan di 
kawasan perbatasan Kabupaten Sambas diharapkan akan menarik pengembangan 
ekonomi berbasis pertanian di wilayah sekitarnya. Menurut Pusat Pengkajian 
Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT (2003), konsep dasar dan 
menyeluruh dalam pengembangan kawasan agropolitan antara lain adalah: 
• Menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai pusat 
pertumbuhan agroindustri. 
• Melakukan zonasi komoditas dan menetapkan wilayah pengembangan lain 
yang berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan satelit atau pusat 
pertumbuhan agribisnis. 
• Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, 
air bersih, dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan maupun 
pengembangan agribisnis di wilayah hinterland. 
Dalam pendekatan agropolitan, daerah perdesaan dikembangkan berdasarkan 
perwilayahan komoditas unggulan utama yang menghasilkan bahan baku 
pengembangan agroindustri di daerah perkotaan. Struktur agroindustri harus mampu 
menjamin efisiensi dan daya saing serta bersifat kompetitif. Berdasarkan model 
agropolitan ditetapkan beberapa kawasan sentra produksi (KSP) yang dijadikan 
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kawasan agropolitan di perbatasan yaitu: Desa Kaliau di Sajingan Besar dan Desa 
Temajok di Paloh. Dua wilayah ini diharapkan mampu melayani, mendorong, dan 
menarik kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Kawasan ini juga 
mempunyai lingkup lokal dan regional ke daerah perbatasan karena berada di 
perbatasan antarnegara, sehingga memungkinkan dijadikan pusat agropolitan 
perbatasan. Dengan demikian aktivitas sistem agribisnis (pengadaan dan distribusi 
input produksi, proses produksi pertanian, pengolahan, pemasaran, serta jasa-jasa 
penunjang lainnya) diharapkan dapat terintegrasi di kawasan agropolitan Temajok 
dan Kaliau ini. 
Pengembangan KSP merupakan suatu langkah terpogram guna memacu 
kegiatan ekonomi yang berbasis pada komoditas unggulan dan sumberdaya alam di 
suatu wilayah. Dalam pengelolaannya, pengembangan KSP menuntut adanya 
jaringan yang utuh antara pemerintah, dunia usaha, petani, perguruan tinggi, lembaga 
swadaya masyarakat, dan para pelaku pembangunan lainnya. Sehingga dalam 
operasionalisasinya, pengembangan kawasan berbasis agropolitan juga perlu 
difasilitasi dengan sejumlah kebijakan strategis pengembangan agribisnis. Melalui 
pendekatan ini diharapkan dapat diselaraskan dimensi pertumbuhan, pemerataan, dan 
keberlanjutan pembangunan dalam arti luas (Hamid, 2003). 
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GAMBAR 4.21 
MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN 
DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS 
Sumber : Hasil Analisis,, 2005 
 
Pusat Pertumbuhan  di Sarawak 
Kawasan Sentra Produksi 
Kawasan Pengolahan/Agroindustri 
Pusat Pemasaran, Koleksi, 
Distribusi 
Jaringan Jalan 
Keterangan : 
Batas Negara 
SAMBAS 
Kawasan Pusat 
Pertumbuhan di 
Sarawak 
Biawak 
Telok Melano 
Konsep Pengembangan 
• Aruk dan Temajok berfungsi 
sebagai pusat pengumpul di 
masing-masing wilayah 
kecamatan 
• Masing-masing Ibukota 
Kecamatan berfungsi sebagai 
pusat pengumpul, agroindustri,  
Pengolahan, distribusi dan 
pemasaran ke Sarawak 
• Kota Sambas berfungsi sebagai 
pusat koleksi, distribusi, dan 
pemasaran dalam negri 
• Fasilitas kepabeanan PPLB yaitu 
CIQS (Custom, Imigration, 
Quarantine, Security) harus ada 
pada kedua pintu masuk 
Semata
LUNDU 
Ibukota Kec. Paloh 
Temajok 
Ibukota Kec. 
Sajingan  
Aruk 
Kawasan Agropolitan 
Sajingan 
Kawasan 
Agropolitan Paloh 
• Pengembangan 
kawasan  perba 
tasan yang seta 
ra sehingga ter 
wujud kawasan 
yang terintegra 
si secara 
ekonomi 
• Hubungan ke 
dua Negara me 
ngarah kepada 
kerjasama 
antarnegara 
yang saling me 
nguntungkan  
Pola pergerakan 
lintas batas 
diharapkan tidak 
lagi sepihak 
namun 
mengarah 
kepada 
keseimbangan 
Kawasan Pusat Koleksi 
Jalan Tanah 
Arah pergerakan dan aliran 
PPLB yang dilengkapi fasilitas 
CIQS 
Arah kecenderungan orientasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR 4.22 
PERBANDINGAN MODEL EMPIRIS DAN MODEL AGROPOLITAN 
HASIL STUDI DI KAWASAN PERBATASAN PALSA 
Sumber : Hasil Analisis,, 2005
 
Batas 
Negara
SAMBAS 
Kawasan Pusat 
Pertumbuhan di 
Sarawak 
Biawak 
Telok Melano 
Konsep Pengembangan 
• Aruk dan Temajok berfungsi sebagai 
pusat pengumpul di masing-masing 
wilayah kecamatan 
• Masing-masing Ibukota Kecamatan 
berfungsi sebagai pusat pengumpul, 
agroindustri,  Pengolahan, distribusi 
dan pemasaran ke Sarawak 
• Kota Sambas berfungsi sebagai pusat 
koleksi, distribusi, dan pemasaran 
dalam negri 
• Fasilitas kepabeanan PPLB yaitu CIQS 
(Custom, Imigration, Quarantine, 
Security) harus ada pada kedua pintu 
masuk perbatasan.  
Sematan 
LUNDU 
Liku 
Temajok 
Kaliau 
Aruk 
Kawasan 
Agropolitan 
Sajingan 
Kawasan 
Agropolitan 
Paloh 
• Pengembangan 
kawasan perbatasan 
yang setara sehingga 
terwujud kawasan 
yang terintegrasi 
secara ekonomi 
• Hubungan kedua 
Negara mengarah 
kepada kerjasama 
antarnegara yang 
saling 
menguntungkan  
Pola pergera 
kan lintas ba 
tas diharapkan 
tidak lagi sepi 
haknamunmen
garahkepadak
eseimbangan 
 
Aruk 
Temajok 
SAMBAS 
Zona I, orientasi pere 
konomian masy sangat 
kuat ke Sarawak 
Zona II, orientasiperekono 
mian masy mulai berku 
rang ke Sarawak. Sebagi 
an berorientasi ke Sambas 
Zona III,orientasipe rekono 
mian Masyarakat tidak lagi 
ke Sarawak, pola pergera 
kan lintas batas cenderung 
melalui  PPLB Entikong 
Liku 
Kaliau 
LUNDU
Sema
Pergerakan melalui 
laut dari Paloh ke 
Sematan. Selain 
menjual hasil bumi 
juga menjual kayu 
illegal
Biawak Telok Melano Batas Negara 
Model Empiris Model Agropolitan 
  
204
Pada Gambar 4.22 dapat dilihat perbandingan model empiris yang merujuk 
pada tipologi model (a), dimana wilayah PALSA cenderung berorientasi ke Sarawak 
sehingga terjadi hubungan yang tidak seimbang antarnegara yang berbatasan. Setelah 
dilakukan analisis terhadap potensi dan kondisi empiris di kawasan perbatasan 
PALSA, maka dihasilkan model pengembangan agropolitan sebagai hasil temuan 
studi yang merujuk tipologi model (d), dimana terjadi pola hubungan yang seimbang 
dan kedua wilayah saling berkembang bahkan cenderung terintegrasi secara 
ekonomi.  
4.5. Hubungan Hasil Temuan dengan Konsep Teori  
 Sesuai dengan posisinya yang strategis, menurut Hamid (2003) seharusnya 
kawasan perbatasan antarnegara merupakan merupakan titik tumbuh bagi 
perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan 
antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya 
akan mendorong naiknya aktivitas produksi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan 
berujung pada kesejahteraan masyarakat.    
Dalam paradigma baru pengembangan wilayah, pendekatan keunggulan 
komparatif (comparative advantage) berupa kekayaan alam berlimpah, upah buruh 
murah, dan posisi strategis, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pendekatan yang 
digunakan sudah bergeser kepada pendekatan keunggulan daya saing (competitive 
advantage) (Alkadri.dkk, 1999). Oleh sebab itu pengembangan kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar harus menggunakan 
pendekatan competitive advantage, dengan cara meningkatan kapasitas SDM dan 
penguasaan teknologi agar sumberdaya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan 
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secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Porter (1990), 
yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan 
teknologi. Namun demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan 
khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari 
itu, yakni adanya inovasi (innovation). 
Oleh karena itu agribisnis sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa 
dalam model pengembangan agropolitan harus dapat tumbuh dan berkembang secara 
berkelanjutan. Dalam keterbatasan sumberdaya  dan tatanan pasar yang sangat 
kompetitif, satu-satunya sumber pertumbuhan agribisnis yang dinilai handal dan 
potensial adalah inovasi teknologi yang bermanfaat meningkatkan kapasitas 
produksi, produktivitas, dan pengembangan produk, sehingga mampu memacu 
pertumbuhan, diversifikasi produk, transformasi produk, nilai tambah dan daya 
saing. Dengan demikian peran lembaga penelitian daerah perlu diberdayakan, 
sehingga menjadi andalan untuk menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokal. 
Pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan di 
kawasan perbatasan PALSA untuk mempersiapkan diri bagi manfaat dan potensi 
dampak ekonomi yang negatif dari keterbukaan/akses pasar mereka terhadap pasar-
pasar dunia. Camagni (2002) juga menyampaikan bahwa daya saing daerah kini 
merupakan salah satu isu sentral, bukan saja dalam rangka mengamankan stabilitas 
ketenagakerjaan, tetapi juga memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan 
global), keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. 
Pembangunan ekonomi lokal disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan 
berorientasi kepada akses pasar yang lebih luas. Hal ini perlu didukung oleh 
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ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai agar komoditas yang dihasilkan 
mempunyai daya saing dan kompetitif. Menurut definisi European Commission 
(1996), daya saing regional adalah kemampuan suatu wilayah memproduksi barang 
dan jasa yang sesuai kebutuhan pasar internasional, dan pada saat bersamaan mampu 
menjaga tingkat pendapatan yang tinggi secara berkelanjutan. Agar menjadi 
kompetitif, penting bagi wilayah untuk menjamin kualitas dan kuantitas tenaga 
kerjanya.  
Tidaklah berlebihan jika keberhasilan pengembangan ekonomi kawasan 
perbatasan PALSA ini pada gilirannya akan memacu perekonomian nasional bahkan 
regional. Sebagaimana sinyalemen yang disampaikan oleh Kenichi Ohmae 
(1996:28), bahwa dalam dunia tanpa batas (borderless world), daerah (region state) 
akan menggantikan negara bangsa (nation states) sebagai pintu gerbang memasuki 
perekonomian global. Sedangkan Porter (1990) mempertanyakan peran negara 
sebagai unit analisis yang relevan dengan mengatakan bahwa “para pesaing di 
banyak industri, dan bahkan seluruh klaster industri, yang sukses pada skala 
internasional, ternyata seringkali berlokasi di suatu kota atau beberapa daerah dalam 
suatu negara”.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Disamping mempunyai posisi strategis di jalur perairan internasional dan 
akses pasar ke negara tetangga Malaysia, Kabupaten Sambas-khususnya kawasan 
perbatasan di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) , ternyata menyimpan 
potensi pertanian yang cukup besar, khususnya tanaman pangan dan perkebunan 
(lada, karet, kakao, kopi). Akan tetapi, otensi pertanian di daerah ini belum 
dikembangkan secara optimal dan profesional. Untuk itu, model pengembangan 
kawasan agropolitan merupakan salah satu langkah strategis yang perlu 
dikedepankan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan ini. Pemilihan 
model ini didasarkan pada potensi dan kondisi empiris hasil analisis.  
Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan kawasan perbatasan 
Kabupaten Sambas memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) 
berupa ketersediaan lahan, SDA dan tenaga kerja murah namun belum memiliki daya 
saing (competitive advantage) yang oleh Porter (1990) digambarkan sebagai 
penguasaan teknologi, strategi organisasi dan geografi ekonomi dalam proses inovasi 
dan upaya menjaga keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter & Solvell, 
1998). Yang terjadi kemudian adalah eksploitasi kawasan hutan (legal dan ilegal) 
dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat 
lokal. Ini didukung lagi oleh perbedaan kesejahteraan yang menyolok antara Kalbar 
– Sarawak (tahun 2000 pendapatan per kapita Sarawak 4000 US$ sedang Kalbar 300 
US$), pasar dan aksesibilitas yang tinggi ke Sarawak, sampai dengan lemahnya 
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pengawasan/pengamanan kawasan perbatasan. Padahal sebagian kawasan perbatasan 
merupakan kawasan berfungsi lindung dengan hulu-hulu sungai yang sangat penting 
bagi daerah bawahnya (catchment areas).  
Posisi Kabupaten Sambas yang strategis tetapi kurang didukung fasilitas 
sosial ekonomi menjadikan  masyarakat perbatasan cenderung berorientasi secara 
ekonomi ke Sarawak baik dalam orientasi pola aliran orang maupun barang 
(termasuk menanam komoditas perkebunan untuk kebutuhan industri Sarawak). 
Secara keseluruhan kawasan perbatasan Kalbar khususnya di Kabupaten Sambas 
menjadi hinterland wilayah Sarawak. Oleh sebab itu diperlukan strategi khusus guna 
memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan agar tidak semakin tertinggal. 
Kawasan perbatasan juga harus dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya 
alam yang ada dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia agar mampu mengelola SDA secara optimal dan berkelanjutan 
serta berdaya saing tinggi.  
Pengalaman empiris yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa 
ketertinggalan masyarakat di kawasan perbatasan terutama disebabkan oleh 
lemahnya penguasaan teknologi akibat SDM yang rendah, tidak adanya perencanaan 
yang integratif dan komprehensif. Kalaupun ada biasanya berupa rencana 
pembangunan parsial dengan pendekatan sangat sektoral yang dilakukan masing-
masing lembaga/departemen diantaranya: Departemen PU, Depdagri, Bappenas, 
Dephut, BPPT, KLH, Dephankam, DKP dan lain-lain. Untuk itu sangat diperlukan 
satu lembaga yang khusus menangani pengembangan kawasan perbatasan agar 
tercipta sinergitas mulai dari perencanaan hingga operasional. Lembaga ini harus 
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mempunyai landasan hukum yang kuat, minimal dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden.        
Pengalaman-pengalaman diatas, juga menunjukkan bahwa pendekatan 
pembangunan yang sangat sentralistis dan sektoral ternyata tidak banyak memberi 
manfaat bagi perkembangan suatu wilayah, dan kiranya harus segera ditinggalkan. 
Pemberdayaan pemerintah daerah (apalagi dengan terbitnya UU tentang pemda yang 
baru) dan masyarakat harus dikedepankan (pendekatan kewilayahan). 
Dari hasil studi yang dilakukan di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas, 
dapat diungkapkan bahwa ternyata dengan memiliki potensi sumberdaya alam yang 
melimpah, posisi yang strategis serta faktor kedekatan secara fisik dan budaya 
dengan negara jiran tidak serta merta dapat merubah kondisi perekonomian 
penduduk perbatasan yang miskin dan tertinggal. Hal ini disebabkan iklim 
pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya menganggap kawasan perbatasan 
sebagai kawasan prioritas, meskipun dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa 
kawasan perbatasan merupakan “beranda depan” negara. Namun pada kenyataannya 
mengubah suatu paradigma dalam implementasinya ternyata tidak mudah. Yang 
terjadi selama ini justru maraknya aksi pembalakan liar dan illegal logging yang 
menyebabkan degradasi lingkungan hutan yang semakin parah. Lemahnya 
pengawasan dan penegakan hukum di negara kita ditambah adanya “oknum” yang 
sengaja memanfaatkan kelemahan ini untuk memperkaya diri sendiri, semakin 
menambah intensitas kerusakan alam.     
Lemahnya posisi tawar masyarakat perbatasan ternyata berimbas pada pola 
perdagangan lintas batas yang selama ini mereka lakukan. Transaksi perdagangan 
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cenderung memunculkan tekanan secara sepihak sebab harga komoditas yang dijual 
masyarakat biasanya sudah ditentukan secara sepihak oleh pedagang pengumpul di 
Biawak (Sarawak), belum lagi terkadang mereka dikenakan “cukai tidak resmi” 
sehingga keuntungan yang diperoleh berkurang. Meskipun demikian mereka tetap 
menjualnya di Biawak lebih dikarenakan mereka tidak mempunyai alternatif lain. 
Jika harus menjual ke Sambas selain jauh juga aksesibilitasnya sangat sulit. Jika 
harus memilih, mereka cenderung memasarkan hasil bumi ke Sambas atau kota 
terdekat di Kabupaten Sambas. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat Desa 
Temajok di Kecamatan Paloh. Kondisi ini membuat masyarakat di perbatasan 
semakin ter-marjinalkan. 
 Ketiadaan konsep yang jelas, menyebabkan pembangunan kawasan 
perbatasan terkesan tidak terencana dengan baik dengan implikasi degradasi sumber 
daya alam dan kualitas lingkungan, serta tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, terjadinya proses dehumanisasi (peminggiran masyarakat), dan 
dekulturisasi, serta secara makro mengarah pada disintegrasi wilayah  (terutama 
secara ekonomi). 
Perlu suatu proses yang sangat panjang untuk mewujudkan pembangunan di 
kawasan perbatasan, sementara negara tetangga terus bergerak maju dan mengambil 
manfaat dari kelemahan kita. Agaknya kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan 
beberapa waktu yang lalu belum menjadikan pembelajaran bagi kita untuk tidak 
mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. 
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5.2. Rekomendasi 
  Berdasarkan hasil studi terhadap pengembangan kawasan perbatasan PALSA 
Kabupaten Sambas, berikut disampaikan beberapa rekomendasi : 
1. Untuk mewujudkan model agropolitan hasil analisis dalam studi ini diperlukan 
beberapa prasyarat atau prakondisi yaitu: adanya keterpaduan konsep 
perencanaan antar sektor pembangunan dan kelembagaan. Untuk itu keberadaan 
suatu lembaga khusus yang menangani dan menjembatani berbagai kepentingan 
terhadap kawasan perbatasan, merupakan suatu yang mutlak diperlukan. 
2. Oleh karena Model Agropolitan yang diusulkan dalam tesis ini terletak pada 
kawasan perbatasan daratan antarnegara, maka infrastruktur pendukungnya juga 
harus bersifat spesifik dibandingkan dengan kawasan non-perbatasan. Selain 
prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi secara internal dan eksternal 
(jalan lintas negara, pelabuhan, air port),  komunikasi, air bersih dan energi, juga 
dibutuhkan fasilitas CIQS (Customs, Imigration, Quarantine, Security). Fungsi 
ini umumnya diletakkan pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Disamping 
itu, perlu pula ditempatkan pos militer setingkat kompi (SSK) disekitar garis 
perbatasan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. 
3. Pengembangan sumberdaya manusia dalam bidang pertanian yang responsif 
terhadap teknologi dan informasi merupakan prioritas. Oleh karena itu perlu 
dikembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang), penyebaran 
teknologi baru kepada pelaku agribisnis, perbaikan teknologi pembibitan dan 
budidaya, teknologi mekanisasi budidaya, serta teknologi pengolahan hasil.  
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4. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan detail guna 
mendukung konsep agropolitan di kawasan perbatasan PALSA ini, terutama 
pemetaan komoditas, informasi pasar, serta informasi hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan (seperti; varietas unggul, teknik budidaya dan pengolahan, 
informasi usaha, kredit, kebijakan, dan lain-lain) agar program pengembangan 
kawasan perbatasan PALSA dapat memberikan dampak bagi pengembangan 
wilayah secara luas di Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar pada khususnya 
serta Indonesia pada umumnya. 
5. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus dimulai sesegera mungkin 
melalui tindakan nyata di lapangan. Sudah saatnya implementasi dari paradigma 
“kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI” dilakukan, tidak hanya 
sekedar semboyan belaka.  
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